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PUTUSAN
Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Sudirman;

2. Tempat lahir : Garut;

3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun /19 Juli 1963;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lingkungan Harus Manis, Cibinong, Bogor
Jawa Barat / Perumahan Citra Indah, Jonggol,
Kab. Bogor, Jawa Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Aris Sudirman pada saat ini berstatus seorang Narapidana;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal
26 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta
memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa ARIS SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana secara berlanjut
dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak
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yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
(Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIS SUDIRMAN
selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar 2 x Rp. 2.936.516.050,- = Rp.
5.873.032.100.- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh
dua ribu lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut
paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda
maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama
6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas
pada nomor no urut 01 s/d nomor urut 504 ; dikembalikan kepada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, Jl.Anggur V No. 81 Cipete
Selatan, Cilandak Jakarta Selatan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :
PERTAMA :
Bahwa ia terdakwa Aris Sudirman bersama-sama saksi Winarti selaku
Direktur PT. Bitop Jaya Abadi dan Direktur PT. Bitop Jaya Lestari, saksi Ir. M.
Hasyir Thaha selaku Direktur PT. Thaha Enginering group dan saksi Ir.

Halaman 2 dari 159 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Putratama selaku Direktur PT. Pas Aditama, saksi Hendra
Kusviandy selaku Direktur PT. Handal Karya Abadi, dan saksi Suwarijita selaku
Direktur PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi, pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan yang pasti pada masa pajak tahun 2013 sampai dengan tahun
2014, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, di Jl.
Anggur V Nomor 81, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, baik sebagai yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
melakukan, dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak,
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti setoran pajak
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang merupakan beberapa
perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :
> Terdakwa dengan meminta bantuan kepada saksi Endi Rohaendi untuk
mendirikan 3 (tiga) perusahaan dan atas permintaan terdakwa tersebut
selanjutnya saksi Endi Rohaendi membuat 3 (tiga) perusahaan yaitu :
1. PT. Panca Inpora Bersama, berdasarkan Akta Notaris No. 251
tanggal 25 September 2012, dengan Direktur bernama Suhendar
Lasmana, NPWP : 03.259.319.6-016.000 dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 18 Oktober 2012;
2. PT. Karya Inti Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 228
tanggal 23 Oktober 2013, dengan Direktur bernama Daman Saputra,
NPWP : 66.209.153.7-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP) pada tanggal 5 Maret 2014;
3. PT. Milka Indah Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 250
tanggal 25 September 2012, dengan Direktur bernama Gilang Aldi
Permana, NPWP : 03.259.327.9-016.000 dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Oktober 2012;
> Saksi Endi Rohaendi setelah berhasil mendirikan ketiga perusahaan
tersebut, selanjutnya  menyerahkan seluruh  dokumen-dokumen
perusahaan kepada Terdakwa tetapi perusahaan-perusahaan tersebut
tidak pernah beroperasi melakukan usaha apapun dan oleh Terdakwa
dipergunakan untuk melakukan penerbitan faktur-faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora

Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah Persada,;
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> Terdakwa pada tahun 2013- 2014 menerima permintaan untuk
membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya dari PT. Pas Aditama, melalui saksi lkhsan Haras selaku
karyawan freelance perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya
untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti
Persada dan PT. Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga
sebesar 30% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum

dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai

berikut :
Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 09-05- 66.209.153.7- | PT. Karya | 45.603.100
14.23892199 2014 016.000 Inti Persada
2. 010.001- 15-05- 66.209.153.7- | PT. Karya 36.523.450
14.23892201 2014 016.000 Inti Persada
3. 010.001- 20-02- 66.209.153.7- | PT. Karya 40.186.700
14.23892203 2014 016.000 Inti Persada
4, 010.001- 08-07- 66.209.153.7- | PT. Karya 37.434.800
14.07408909 2014 016.000 Inti Persada
5. 010.001- 11-07- 66.209.153.7- | PT. Karya 37.017.600
14.07408911 2014 016.000 Inti Persada
6. 010.001- 02-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.225.000
14.06579941 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 03-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.544.150
14.06579942 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 21.100.000
14.06579943 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 16-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 20.700.150
14.06579948 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 17-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 20.850.600
14.06579949 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.000.100
14.06579951 2014 016.000 Inpora
Bersama
12. 010.001- 07-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.507.100
14.06579976 2014 016.000 Inpora
Bersama
13. 010.001- 19-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.009.500
14.06579986 2014 016.000 Inpora
Bersama
14. 010.001- 22-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.250.000
14.06579989 2014 016.000 Inpora
Bersama
15. 010.001- 24-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.403.400
14.06579991 2014 016.000 Inpora
Bersama
16. 109011394472543 02-07- 03.259.327.9- | PT.Milka 59.976.400
2013 016.000 Indah
Persada
17. 109011394472556 17-07- 03.259.327.9- | PT.Milka 56.357.902
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2013 016.000 Indah
Persada
18. 109011394472594 21-08- 03.259.327.9- | PT.Milka 38.865.400
2013 016.000 Indah
Persada
19. 109011394472598 23-08- 03.259.327.9- | PT.Milka 37.990.600
2013 016.000 Indah
Persada
20. 109011394472608 19-09- 03.259.327.9- | PT.Milka 25.059.000
2013 016.000 Indah
Persada
21. 109021394237970 01-11- 03.259.327.9- | PT.Milka 38.865.400
2013 016.000 Indah
Persada
22. 109021394237979 15-11- 03.259.327.9- | PT.Milka 33.985.400
2013 016.000 Indah
Persada
23. 109021394237985 02-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 22.741.000
2013 016.000 Indah
Persada
24, 10921394237991 09-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.757.950
2013 016.000 Indah
Persada
25. 100011428390453 10-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 22.257.950
2014 016.000 Indah
Persada
26. 100011428390498 03-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.816.000
2014 016.000 Indah
Persada
27. 100011428390500 07-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.386.050
2014 016.000 Indah
Persada
28. 100011428390512 07-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.821.800
2014 016.000 Indah
Persada
29. 100011428390515 10-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.487.250
2014 016.000 Indah
Persada
30. 100011428390519 17-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.067.950
2014 016.000 Indah
Persada
31. 109021394237987 04-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 26.046.050
2013 016.000 Indah
Persada
Total 945.837.752

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Ikhsan
Haras selaku karyawan freelance dari PT. Pas Aditama, selanjutnya faktur
Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut
dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT. Pas Aditama dengan
maksud mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan
kepada kas Negara yang akhirnya menimbulkan Kkerugian pada
pendapatan Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti

Persada, PT. Milka Indah Persada, dan PT. Panca Inpora Bersama dan
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selanjutnya dijual kepada PT. Pas Aditama untuk dikreditkan ke dalam
SPT masa PPN tahun 2013 dan 2014 dari PT. Pas Aditama, sehingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dalam kurun waktu
antara tahun 2013 - tahun 2014 sebesar Rp 945.837.752 ( Sembilan Ratus
Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu ujuh Ratus
Lima Puluh Dua Rupiah) yaitu sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan yang
kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna ;

> Terdakwa pada tahun 2014 menerima permintaan untuk membuat faktur
pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT.
Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari melalui saksi Nur
Syahbana Als Cacay selaku karyawan freelance kedua perusahaan
tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti
Persada dan PT. Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga
sebesar 50% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum

dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai

berikut :
Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 05-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 29.645.000
14.23892195 2014 016.000 Persada
2. 010.001- 08-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 33.687.500
14.23892195 2014 016.000 Persada
3. 0100011428390481 | 07-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 14.140.000
2014 016.000 Indah
Persada
4. 0100011428390484 11-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 12.600.000
2014 016.000 Indah
Persada
5. 0100011428390487 17-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 16.968.000
2014 016.000 Indah
Persada
6. 0100011428390490 | 22-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 16.292.000
2014 016.000 Indah
Persada
Jumlah 123.332.500

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi Nur
Syahbana Als Cacay selaku karyawan freelance dari PT. Bitop Jaya Abadi
dan PT. Bitop Jaya Lestari, selanjutnya faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dikreditkan ke dalam SPT
masa PPN dari PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari dengan

maksud mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan
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kepada kas Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti
Persada dan PT. Milka Indah Persada dan selanjutnya dijual kepada PT.
Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari untuk dikreditkan ke dalam
SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop
Jaya Lestari, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara
sebesar Rp 123.332.500,- ( seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga
puluh dua ribu lima ratus Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan
yang kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna.

> Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk membuat faktur
pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT.
Thaha Engenering group, melalui saksi Agus Setiawan selaku karyawan
freelance perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk
membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atas nama PT. Panca Inpora Bersama dengan kesepakatan harga
sebesar 20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum

dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai

berikut :
Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 03-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 40.375.000
14.06579972 2014 016.000 Inpora
Bersama
2. 010.001- 06-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 39.475.000
14.06579974 2014 016.000 Inpora
Bersama
3. 010.001- 07-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 37.775.000
14.06579975 2014 016.000 Inpora
Bersama
4. 010.001- 10-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 42.334.730
14.06579979 2014 016.000 Inpora
Bersama
5. 010.001- 11-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 24.050.000
14.06579980 2014 016.000 Inpora
Bersama
6. 010.001- 15-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 35.084.864
14.06579983 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 17-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 36.950.000
14.06579984 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 18-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 36.875.000
14.06579985 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 21-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 38.375.000
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14.06579988 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 24-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 28.525.000
14.06579990 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 27.100.000
14.06579957 2014 016.000 Inpora
Bersama
12. 010.001- 07-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 32.475.000
14.06579958 2014 016.000 Inpora
Bersama
13. 010.001- 09-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 16.425.000
14.06579959 2014 016.000 Inpora
Bersama
14. 010.001- 11-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 37.100.000
14.06579960 2014 016.000 Inpora
Bersama
15. 010.001- 13-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 37.500.000
14.06579961 2014 016.000 Inpora
Bersama
Total 510.419.594

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Agus
Setiawan selaku karyawan freelance dari PT. Thaha Engenering group,
selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya tersebut dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT. Thaha
Engenering group dengan maksud mengurangi kewajiban PPN kurang
bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara yang akhirnya
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama dan selanjutnya dijual kepada PT. Thaha Engenering group
untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Thaha
Engenering group, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara sebesar Rp 510.419.594 (Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus
Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau
sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur
Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh
perusahaan pengguna.

> Terdakwa menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Handal Karya
Abadi, melalui saksi Muhammad I|khwan selaku karyawan freelance
perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat
faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama

PT. Panca Inpora Bersama dan PT. Milka Indah Persada dengan

Halaman 8 dari 159 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga sebesar 25% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan

perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 32.960.000
14.06579962 2014 016.000 Inpora
Bersama
2. 010.001- 08-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 31.175.000
14.06579963 2014 016.000 Inpora
Bersama
3. 010.001- 10-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 29.915.000
14.06579964 2014 016.000 Inpora
Bersama
4, 010.001- 11-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 31.260.000
14.06579965 2014 016.000 Inpora
Bersama
5. 010.001- 14-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 30.680.000
14.06579966 2014 016.000 Inpora
Bersama
6. 010.001- 17-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 29.190.000
14.06579967 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 30.220.000
14.06579968 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 22.700.000
14.06579969 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 25-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 21.250.000
14.06579970 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 28-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 20.650.000
14.06579971 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 0100011428390480 03-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 29.235.000
2014 016.000 Indah
Persada
12. 0100011428390481 07-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 31.150.000
2014 016.000 Indah
Persada
13. 0100011428390483 10-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 30.810.000
2014 016.000 Indah
Persada
14. 0100011428390486 15-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 27.915.600
2014 016.000 Indah
Persada
15. 0100011428390488 18-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 30.425.000
2014 016.000 Indah
Persada
16. 0100011428390490 20-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 28.130.000
2014 016.000 Indah
Persada
17. 0100011428390492 24-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 31.140.000
2014 016.000 Indah
Persada
18. 0100011428390493 25-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 29.365.000
2014 016.000 Indah
Persada
19. 0100011428390495 27-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 30.250.000
2014 016.000 Indah
Persada
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20. 0100011428390497 | 28-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 31.580.000
2014 016.000 Indah
Persada

21. 0100011428390495 | 06-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 43.700.000
2014 016.000 Indah
Persada

22. 0100011428390497 | 07-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 45.700.000
2014 016.000 Indah
Persada

23. 0100011428390499 | 13-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 45.300.000
2014 016.000 Indah
Persada

24. 100011428390503 17-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 45.650.000
2014 016.000 Indah
Persada

34. 100011428390505 20-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 45.675.000
2014 016.000 Indah
Persada

25. 100011428390506 24-12- 03.259.327.9- PT.Milka | 43.975.000
2014 016.000 Indah
Persada

26. 100011428390516 11-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 42,050.000
2014 016.000 Indah
Persada

27. 100011428390520 19-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 42.100.000
2014 016.000 Indah
Persada

28. 100011428390521 26-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 41.550.000
2014 016.000 Indah
Persada

29. 100011428390522 28-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 42.000.000
2014 016.000 Indah
Persada

30. 100011428390506 30-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 32.300.000
2014 016.000 Indah
Persada

TOTAL 1.050.000.000

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi
Muhammad Ikhwan selaku karyawan freelance dari PT. Handal Karya
Abadi, selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya tersebut dikreditkan kedalam Surat Pemberitahuan Pajak
(SPT) masa PPN dari PT. Handal Karya Abadi dengan maksud
mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada
kas Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama dan PT. Milka Inti Persada dan selanjutnya dijual kepada PT.
Handal Karya Abadi untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun
2014 dari PT. Handal Karya Abadi, sehingga menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara sebesar 1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta
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Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian
digunakan oleh perusahaan pengguna.

> Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk membuat faktur
pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT.
Angkasa Cahaya Selaras Abadi, melalui saksi Nunik selaku karyawan
freelance perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk
membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atas nama PT. Karya Inti Persada dengan kesepakatan harga sebesar
20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur

pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No. PPN

Nomor Tgl NPWP Nama

1. 010.001- 04-04- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 52.500.000
14.23892198 2014 016.000 Persada

2. 010.001- 09-04- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 55.120.000
14.23892199 2014 016.000 Persada

3. 010.001- 14-04- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti 52.780.487
14.23892200 2014 016.000 Persada

4. 010.001- 05-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti 49.250.000
14.23892194 2014 016.000 Persada

5. 010.001- 09-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 47.500.000
14.23892195 2014 016.000 Persada

6. 010.001- 13-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti 49.775.717
14.23892196 2014 016.000 Persada

Jumlah 306.926.204

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Nunik
selaku karyawan freelance dari PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi,
yang
sebenarnya tersebut dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT.

selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi
Angkasa Cahaya Selaras Abadi dengan maksud mengurangi kewajiban
PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara yang
akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti
Persada dan selanjutnya dijual kepada PT. Angkasa Cahaya Selaras
Abadi untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun 2014 dari PT.
Angkasa Cahaya Selaras Abadi, sehingga menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara sebesar Rp 306.926.204 (Tiga Ratus Enam Juta
Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) atau

sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur
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Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh
perusahaan pengguna.
> Akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada
pendapatan Negara dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan
tahun 2014 seluruhnya hingga sebesar Rp 2.936.516.050,- (dua milyar
Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima puluh
rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum
di Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang
telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan-
perusahaan pengguna.
----------- Perbuatan terdakwa Aris Sudirman sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
ATAU
KEDUA
Bahwa ia terdakwa Aris Sudirman bersama-sama saksi Winarti selaku
Direktur PT. Bitop Jaya Abadi dan Direktur PT. Bitop Jaya Lestari, saksi Ir. M.
Hasyir Thaha selaku Direktur PT. Thaha Enginering group dan saksi Ir.
Parlindungan Putratama selaku Direktur PT. Pas Aditama, saksi Hendra
Kusviandy selaku Direktur PT. Handal Karya Abadi, dan saksi Suwarijita selaku
Direktur PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi, pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan yang pasti pada masa pajak tahun 2013 sampai dengan tahun
2014, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, di Jl.
Anggur V Nomor 81, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, baik sebagai yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
melakukan, dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(PKP), jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut :
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> Terdakwa dengan meminta bantuan kepada saksi Endi Rohaendi untuk
mendirikan 3 (tiga) perusahaan dan atas permintaan terdakwa tersebut
selanjutnya saksi Endi Rohaendi membuat 3 (tiga) perusahaan yaitu :
1. PT. Panca Inpora Bersama, berdasarkan Akta Notaris No. 251
tanggal 25 September 2012, dengan Direktur bernama Suhendar
Lasmana, NPWP : 03.259.319.6-016.000 dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 18 Oktober 2012;
2. PT. Karya Inti Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 228
tanggal 23 Oktober 2013, dengan Direktur bernama Daman Saputra,
NPWP : 66.209.153.7-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP) pada tanggal 5 Maret 2014;
3. PT. Milka Indah Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 250
tanggal 25 September 2012, dengan Direktur bernama Gilang Aldi
Permana, NPWP : 03.259.327.9-016.000 dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Oktober 2012;
> Saksi Endi Rohaendi setelah berhasil mendirikan ketiga perusahaan
tersebut, selanjutnya  menyerahkan seluruh  dokumen-dokumen
perusahaan kepada Terdakwa tetapi perusahaan-perusahaan tersebut
tidak pernah beroperasi melakukan usaha apapun dan oleh Terdakwa
dipergunakan untuk melakukan penerbitan faktur-faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah Persada;
> Terdakwa pada tahun 2013- 2014 menerima permintaan untuk
membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya dari PT. Pas Aditama, melalui saksi lkhsan Haras selaku
karyawan freelance perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya
untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti
Persada dan PT. Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga
sebesar 30% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum

dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai

berikut :
Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama

1. 010.001- 09-05- 66.209.153.7- | PT. Karya | 45.603.100
14.23892199 2014 016.000 Inti Persada

2. 010.001- 15-05- 66.209.153.7- | PT. Karya 36.523.450
14.23892201 2014 016.000 Inti Persada

3. 010.001- 20-02- 66.209.153.7- | PT. Karya 40.186.700
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14.23892203 2014 016.000 Inti Persada
4, 010.001- 08-07- 66.209.153.7- | PT. Karya 37.434.800
14.07408909 2014 016.000 Inti Persada
5. 010.001- 11-07- 66.209.153.7- | PT. Karya 37.017.600
14.07408911 2014 016.000 Inti Persada
6. 010.001- 02-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.225.000
14.06579941 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 03-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.544.150
14.06579942 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 21.100.000
14.06579943 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 16-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 20.700.150
14.06579948 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 17-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 20.850.600
14.06579949 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.000.100
14.06579951 2014 016.000 Inpora
Bersama
12. 010.001- 07-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.507.100
14.06579976 2014 016.000 Inpora
Bersama
13. 010.001- 19-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.009.500
14.06579986 2014 016.000 Inpora
Bersama
14. 010.001- 22-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.250.000
14.06579989 2014 016.000 Inpora
Bersama
15. 010.001- 24-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.403.400
14.06579991 2014 016.000 Inpora
Bersama
16. 109011394472543 02-07- 03.259.327.9- | PT.Milka 59.976.400
2013 016.000 Indah
Persada
17. 109011394472556 17-07- 03.259.327.9- | PT.Milka 56.357.902
2013 016.000 Indah
Persada
18. 109011394472594 21-08- 03.259.327.9- | PT.Milka 38.865.400
2013 016.000 Indah
Persada
19. 109011394472598 23-08- 03.259.327.9- | PT.Milka 37.990.600
2013 016.000 Indah
Persada
20. 109011394472608 19-09- 03.259.327.9- | PT.Milka 25.059.000
2013 016.000 Indah
Persada
21. 109021394237970 01-11- 03.259.327.9- | PT.Milka 38.865.400
2013 016.000 Indah
Persada
22. 109021394237979 15-11- 03.259.327.9- | PT.Milka 33.985.400
2013 016.000 Indah
Persada
23. 109021394237985 02-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 22.741.000
2013 016.000 Indah
Persada
24. 10921394237991 09-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.757.950
2013 016.000 Indah
Persada
25. 100011428390453 10-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 22.257.950
2014 016.000 Indah
Persada
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26. 100011428390498 03-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.816.000
2014 016.000 Indah
Persada
27. 100011428390500 07-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.386.050
2014 016.000 Indah
Persada
28. 100011428390512 07-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.821.800
2014 016.000 Indah
Persada
29. 100011428390515 10-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.487.250
2014 016.000 Indah
Persada
30. 100011428390519 17-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.067.950
2014 016.000 Indah
Persada
31. 109021394237987 04-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 26.046.050
2013 016.000 Indah
Persada
Total 945.837.752

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Ikhsan
Haras selaku karyawan freelance dari PT. Pas Aditama, selanjutnya faktur
Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut
dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT. Pas Aditama dengan
maksud mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan
kepada kas Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti
Persada, PT. Milka Indah Persada, dan PT. Panca Inpora Bersama dan
selanjutnya dijual kepada PT. Pas Aditama untuk dikreditkan ke dalam
SPT masa PPN tahun 2013 dan 2014 dari PT. Pas Aditama, sehingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dalam kurun waktu
antara tahun 2013 - tahun 2014 sebesar Rp 945.837.752 ( Sembilan Ratus
Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu ujuh Ratus
Lima Puluh Dua Rupiah) yaitu sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan yang
kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna ;

> Terdakwa pada tahun 2014 menerima permintaan untuk membuat faktur
pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT.
Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari melalui saksi Nur
Syahbana Als Cacay selaku karyawan freelance kedua perusahaan
tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang

tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti
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Persada dan PT. Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga
sebesar 50% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum

dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai

berikut :
Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 05-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 29.645.000
14.23892195 2014 016.000 Persada
2. 010.001- 08-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 33.687.500
14.23892195 2014 016.000 Persada
3. 0100011428390481 | 07-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 14.140.000
2014 016.000 Indah
Persada
4, 0100011428390484 11-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 12.600.000
2014 016.000 Indah
Persada
5. 0100011428390487 17-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 16.968.000
2014 016.000 Indah
Persada
6. 0100011428390490 | 22-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 16.292.000
2014 016.000 Indah
Persada
Jumlah 123.332.500

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi Nur
Syahbana Als Cacay selaku karyawan freelance dari PT. Bitop Jaya Abadi
dan PT. Bitop Jaya Lestari, selanjutnya faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dikreditkan ke dalam SPT
masa PPN dari PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari dengan
maksud mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan
kepada kas Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti
Persada dan PT. Milka Indah Persada dan selanjutnya dijual kepada PT.
Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari untuk dikreditkan ke dalam
SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop
Jaya Lestari, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara
sebesar Rp 123.332.500,- ( seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga
puluh dua ribu lima ratus Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan
yang kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna.

> Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk membuat faktur

pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT.
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Thaha Engenering group, melalui saksi Agus Setiawan selaku karyawan
freelance perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk
membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atas nama PT. Panca Inpora Bersama dengan kesepakatan harga
sebesar 20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum

dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai

berikut :
Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 03-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 40.375.000
14.06579972 2014 016.000 Inpora
Bersama
2. 010.001- 06-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 39.475.000
14.06579974 2014 016.000 Inpora
Bersama
3. 010.001- 07-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 37.775.000
14.06579975 2014 016.000 Inpora
Bersama
4, 010.001- 10-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 42.334.730
14.06579979 2014 016.000 Inpora
Bersama
5. 010.001- 11-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 24.050.000
14.06579980 2014 016.000 Inpora
Bersama
6. 010.001- 15-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 35.084.864
14.06579983 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 17-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 36.950.000
14.06579984 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 18-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 36.875.000
14.06579985 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 21-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 38.375.000
14.06579988 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 24-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 28.525.000
14.06579990 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 27.100.000
14.06579957 2014 016.000 Inpora
Bersama
12. 010.001- 07-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 32.475.000
14.06579958 2014 016.000 Inpora
Bersama
13. 010.001- 09-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 16.425.000
14.06579959 2014 016.000 Inpora
Bersama
14. 010.001- 11-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 37.100.000
14.06579960 2014 016.000 Inpora
Bersama
15. 010.001- 13-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 37.500.000
14.06579961 2014 016.000 Inpora
Bersama
Total 510.419.594
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> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Agus
Setiawan selaku karyawan freelance dari PT. Thaha Engenering group,
selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya tersebut dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT. Thaha
Engenering group dengan maksud mengurangi kewajiban PPN kurang
bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara yang akhirnya
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama dan selanjutnya dijual kepada PT. Thaha Engenering group
untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Thaha
Engenering group, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara sebesar Rp 510.419.594 (Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus
Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau
sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur
Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh
perusahaan pengguna.

> Terdakwa menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Handal Karya
Abadi, melalui saksi selaku karyawan Muhammad Ikhwan freelance
perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat
faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama
PT. Panca Inpora Bersama dan PT. Milka Indah Persada dengan
kesepakatan harga sebesar 25% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan

perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit

No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama

1. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 32.960.000
14.06579962 2014 016.000 Inpora
Bersama

2. 010.001- 08-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 31.175.000
14.06579963 2014 016.000 Inpora
Bersama

3. 010.001- 10-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 29.915.000
14.06579964 2014 016.000 Inpora
Bersama

4. 010.001- 11-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 31.260.000
14.06579965 2014 016.000 Inpora
Bersama

5. 010.001- 14-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 30.680.000
14.06579966 2014 016.000 Inpora
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Bersama

6. 010.001- 17-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 29.190.000
14.06579967 2014 016.000 Inpora
Bersama

7. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 30.220.000
14.06579968 2014 016.000 Inpora
Bersama

8. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 22.700.000
14.06579969 2014 016.000 Inpora
Bersama

9. 010.001- 25-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 21.250.000
14.06579970 2014 016.000 Inpora
Bersama

10. 010.001- 28-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 20.650.000
14.06579971 2014 016.000 Inpora
Bersama

11. 0100011428390480 | 03-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 29.235.000
2014 016.000 Indah
Persada

12. 0100011428390481 | 07-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 31.150.000
2014 016.000 Indah
Persada

13. 0100011428390483 10-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 30.810.000
2014 016.000 Indah
Persada

14. 0100011428390486 15-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 27.915.600
2014 016.000 Indah
Persada

15. 0100011428390488 18-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 30.425.000
2014 016.000 Indah
Persada

16. 0100011428390490 | 20-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 28.130.000
2014 016.000 Indah
Persada

17. 0100011428390492 | 24-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 31.140.000
2014 016.000 Indah
Persada

18. 0100011428390493 | 25-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 29.365.000
2014 016.000 Indah
Persada

19. 0100011428390495 | 27-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 30.250.000
2014 016.000 Indah
Persada

20. 0100011428390497 | 28-02- 03.259.327.9- PT.Milka | 31.580.000
2014 016.000 Indah
Persada

21. 0100011428390495 | 06-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 43.700.000
2014 016.000 Indah
Persada

22. 0100011428390497 | 07-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 45.700.000
2014 016.000 Indah
Persada

23. 0100011428390499 13-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 45.300.000
2014 016.000 Indah
Persada

24. 100011428390503 17-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 45.650.000
2014 016.000 Indah
Persada

34. 100011428390505 20-03- 03.259.327.9- PT.Milka | 45.675.000
2014 016.000 Indah
Persada

25. 100011428390506 24-12- 03.259.327.9- PT.Milka | 43.975.000
2014 016.000 Indah
Persada
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26. 100011428390516 11-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 42,050.000
2014 016.000 Indah
Persada

27. 100011428390520 19-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 42.100.000
2014 016.000 Indah
Persada

28. 100011428390521 26-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 41.550.000
2014 016.000 Indah
Persada

29. 100011428390522 28-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 42.000.000
2014 016.000 Indah
Persada

30. 100011428390506 30-04- 03.259.327.9- PT.Milka | 32.300.000
2014 016.000 Indah
Persada

TOTAL 1.050.000.000

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi
Muhammad |khwan selaku karyawan freelance dari PT. Handal Karya
Abadi, selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya tersebut dikreditkan kedalam Surat Pemberitahuan Pajak
(SPT) masa PPN dari PT. Handal Karya Abadi dengan maksud
mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada
kas Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama dan PT. Milka Inti Persada dan selanjutnya dijual kepada PT.
Handal Karya Abadi untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun
2014 dari PT. Handal Karya Abadi, sehingga menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara sebesar 1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta
Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian
digunakan oleh perusahaan pengguna.

> Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk membuat faktur
pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT.
Angkasa Cahaya Selaras Abadi, melalui saksi Nunik selaku karyawan
freelance perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk
membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atas nama PT. Karya Inti Persada dengan kesepakatan harga sebesar
20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur

pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

| | Faktur Pajak | Penerbit |
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No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama

1. 010.001- 04-04- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 52.500.000
14.23892198 2014 016.000 Persada

2. 010.001- 09-04- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 55.120.000
14.23892199 2014 016.000 Persada

3. 010.001- 14-04- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 52.780.487
14.23892200 2014 016.000 Persada

4, 010.001- 05-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti 49.250.000
14.23892194 2014 016.000 Persada

5. 010.001- 09-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 47.500.000
14.23892195 2014 016.000 Persada

6. 010.001- 13-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 49.775.717
14.23892196 2014 016.000 Persada

Jumlah 306.926.204

> Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Nunik
selaku karyawan freelance dari PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi,
yang
sebenarnya tersebut dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT.

selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi
Angkasa Cahaya Selaras Abadi dengan maksud mengurangi kewajiban
PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara yang
akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

> Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti
Persada dan selanjutnya dijual kepada PT. Angkasa Cahaya Selaras
Abadi untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun 2014 dari PT.
Angkasa Cahaya Selaras Abadi, sehingga menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara sebesar Rp 306.926.204 (Tiga Ratus Enam Juta
Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) atau
sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur
Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh
perusahaan pengguna.

> Akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada
pendapatan Negara dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan
Rp 2.936.516.050,- (dua milyar

Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima puluh

tahun 2014 seluruhnya hingga sebesar

rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum
di Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang
telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan-
perusahaan pengguna.

——————————— Perbuatan terdakwa Aris Sudirman sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ROSIDAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh ARIS
SUDIRMAN melalui PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-
016.000, PT PANCA INPORA BERSAMA, NPWP 03.259.319.6-016.000, dan
PT MILKA INDAH PERSADA, NPWP 03.259.327.9-016.000 ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan Tersangka ARIS SUDIRMAN ;
- Bahwa saksi sebagai Biro Jasa pengurusan dokumen terkait
perusahaan seperti: pembuatan Akta Pendiran Perusahaan. Saksi lebih
banyak memberikan jasa pembuatan Akta Pendirian Perusahaan melalui
NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR, SH, Alamat Usaha saksi J| Menteng
Dalam Pal Batu 3 No. 14 RT 004/RW 010, Menteng Dalam, Jakarta Selatan
dari tahun 2012 sd sekarang ;
- Bahwa PT PANCA INPORA BERSAMA adalah salah satu perusahaan
yang akta pendiriannya dibuat atas permintaan saudara ENDI ROHAENDI
melalui biro jasa yang saksi kelola. Akte pendirian PT PANCA INPORA
BERSAMA dibuat di kantor Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH ;
- Bahwa persyaratan pembuatan akta pendirian PT PANCA INPORA
BERSAMA yang saksi terima dari saudara ENDI ROHAENDI antara lain:
v Fotokopi KTP pengurus atas nama SUHENDAR LASMANA NIK
3204251205750093 sebagai Direktur dan DENNY SAPUTRA NIK
32031523078006574 sebagai Komisaris
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v Pemegang saham vyaitu SUHENDAR LASMANA NIK
3204251205750093 dan DENNY SAPUTRA NIK 32031523078006574

v catatan-catatan berupa alamat kedudukan perusahaan

v nama perusahaan, modal dasar, modal disetor dan pembagian

sahamnya yaitu:

No Nama Jumlah Modal Lembar
Disetor
1 SUHENDAR Rp 3.000.000.000 30.000
LASMANA
2 DENNY SAPUTRA Rp 2.000.000.000 20.000

- Bahwa Dokumen persyaratan pembuatan akta pendirian PT PANCA
INPORA BERSAMA saksi terima dari ENDI ROHAENDI sekitar tahun 2012.
Dokumen tersebut saya terima di kantor saya yang beralamat di JI. Pal Batu
3 No 14 RT 004/010, Menteng Dalam, Jakarta Selatan ;

- Bahwa pembuatan Akta Pendirian PT PANCA INPORA BERSAMA
nomor 251 tanggal 25 September 2012 yang dibuat di Kantor Notaris NETTY
MARIA MACHDAR, SH dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Setelah saksi menerima persyaratan untuk membuat akta pendirian PT
PANCA INPORA BERSAMA, saksi membuat draft minuta akta yang
kemudian saksi serahkan ke ENDI ROHAENDI untuk ditandatangani oleh
para pengurus perusahaan. Setelah draft minuta ditandatangani dan
dikembalikan ke saksi, saksi minta nomor kepada notaris NETTY MARIA
MACHDAR, SH dan saksi rapikan draft minuta tersebut untuk dimintakan
tanda tangan kepada notaris. Setelah akta ditandatangani, saksi serahkan
kepada pemesan yaitu saudara ENDI ROHAENDI ;

- Bahwa biaya yang saksi terima dari ENDI ROHAENDI atas
jasa pengurusan Akte Pendirian PT PANCA INPORA BERSAMA nomor 251
tanggal 25 September 2012 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan
pengurus dengan pengurus PT PANCA INPORA BERSAMA vyaitu
SUHENDAR LASMANA NIK 3204251205750093 dan DENNY SAPUTRA
NIK 32031523078006574. Pengurus PT PANCA INPORA BERSAMA tidak
pernah datang menemui saksi sebagai biro jasa ataupun menghadap
kepada Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH. Saksi menerima berkas
persyaratan pembuatan akta dari saudara ENDI ROHAENDI. Setelah saksi
membuat draft minuta akta, saksi serahkan kepada ENDI ROHAENDI untuk
ditandatangani oleh pengurus ;

- Bahwa benar PT KARYA INTI PERSADA adalah salah

satu perusahaan yang akta pendiriannya dibuat atas permintaan saudara
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ENDI ROHAENDI melalui biro jasa yang saksi kelola. Akte pendirian PT
KARYA INTI PERSADA dibuat di kantor Notaris NETTY MARIA MACHDAR,
SH;
- Bahwa benar Dokumen persyaratan pembuatan akta
pendirian PT KARYA INTI PERSADA yang saksi terima dari saudara ENDI
ROHAENDI antara lain:
4 Fotokopi KTP pengurus atas nama DAMAN SAPUTRA NIK
3201011903700008 sebagai direktur dan [IWAN LASTIAN NIK
3603340705690023 sebagai komisaris

v Pemegang saham yaitu DAMAN SAPUTRA  NIK
3201011903700008 dan IWAN LASTIAN NIK 3603340705690023

v catatan-catatan berupa alamat kedudukan perusahaan,

v nama perusahaan, modal dasar, modal disetor dan pembagian

sahamnya yaitu:

No Nama Jumlah Modal Lembar
Disetor

1 DAMAN SAPUTRA Rp 1.500.000.000 15.000

2 IWAN LASTIAN Rp 1.000.000.000 10.000

- Dokumen persyaratan pendirian PT MILKA INDAH PERSADA saksi
terima tahun 2012. Dokumen tersebut saksi terima di kantor saksi yang
beralamat di JI. Pal Batu 3 No 14 RT 004/010, Menteng Dalam, Jakarta
Selatan ;

- Bahwa Dokumen fotokopi Akte Pendirian PT MILKA INDAH PERSADA
dengan Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH nomor 250 tanggal 25
September 2012 tersebut saksi buat atas pesanan dari saudara ENDI
ROHAENDI;

- Bahwa Saksi tidak hadir di Kantor Notaris NETTY MARIA
MACHDAR, SH. Nama pengurus yang tercantum dalam permohonan
pendirian PT MILKA INDAH PERSADA, yakni GILANG ALDI PERMANA dan
USEP PERMANA, juga tidak hadir dan tidak pernah hadir saat
penandatanganan akte pendirian dihadapan Notaris NETTY MARIA
MACHDAR, SH. Jadi mengenai nama pengurus PT MILKA INDAH
PERSADA yang disampaikan ENDI ROHAENDI saksi tidak pernah tahu dan
tidak pernah bertemu ;

- Bahwa pembuatan Akta Pendirian PT MILKA INDAH PERSADA
nomor 250 tanggal 25 September 2012 yang dibuat di Kantor Notaris NETTY
MARIA MACHDAR, SH adalah sebagai berikut:
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Setelah saksi menerima persyaratan untuk membuat akta pendirian PT
MILKA INDAH PERSADA, saksi membuat draft minuta akta yang kemudian
saksi serahkan ke ENDI ROHAENDI untuk ditandatangani oleh para
pengurus perusahaan. Setelah draft minuta ditandatangani dan dikembalikan
ke saksi, saksi minta nomor kepada notaris dan saksi rapikan draft minota
tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada notaris. Setelah akta
ditandatangani, saksi serahkan kembali kepada pemesan vyaitu ENDI
ROHAENDI ;

- Bahwa biaya yang saksi terima dari ENDI ROHAENDI atas jasa PT
MILKA INDAH PERSADA nomor 250 tanggal 25 September 2012 sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi NUR SYAHBANA alias CACAY, di bawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa Saksi mengerti, saksi dipanggil untuk dimintai keterangan
sebagai saksi sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan yang dilakukan oleh ARIS SUDIRMAN melalui PT KARYA INTI
PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000, PT PANCA INPORA BERSAMA,
NPWP 03.259.319.6-016.000, PT. MILKA INDAH PERSADA, NPWP
03.259.327.9-016.000 ;
- Bahwa saksi mengenal ARIS SUDIRMAN tetapi tidak mempunyai
hubungan keluarga dengan terdakwa ARIS SUDIRMAN ;
- Bahwa PT BITOP JAYA ABADI dan PT BITOP JAYA LESTARI
merupakan perusahaan milik Bu WINARTI dimana saksi pernah diminta
untuk membantu mengurus kewajiban PPN-nya ;
- Bahwa saksi diminta untuk membantu PT BITOP JAYA ABADI dan PT
BITOP JAYA LESTARI mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dalam
SPT Masa PPN-nya. Setelah itu saksi menghubungi HARIS alias ARIS
SUDIRMAN dalam rangka pemesanan dan pembayaran Faktur Pajak yang
digunakan sebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN PT BITOP JAYA
ABADI dan PT BITOP JAYA LESTARI ;
- Bahwa setahu saksi yang menyusun laporan perpajakan khususnya
SPT Masa PPN PT BITOP JAYA ABADI dan PT BITOP JAYA LESTARI

Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karyawan internal sendiri, namun saksi tidak tahu yang menyusunnya.
Penyusunan SPT Masa PPN tersebut setahu saksi atas sepengetahuan dan
persetujuan dari WINARTI selaku Direktur PT BITOP JAYA ABADI dan PT

BITOP JAYA LESTARI ;
- Bahwa PT BITOP JAYA ABADI pernah mengkreditkan faktur pajak dari
PT KARYA INTI PERSADA dengan rincian sebagai berikut:

No Nama NPWP No Faktur Tanggal DPP PPN

1 | PT KARYA | 66.209.153. | 010.001- 05/05/2014 | 296.450. 29.645.00
INTI 7-016.000 14.2389219 000 0
PERSADA 5

2 | PT KARYA | 66.209.153. | 010.001- 08/05/2014 | 336.875. | 33.687.50
INTI 7-016.000 14.2389219 000 0
PERSADA 6

- Bahwa Setahu saksi, PT BITOP JAYA ABADI tidak pernah bertransaksi
dengan PT KARYA INTI PERSADA dan tidak terdapat penyerahan barang
maupun jasanya. WINARTI selaku Direktur PT BITOP JAYA ABADI, meminta
saksi untuk membantu mengurusi masalah perpajakan yang dihadapi oleh
perusahaan, terutama PPN. Jumlah PPN yang harus dibayar oleh PT BITOP
JAYA ABADI nilainya cukup besar. Masalah tersebut saksi lontarkan ke
kawan-kawan saksi saat saya bekerja di EO (Event Organizer), kawan saksi
yang bernama HERI memberikan solusi untuk menemui saudara ARIS
SUDIRMAN alias HARIS, agar bisa mendapatkan Faktur Pajak guna
mengurangi jumlah kewajiban perpajakan PT BITOP JAYA ABADI. Saksi
diberi nomor telepon HARIS atau ARIS SUDIRMAN oleh HERI, kemudian
saksi menghubungi yang bersangkutan dan dibuat kesepakan untuk bertemu
di lapangan bola BENHIL. Saat bertemu dengan HARIS alias ARIS
SUDIRMAN di sekitar lapangan bola BENHIL, yang bersangkutan bersama
dengan teman-temannya dan kemudian ngobrol bersama saksi di warung
sekitar lapangan bola BENHIL. Saksi sampaikan kepada yang bersangkutan
bahwa PT BITOP JAYA ABADI membutuhkan Faktur Pajak guna mengurangi
jumlah PPN yang harus dibayar. HARIS alias ARIS SUDIRMAN sudah
oleh HERI, yang bersangkutan
menawarkan nilai yang dibayar oleh PT BITOP JAYA ABADI sebesar 75%
dari nilai PPN, kemudian saksi tawar menjadi 50% dari nilai PPN dan
disetujui oleh HARIS alias ARIS SUDIRMAN. HARIS alias ARIS SUDIRMAN
meminta Fotocopy NPWP PT BITOP JAYA ABADI dan sudah saksi siapkan

Fotocopy tersebut ;

mengerti karena sudah dihubungi

PT BITOP JAYA ABADI pada awalnya telah membuat perhitungan besarnya

PPN terutang atas penyerahan jasa kena pajak di masa bersangkutan dalam
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bentuk rekapitulasi data yang berisi: nomor, tanggal, nama kapal, nilai
penyerahan jasa, kemudian PPN terutang. Perhitungan ini dibuat oleh
bagian pajak pada PT BITOP JAYA ABADI atas perintah dan persetujuan
WINARTI sebagai Direktur PT BITOP JAYA ABADI. Perhitungan atau
rekapitulasi ini dibuat di atas secarik kertas, kemudian diserahkan kepada
saksi untuk kemudian disampaikan kepada HARIS alias ARIS SUDIRMAN.
Saksi menghubungi HARIS alias ARIS SUDIRMAN melalui telepon atau sms
untuk bertemu guna menyerahkan catatan yang telah dibuat oleh PT BITOP
JAYA ABADI. Sebagai tambahan bahwa didalam perhitungan yang dibuat PT
BITOP JAYA ABADI tersebut terdapat besarnya PPN yang seharusnya
dibayar dan besarnya PPN yang diinginkan oleh manajemen.

Kemudian saksi bertemu dengan HARIS alias ARIS SUDIRMAN dan
kadang-kadang dengan kurir yang disuruh oleh HARIS alias ARIS
SUDIRMAN (berganti-ganti).

Setelah Faktur Pajak TBTS tersebut jadi atau tersedia, saksi dihubungi oleh
sdr HARIS alias ARIS SUDIRMAN untuk mengambil Faktur Pajak tersebut di
sekitar lapangan bola BENHIL. Ketika itu saksi bertemu langsung dengan
ARIS SUDIRMAN saat menyerahkan uang dari PT BITOP JAYA ABADI guna
membayar Faktur Pajak TBTS tersebut. Selanjutnya untuk pemesanan
berikutnya biasanya saksi dihubungi oleh kurir yang disuruh oleh ARIS
SUDIRMAN untuk mengambil faktur pajak yang sudah dipesan sekaligus
memberikan uang yang sudah disiapkan oleh PT BITOP JAYA ABADI dalam
amplop biasanya senilai 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak
dan akan dikreditkan di SPT Masa PPN PT BITOP JAYA ABADI.
Pembayaran saksi lakukan secara tunai kepada kurir tersebut dan saksi
menerima dokumen dalam amplop yang meliputi Faktur Pajak, Surat Jalan,
Kwitansi, Invoice dari beberapa nama perusahaan yang akan digunakan
dalam SPT Masa PPN PT BITOP JAYA ABADI. Jadi, Faktur Pajak yang saksi
terima dari HARIS melalui kurir tidak hanya atas nama PT KARYA INTI
PERSADA tetapi juga dari beberapa perusahaan lain yang saksi lupa
namanya. Saksi hanya ingat PT KARYA INTI PERSADA saja yang dibawa
oleh kurir sdr H ARIS SUDIRMAN alias HARIS tersebut.

Setelah Faktur Pajak saksi terima, saksi sampaikan ke bagian pajak PT
BITOP JAYA ABADI. Penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPN atas nama
PT BITOP JAYA ABADI dilakukan oleh karyawan PT BITOP JAYA ABADI
sendiri.
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Pernah terjadi kesalahan dimana Faktur Pajak TBTS yang sudah diterima
olen PT BITOP JAYA ABADI berbeda atau kurang dari jumlah yang
diinginkan sehingga saksi menghubungi kembali HARIS alias ARIS
SUDIRMAN untuk dilakukan pembetulan Faktur Pajak yang salah tersebut.
Seluruh dokumen tersebut disimpan di kantor PT BITOP JAYA ABADI, saksi
tidak menyimpannya sama sekali ;

- Bahwa tidak ada pengiriman barang dari PT KARYA INTI PERSADA ke
PT BITOP JAYA ABADI karena memang tidak ada transaksi antara
keduanya. Yang ada adalah PT BITOP JAYA ABADI membutuhkan Faktur
Pajak guna mengurangi jumlah kewajiban pembayaran perpajakannya ;

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan barang-barang atau jasa apa
yang dibeli dengan faktur tersebut diatas, karena tidak ada transaksi antara
keduanya. Yang ada adalah PT BITOP JAYA ABADI membutuhkan Faktur
Pajak guna mengurangi jumlah kewajiban pembayaran perpajakannya ;

- Bahwa PT BITOP JAYA LESTARI pernah mengkreditkan faktur pajak
dari PT MILKA INDAH PERSADA dengan rincian sebagai berikut:

No Nama NPWP No Faktur | Tanggal DPP PPN

1 | PT MILKA 03.259.32 | 010001142 | 07/02/20 | 141.400.0 | 14.140.00
INDAH 7.9- 8390481 14 00 0
PERSADA 016.000

2 | PT MILKA 03.259.32 | 010001142 | 11/02/20 | 126.000.0 | 12.600.00
INDAH 7.9- 8390484 14 00 0
PERSADA 016.000

3 | PT MILKA 03.259.32 | 010001142 | 17/02/20 | 169.680.0 | 16.968.00
INDAH 7.9- 8390487 14 00 0
PERSADA 016.000

4 | PT MILKA 03.259.32 | 010001142 | 22/02/20 | 162.940)2D2.0
INDAH 7.9- 8390490 14 00
PERSADA 016.000

- Bahwa PT MILKA INDAH PERSADA adalah salah satu perusahaan
yang digunakan oleh ARIS SUDIRMAN sebagai penerbit faktur pajak yang
digunakan oleh PT BITOP JAYA LESTARI seperti halnya PT KARYA INTI
PERSADA. Sebagaimana jawaban saksi terkait dengan faktur pajak yang
digunakan oleh PT BITOP JAYA LESTARI dari PT KARYA INTI PERSADA,
begitu juga faktur pajak yang diperoleh dari PT MILKA INDAH PERSADA. PT
BITOP JAYA LESTARI tidak pernah bertransaksi dengan PT MILKA INDAH
PERSADA. Faktur pajak atas nama PT MILKA INDAH PERSADA saya
peroleh dari HARIS alias ARIS SUDIRMAN tanpa ada penyerahan
barang/jasa. Saksi membayar 50% dari nilai PPN dalam faktur pajak
tersebut. Faktur pajak dari PT MILKA INDAH PERSADA tersebut kemudian
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digunakan sebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN PT BITOP JAYA
LESTARI untuk mengurangi jumlah PPN yang harus dibayar oleh PT BITOP
JAYA LESTARI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi GALIH WIBOWO NUSANTO, di bawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai
saksi sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
yang dilakukan oleh ARIS SUDIRMAN melalui PT KARYA INTI PERSADA
NPWP 66.209.153.7-016.000, PT PANCA INPORA BERSAMA, NPWP
03.259.319.6-016.000, dan PT. MILKA INDAH PERSADA, NPWP
03.259.327.9-016.000 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan terdakwa ARIS SUDIRMAN ;
- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-
016.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak sejak tanggal 30 Januari
2014 dengan NPWP 66.209.153.7-016.000 dengan Klasifikasi Lapangan
Usaha 43291 instalasi mekanikal. Penanggung jawab Wajib Pajak adalah
DARMAN SAPUTRA. Alamat Wajib Pajak adalah di JI. Margasatwa Raya No
27-B Rt 004 Rw 001, Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta —
12450 ;
- Bahwa daftar susunan pengurus PT KARYA INTI PERSADA NPWP
66.209.153.7-016.000 sesuai dengan data akta pendirian dan administrasi

perpajakan KPP Pratama Jakarta Cilandak adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham
No Nama Jumlah Lem
Modal bar
Disetor
1 DAMAN Rp 15.000
SAPUTRA 1.500.000.000
2 IWAN LASTIAN Rp 10.000
1.000.000.000
b. Pengurus
No Nama Jabatan
1 DAMAN Direktur
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SAPUTRA
2 IWAN LASTIAN Komisaris

direktur atau penanggungjawab Wajib Pajak tersebut adalah
DAMAN SAPUTRA

- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, saat ini PT KARYA INTI PERSADA NPWP
66.209.153.7-016.000 tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun pernah
dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 05 Maret 2014 kemudian dicabut
pada tanggal 14 Mei 2018 ;

- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan
oleh PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000 adalah:

a PPh Pasal 21

b. PPh Pasal 23

c PPh Pasal 25/29
d. PPh Pasal 4 ayat 2

untuk tahun 2014-2018 kewajiban perpajakan PT KARYA INTI PERSADA
juga terdapat kewajiban PPN karena pada saat itu masih dikukuhkan
sebagai PKP ;

- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada pada
KPP Pratama Jakarta Cilandak, kewaijban perpajakan yang telah
dilaksanakan oleh PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000

adalah sebagai berikut:

Tahun 2014
Nilai
Pembetul Tanggal
No Masa BPS Pelapora
an Lapor
n
S-
01019868/PPN1
03- 04/04/201
1 Normal 111/ 70,500
Mar 4
WPJ.04/KP.0903
/2014
S-
01033537/PPN1
04- 1,372,21 | 09/06/201
2 Normal 111/
Apr 3 4
WPJ.04/KP.0903
/2014
S-
01039270/PPN1
05- 1,557,05 | 02/07/201
3 Normal 111/
May 0 4
WPJ.04/KP.0903
/2014
4| 05- | Pembetul | S- 1,735,50 | 08/08/201
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01045798/PPN1

111/
May | an Ke-1 0 4
WPJ.04/KP.0903

/2014
S-

01051404/PPN1
06- o 29/08/201
5 Normal 111/ Nihil
Jun 4
WPJ.04/KP.0903

/2014
S-

01051405/PPN1
07- o 29/08/201
6 Normal 111/ Nihil
Jul 4
WPJ.04/KP.0903

/2014
S-

01052067/PPN1
07- | Pembetul 1,495,60 | 04/09/201
7 111/
Jul an Ke-1 0 4
WPJ.04/KP.0903

/2014

S-
01007274/PPN1
08- 06/02/201
8 Normal 111/ Nihil
Aug 5
WPJ.04/KP.0903
/2015

S-
01014843/PPN1
08- Pembetul 11/03/201
9 111/ 301,514

Aug | an Ke-1 5
WPJ.04/KP.0903

/2015

S-

01007275/PPN1

10 gzp Normal 111/ Nihil 06/0?201
WPJ.04/KP.0903

/2015

S-

01015442/PPN1

1 gzp ;’r?r:gkéfe;ul 111/ 281,463 12/02/201
WPJ.04/KP.0903

/2015

S-

01007276/PPN1

12| &2 | Normal | 111/ Ninil | 00/02/201
WPJ.04/KP.0903

/2015

S-

10- Pembetul 01015441/FRgLL 12/03/201

13 Oct an Ke-1 111/ 267,742 5
WPJ.04/KP.0903

/2015

S-

01007277/PPN1

14 ﬁiv Normal 111/ Nihil 06/0?201
WPJ.04/KP.0903

/2015

S-

01015440/PPN1

15 éév ;’sn;kéfe;ul 111/ 297,413 12/02/201
WPJ.04/KP.0903

/2015

12- S- 04/02/201

16| pec | Nomal | 91006951/PPN1 Nihil 5
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111/
WPJ.04/KP.0903
12015
s-
12- | Pembetul | Z1UISA4IEENL | | 121037201
Dec | anKe-1l | \ypjoaxp.0903 5

/2015

17

Tahun 2015

Pembetu Nilai Tanggal
No Masa lan BPS Pelaporan Lapor
s-
01006950/PPN1
O | Normal | 111/ Nihil 2
WPJ.04/KP.0903/
1 2015
S-
01024212/PPN1
2 | Normal | 111/ 3,273,644 | 17103120
WPJ.04/KP.0903/
2 2015
S-
01029871/PPN1
'\C:]?;—r Normal | 111/ Nihil 15/02/201
WPJ.04/KP.0903/
3 2015
i
01029869/PPN1
x| Normal | 111 Nihil 15/05/201
P WPJ.04/KP.0903/
4 2015
S-
04 | Pembety | 01044531/PPN1 aasy | 14071201
Apr | lan Ke-1 1L 4,43 5
WPJ.04/KP.0903/
S 2015
S-
01041013/PPN1
l\(/l)g- Normal 111/ 3,402,086 01/02/201
Y WPJ.04/KP.0903/

6 2015

S-
05- | Pembetu Ww 466,580 | 27/10/201
May | lanKe-1 | \vb730/kp.0g0s/ 5
7 2015
S-
01048580/PPN1
?Sr'] Normal 111/ 1,310,000 12/02/201
WPJ.04/KP.0903/

8 2015
Berdasarkan data tersebut di atas, Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak hanya melaporkan sebagian SPT
masa PPN saja

- Bahwa berdasarkan data dari SI DJP yang ada di KPP Pratama Jakarta
Cilandak, Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT KARYA INTI
PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000 selama masa pajak Januari s.d
Desember 2014 dan Masa Pajak Januari sd Desember 2015, adalah
sebagai berikut:

Pajak Keluaran
PT KARYA INTI PERSADA tahun
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Pajak 2014
No Nama NPWP Nomor Tanggal PPN
Faktur
2 | PT. ANGKASA 02.190.560.9- | 010.001- 04/04/2014 52.500.000
CAHYA SELARAS 045.000 14.23892198
ABADI
3 | PT. ANGKASA 02.190.560.9- | 010.001- 09/04/2014 55.120.000
CAHYA SELARAS 045.000 14.23892199
ABADI
4 | PT. ANGKASA 02.190.560.9- | 010.001- 14/04/2014 52.780.487
CAHYA SELARAS 045.000 14.23892200
ABADI
7 | PT. BITOP JAYA 02.426.839.3- | 010.001- 05/05/2014 29.645.000
ABADI 022.000 14.23892195
8 | PT. BITOP JAYA 02.426.839.3- | 010.001- 08/05/2014 33.687.500
ABADI 022.000 14.23892196
11 | PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4- | 010.001- 09/05/2014 45.603.100
407.000 14.23892199
13 | PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4- | 010.001- 15/05/2014 36.523.450
407.000 14.23892201
15 | PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4- | 010.001- 20/05/2014 40.186.700
407.000 14.23892203
18 | PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4- | 010.003- 08/07/2014 37.434.800
407.000 14.07408909
19 | PT.PAS PERKASA | 02.501.118.0- | 010.003- 10/07/2014 38.865.400
407.000 14.07408910
20 | PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4- | 010.003- 11/07/2014 37.017.600
407.000 14.07408911
JUMLAH

- Bahwa himbauan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta
Cilandak terkait dengan kewajiban PPN PT PT KARYA INTI PERSADA
NPWP 66.209.153.7-016.000 vyaitu telah dilakukan penerbitan surat
permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor SP2DK-
3737/WPJ.30/KP.08/2017 tanggal 16 Oktober 2017 untuk jenis pajak PPN.
Wajib Pajak telah dilakukan visit/kunjungan oleh Account Representative
sebelumnya ke alamat terdaftar dengan nomor ST-2284/WPJ.30/KP.08/2017
tanggal 17 Oktober 2017 (terdapat cap pada pihak RT), tujuan dari
pelaksanaan visit tersebut adalah untuk menyampaikan SP2Dk tersebut
sekaligus mengetahui kegiatan dan lokasi Wajib Pajak. Hasil yang diperoleh
dari kunjungan tersebut adalah Wajib Pajak tidak diketemukan ;

- Bahwa sesuai dokumen yang telah diterima dari Account
Representative sebelumnya. untuk menindaklanjuti surat himbauan
pembetulan SPT yang tidak dipenuhi oleh PT KARYA INTI PERSADA NPWP
66.209.153.7-016.00 maka Account Representative sebelumnya selain
melakukan visit’/kunjugan ke alamat terdaftar, juga melakukan visit/
kunjungan dan ke alamat penanggung jawab atas nhama ABDUL RAHMAN
yang berlokasi di Kemanggisan Jakarta Barat sesuai nomor ST-
2384/WPJ.30.KP.08/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan hasil yang
diperoleh pada kunjungan tersebut penanggung jawab diketemukan dan
SP2DK terkait telah disampaikan. Atas SP2DK yang diterima pada tanggal 25
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Oktober 2017 tersebut, dijawab melalui surat tertanggal 31 Oktober 2017
yang menerangkan bahwa sejak tanggal 19 Januari 2011 segala hak dan
kewajiban perseroan telah beralih ke pengurus yang baru dengan
menyertakan dokumen terkait. Menindaklanjuti surat jawaban tersebut, oleh
Account Representative dilakukan visit/kunjungan ke alamat penanggung
jawab sesuai berkas pendaftaran Pengusahan Kena Pajak yang berlokasi di
Bogor, dengan nomor ST-2604/WPJ.30/KP.08/2017 pada tanggal 14
November 2017 dengan hasil kunjungan bahwa atas nama DARMAN
SAPUTRA tidak dikenal di alamat yang terdaftar (terdapat cap dari pihak
Kelurahan terkait). Pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan Kembali
visitkunjungan ke alamat terdaftar sesuai ST-3051/WPJ.30/KP.08/2018
tanggal 17 Desember dan 2018 sesuai Laporan Pelaksanaan Kunjungan
(Visit) nomor LAP-125/WPJ.30/KP.0806/2018 tanggal 20 Desember 2018
dengan hasil kunjungan Wajib Pajak tidak dapat dipastikan keberadaannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi TULUS WIBOWO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai
saksi sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
yang dilakukan oleh ARIS SUDIRMAN yang dilakukan PT KARYA INTI
PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000, PT PANCA INPORA BERSAMA,
NPWP 03.259.319.6-016.000, PT MILKA INDAH PERSADA, NPWP
03.259.327.9-016.000 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan terdakwa ARIS SUDIRMAN ;
- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, PT MILKA INDAH PERSADA NPWP
03.259.327.9-016.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak sejak
tanggal 16 Oktober 2012 dengan NPWP 03.259.327.9-016.000 dengan
klasifikasi Lapangan Usaha 46599-Perdagangan Besar Mesin, Peralatan,
dan Perlengkapan Lainnya. Penanggung jawab Wajib Pajak adalah Gilang
Aldi Permana. Alamat Wajib Pajak adalah di Rukan Fatmawati Festival Blok
C-4 Lantai 2, JI. RS Fatmawati No. 50, Cilandak Barat, Jakarta Selatan ;
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- Bahwa Waijib Pajak tidak pernah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan
sehingga daftar susunan pengurus PT MILKA INDAH PERSADA NPWP
03.259.327.9-016.000 sesuai dengan data akte pendirian dan administrasi

perpajakan KPP Pratama Jakarta Cilandak adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham
No Nama Jumlah Modal Persentas
Disetor e
GILANG ALDI PERMANA Rp3.750.000.000,- 75%
USEP PERMANA Rp1.250.000.000,- 25%
b. Pengurus
No Nama Jabatan
1 GILANG ALDI Direktur
PERMANA
2 USEP PERMANA Komisaris

Bahwa Berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, saat ini PT MILKA INDAH PERSADA NPWP
03.259.327.9-016.000 tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun pernah
dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 23 Oktober 2012 kemudian dicabut
pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan
oleh PT MILKA INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-016.000 adalah:

a PPh Pasal 21

b. PPh Pasal 23

c PPh Pasal 25/29
d. PPh Pasal 4 ayat 2

untuk tahun 2012-2014 kewajiban perpajakan PT MILKA INDAH PERSADA
juga terdapat kewajiban PPN karena pada saat itu masih dikukuhkan
sebagai PKP ;

- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada pada
KPP Pratama Jakarta Cilandak, kewaijban perpajakan yang telah
dilaksanakan oleh PT MILKA INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-
016.000 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2012

No. Masa Pembetul BPS Jenis SPT Nilai Pelaporan Tanggal
an Lapor
S-01006430/PPN1111/ SPT Masa PPN
1| -Nov | Normal | vpj04/KP,0903/2013 dan PPnBM 6,432,000 | 5/2/2013
b. Tahun 2013
No. Masa | Pembetul BPS Jenis SPT Nilai Pelaporan Tanggal
an Lapor
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2 1-Jan Normal S-01013269/PPN1111/ SPT Masa PPN 3,864,450 5/3/2013
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM
5 2-Feb Normal S-01022498/PPN1111/ SPT Masa PPN 6,068,460 15-04-
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
7 3-Mar Normal S-01033366/PPN1111/ SPT Masa PPN 7,108,890 23-05-
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
8 4-Apr Normal S-01047435/PPN1111/ SPT Masa PPN Nihil 29-07-
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
9 5-May Normal S-01037570/PPN1111/ SPT Masa PPN 1,106,940 17-06-
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
10 5-May | Pembetul | S-01040873/PPN1111/ SPT Masa PPN 1,239,700 28-06-
an Ke-1 WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
11 5-May | Pembetul | S-01032872/PPN1111/ SPT Masa PPN 210,539 4/6/2014
anKe-2 | WPJ.04/KP.0903/2014 dan PPnBM
12 6-Jun Normal S-01048216/PPN1111/ SPT Masa PPN Nihil 1/8/2013
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM
13 7-Jul Normal S-01052388/PPN1111/ SPT Masa PPN 373,016 22-08-
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
14 7-Jul Pembetul | S-01052881/PPN1111/ SPT Masa PPN 5,035,122 27-08-
an Ke-1 WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
15 7-Jul Pembetul | S-01059037/PPN1111/ SPT Masa PPN 2,294,688 20-09-
an Ke-2 WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
16 8-Aug Normal S-01060248/PPN1111/ SPT Masa PPN 739,306 30-09-
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
17 9-Sep Normal S-01066574/PPN1111/ SPT Masa PPN 2,146,520 30-10-
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
18 9-Sep | Pembetul | S-01067469/PPN1111/ SPT Masa PPN 80,685 6/11/2013
an Ke-1 WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM
19 10-Oct Normal S-01067468/PPN1111/ SPT Masa PPN 316,090 6/11/2013
WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM
20 10-Oct | Pembetul | S-01067616/PPN1111/ SPT Masa PPN 316,090 7/11/2013
an Ke-1 WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM
21 10-Oct | Pembetul | S-01072758/PPN1111/ SPT Masa PPN 1,613,590 27-11-
an Ke-2 WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
22 11- Normal S-01079415/PPN1111/ SPT Masa PPN 2,262,500 27-12-
Nov WPJ.04/KP.0903/2013 dan PPnBM 2013
23 12- Normal S-01006009/PPN1111/ SPT Masa PPN 3,159,230 3/2/2014
Dec WPJ.04/KP.0903/2014 dan PPnBM

C. Tahun 2014

No. Masa Rembety BPS Jenis SPT Nilai Pelaporan Tanggal
an Lapor
S SPT Masa PPN 21-03-
1 1-Jan Normal 01018100/PPN1111/W dan PPnBM Nihil 2014
PJ.04/KP.0903/2014
S- SPT Masa PPN 21-03-
2 2-Feb Normal 01018101/PPN1111/W dan PPnBM Nihil 2014

PJ.04/KP.0903/2014

S-
01019755/PPN1111/W
PJ.04/KP.0903/2014

Pembetul
an Ke-1

SPT Masa PPN

3 | 2Feb dan PPnBM

2,515,000 3/4/2014

S-

4 | 3Mar | Nomal | 01032694/PPNILiLW | SPTMasa PPN

1,439,000 2/6/2014

PJ.04/KP.0903/2014 dan RGREM
S_
Pembetul prd SPT Masa PPN 17-06-
5 | 3Mar | PemPeWl | o103571aPPNIIILNY | SPT Masa PP 515,500 708

PJ.04/KP.0903/2014

S-

6 | 4Apr | Normal | 0103269s/pPN1111W | SPT Masa PPN

1,403,990 2/6/2014

PJ.04/KP.0903/2014 dan PPnBM
Pembetul S SPT Masa PPN 17-06-
7| aapr | PemOe | or0as7asipeNIILW | SPT Masa PR 1,428,500 9

PJ.04/KP.0903/2014
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Berdasarkan data tersebut di atas, Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT

Tahunan PPh Badan selama tahun 2012 sampai dengan 2014, bahkan untuk

tahun pajak 2015 sampai sekarang Wajib Pajak belum pernah melakukan

pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

- Bahwa benar berdasarkan data dari SI DJP yang ada di KPP Pratama

Jakarta Cilandak, Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT
MILKA INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-016.000 dan

Faktur Pajak

Masukan selama masa pajak Januari 2012 s.d Desember 2014 adalah
sebagai berikut:
PT MILKA INDAH PERSADA tahun pajak 2013
No Nama NPWP Nomor Faktur Tanggal PPN
1. | PTPAS ADITAMA 02.002 1904 | O1090M13944T | 0210712013 | g 026 400
2. | PTPAS ADITAMA 02002 71904 | OLOSOH3OMT 1 1710712013 | L aer 00
3. | PT.PAS ADITAMA 020027904~ | DTOPOLI39AT | 2110812013 | 45 e 400
4. | PT.PAS ADITAMA 02.002 1904 | OL090I3944T | 2310812013 | o oo
5. | PT.PAS ADITAMA 02.002.790.4- | D1090139447 | 1910912013 | 1 00 000
6. | PT.PAS ADITAMA 0p000./904- | D10902139423 | 0111112013 | 45 g 400
7. | PT.PAS ADITAMA 02.002 71904 | 910902139423 | 0211212013 | 1 21 000
8. | PT.PAS ADITAMA 02.002.790.4- | 010902139423 | 0411212013 | 16, 046 050
9. | PT.PAS ADITAMA 02.002 1904- | 910902139423 | 0011212013 | ) e oc
JUMLAH
PT MILKA INDAH PERSADA tahun pajak 2014
No Nama NPWP Nomor Faktur Tanggal PPN
L | ganl | gp000 | dazesooaso | 981022014 | o9 55 o0
A= 022000 | 1az8300asr | 0719212014 | 14140 000
3 | hann AR e T | Yasescoass | 1010212014 | 4o a6 ooo
4| Craram A 052000 | Tasaasoasa | 110212014 | 1o o0 o0
5. | apanl A | 00 | dasesonass | 19022014 | 57 615 000
6. | Lratams A 052000 | Yasoseoasy | 171022014 | 14 oes 000
7| hman AR a0 o0 | Tasassoass | 1810212014 | 50 4oc o0
8 | Lrotam 0o2000 | Yaseasoac0 | 220212014 | 1 o0n o0
% | aganl R | gpo00 | 1azssonase | 240272014 | 31140000
10| pganl R 000 | lazesooss | 251922014 | 5o 56 o0
11| ppani AR a0 Y| asessoasy | 2810212014 | 4 cos hoo
12 | PTPASADITAMA | 67000 | dasazonaes | 9¥9%/2014 | 54 416 000
13 | PTPASPERKASA | 467000 | 1450300490 | 04092014 | 34 316 560
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14 | PT.PAS ADITAMA 207000 | Tasemsoso0 | O7/0%2014 | 4 aed oeo
15. | PTPASADITAMA | G008 0% | ass0s0z | 1010372014 | 55 5e g
16.| PTPASADITAMA | Goroc ™™ | 1y aao0s1z | 971042014 | 56 601 g
17| PTPASADITAMA | Goron 0 | aes1s | 101042014 | 50 g7 s
18| pganl N a0 | lazesoosts | 1042014 | 45 660 000
1 [RLPZADITAMA B0r000 | Tasessosio | LTI042014 | o her e
20. | epanl | 000 | Taseasosao | 191042014 | 45 16000
2L | panl | G000 | tassasosan | 261042014 | 41 oo 00
2. | ppapl A zzé'zl.égbng_ 241192'2236522 28/0412014 | 45 000.000
2. | apanl | 000 | Taseasosas | 390042014 | g5 460 0
JUMLAH

- Bahwa kepada Wajib Pajak PT MILKA INDAH PERSADA telah
diterbitkan surat himbauan nomor SP2DK-4260/WPJ.30/KP.08/2019 tanggal
11 Juli 2019 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
berupa Faktur Pajak Masukan Tahun 2014 senilai total Rp948.474.610,00
yang seharusnya tidak dapat dikreditkan karena lawan transaksi tidak
melaporkan Faktur Pajak Keluarannya. Namun Wajib Pajak belum
melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN-nya. Wajib Pajak juga tidak
hadir memenuhi panggilan Satgas Faktur yang Tidak Berdasarkan Transaksi
yang Sebenarnya di Kanwil DJP Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan laporan yang ada di KPP Pratama Jakarta Cilandak
telah dilakukan visit atau kunjungan di alamat kegiatan usaha serta alamat
pengurus PT MILKA INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-016.000.
Kunjungan kerja/visit ke lokasi Wajib Pajak untuk melakukan Verifikasi status

keberadaan PKP yang dikukuhkan dengan rincian sebagai berikut:

No. Nomor ST Tanggal Tujuan Nomor Laporan Tanggal
ST- 06 Juni Tempat Wajib Pajak LAP- 09 Juni
L 1024/WPJ.04/KP. 2014 terdaftar 01/WPJ.04/KP.09/2014 2014
09/2014
ST- . Tempat tinggal .
16 Juni . LAP- 20 Juni
2 1104/WPJ.04/KP. Direktur PT MILKA
09/2014 2014 INDAH PERSADA 01/WPJ.04/KP.0909/2014 | 2014

Hasil kunjungan kerja/visit yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Wajib Pajak tidak berada di lokasi terdaftar dan pengelola
Rukan Fatmawati Festival menyebutkan bahwa di Rukan Fatmawati
Festival tidak pernah ada PT MILKA INDAH PERSADA. Pihak pengelola
juga menjelaskan bahwa Blok C di Rukan Fatmawati Festival hanya

sampai dengan Blok C-3 sedangkan Blok C-4 tidak pernah ada.
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b. GILANG ALDI PERMANA sebagai Direktur PT MILKA INDAH
PERSADA tidak ditemukan di alamat sesuai dengan KTP. Ketua RT 02
RW 02 Lingkungan Harum Manis, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa tidak ada warganya
yang bernama GILANG ALDI PERMANA
Laporan Hasil Kunjungan Kerja/visit ini digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan
pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan atas nama PT MILKA INDAH
PERSADA NPWP 03.259.327.9-016.000 yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Verifikasi dalam Rangka Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara
Jabatan nomor LAP-07/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 9 Juli 2015. Pengukuhan
PKP atas nama PT MILKA INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-016.000 akhirnya
dicabut dengan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-
18CBT/WPJ.04/KP.0903/2015 tanggal 13 Juli 2015.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi MAEMUNAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai
saksi sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
yang dilakukan oleh ARIS SUDIRMAN yang dilakukan PT KARYA INTI
PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000, PT PANCA INPORA BERSAMA,
NPWP 03.259.319.6-016.000, PT. MILKA INDAH PERSADA, NPWP
03.259.327.9-016.000 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan terdakwa ARIS SUDIRMAN ;
- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP
03.259.319.6-016.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak sejak
tanggal 11 Oktober 2012 dengan NPWP 03.259.319.6-016.000 dengan
klasifikasi Lapangan Usaha 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN,
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA. Penanggung jawab Waijib
Pajak adalah SUHENDAR LASMANA. Alamat Wajib Pajak adalah di RUKAN
FATMAWATI FESTIFAL BLOK C-4 LT.2, JL. RS. FATMAWATI NO.56
CILANDAK BARAT CILANDAK JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA — 12430 ;
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- Bahwa daftar susunan pengurus PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP
03.259.319.6-016.000 sesuai dengan data akte pendirian dan administrasi

perpajakan KPP Pratama Jakarta Cilandak adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham
No Nama Jumlah Modal Lemba
Disetor r
1 SUHENDAR Rp 3.000.000.000 30.000
LASMANA
2 DENNY SAPUTRA Rp 2.000.000.000 20.000
b. Pengurus
No Nama Jabatan
1 SUHENDAR LASMANA Direktur
2 DENNY SAPUTRA Komisaris

Direktur atau penanggungjawab Wajib Pajak tersebut adalah

SUHENDAR LASMANA ;
- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, saat ini PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP
03.259.319.6-016.000 tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun pernah
dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 18 Oktober 2012 kemudian dicabut
pada tanggal 13 Juli 2015 ;
- Bahwa pencabutan PKP dilakukan berdasarkan Laporan Hasil
Verivikasi dalam rangka pencabutan Pengukuhan PKP secara jabatan
dengan nomor laporan LAP-08/WPJ.04/KP.0909/2015 tanggal 9 Juli 2015,
verifikasi dilaksanakan dalam rangka pencabutan Pengukuhan PKP secara
jabatan. PT PANCA INPORA BERSAMA merupakan PKP yang diindikasikan
sebagai penerbit Faktur Pajak Fiktif dan telah dimasukkkan dalam Wajib
Pajak DPO. Berdasarkan kunjungan kerja/visit ke lokasi kantor Wajib Pajak
dan penanggung jawab diketahui bahwa lokasi tersebut fiktif ;
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan
oleh PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000 adalah:

a. PPh Pasal 21

b PPh Pasal 23

C. PPh Pasal 25/29

d PPh Pasal 4 ayat 2

untuk tahun 2012-2015 kewajiban perpajakan PT PANCA INPORA
BERSAMA juga terdapat kewajiban PPN karena pada saat itu masih
dikukuhkan sebagai PKP ;

- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada pada

KPP Pratama Jakarta Cilandak, kewaijban perpajakan yang telah
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dilaksanakan oleh PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-
016.000 adalah sebagai berikut :
Tahun 2014

Nilai Tanggal Tanggal
Pelaporan Lapor Bayar

2,468,994 | 04/03/2014 04/03/2014

No Masa Pembetulan BPS

L NN S-01012750/PPNI111

WPJ.04/KP.0903/2014
Pembetulan S-01018161/PPN1111/
Ke-1 WP..04/KP.0903/2014

S-01018345/PPN1111/
3. | 02-Feb | Normal WPJ.04/KP.0903/2014
Pembetulan | S-01019756/PPN1111/
Ke-1 WPJ.04/KP.0903/2014

S-01032698/PPN1111/
5. | 03-Mar | Normal WP..04/KP.0903/2014
S-01032699/PPN1111/
WPJ.04/KP.0903/2014
S-01038992/PPN1111/
WPJ.04/KP.0903/2014
S-01038993/PPN1111/
WP..04/KP.0903/2014

2. | 01-Jan 2,446,100 | 24/03/2014 17/03/2014

3,043,554 | 25/03/2014 24/03/2014

4. | 02-Feb 1,344,900 | 03/04/2014 03/04/2014

2,843,015 | 02/06/2014 02/06/2014

6. | 04-Apr | Normal 2,320,500 | 02/06/2014 02/06/2014

7. | 05-May | Normal Nihil 01/07/2014

8. | 06-Jun | Normal Nihil 01/07/2014

Berdasarkan data tersebut di atas, Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak hanya melaporkan sebagian SPT
masa PPN saja

- Bahwa Berdasarkan data dari SI DJP yang ada di KPP Pratama Jakarta
Cilandak, Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT PANCA
INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000 dan Faktur Pajak

masukanselama masa pajak Januari s.d Desember 2014 adalah sebagai

berikut:
Faktur Pajak Keluaran PT PANCA INPORA BERSAMA tahun Pajak
2014
Nama NPWP Nomor Tanggal PPN
No. Faktur
1. | PTPASADITAMA | 02.602.790.4 | 010.001- 02/01/20 22.225.000
-407.000 14.06579941 14
2. | PTPASADITAMA [ 02.602.790.4 | 010.001- 03/01/20 23.544.150
-407.000 14.06579942 14
3. | PTPASADITAMA [ 02.602.790.4 | 010.001- 06/01/20 21.100.000
-407.000 14.06579943 14
4. | PTPAS ADITAMA [ 02.602.790.4 | 010.001- 16/01/20 20.700.150
-407.000 14.06579948 14
5. | PTPASADITAMA [ 02.602.790.4 | 010.001- 17/01/20 20.850.600
-407.000 14.06579949 14
6. | PTPASADITAMA [ 02.602.790.4 | 010.001- 20/01/20 23.000.100
-407.000 14.06579951 14
7. | PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 06/01/20 27.100.000
ENGINEERING -645.001 14.06579957 14
GROUP
8. [ PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 07/01/20 32.475.000
ENGINEERING -645.001 14.06579958 14
GROUP
9. [ PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 09/01/20 16.425.000
ENGINEERING -645.001 14.06579959 14
GROUP
10. | PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 11/01/20 37.100.000
ENGINEERING -645.001 14.06579960 14
GROUP
11. | PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 13/01/20 37.500.000
ENGINEERING -645.001 14.06579961 14
GROUP
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12. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 06/01/20 32.960.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579962 14

13. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 08/01/20 31.175.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579963 14

14. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 10/01/20 29.915.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579964 14

15. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 11/01/20 31.260.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579965 14

16. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 14/01/20 30.680.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579966 14

17. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 17/01/20 29.190.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579967 14

18. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 20/01/20 30.220.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579968 14

19. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 20/01/20 22.700.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579969 14

20. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 25/01/20 21.250.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579970 14

21. PT.HANDAL 21.117.042.8 | 010.001- 28/01/20 20.650.000
KARYA ABADI -432.000 14.06579971 14

22. PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 03/02/20 40.375.000
ENGINEERING -645.001 14.06579972 14

23. PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 06/02/20 39.475.000
ENGINEERING -645.001 14.06579974 14

24, PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 07/02/20 37.775.000
ENGINEERING -645.001 14.06579975 14

25. PT.PAS ADITAMA | 02.602.790.4 | 010.001- 07/02/20 22.507.100
-407.000 14.06579976 14

26. PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 10/02/20 42.334.730
ENGINEERING -645.001 14.06579979 14

27. PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 11/02/20 24.050.000
ENGINEERING -645.001 14.06579980 14

28. PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 15/02/20 35.084.864
ENGINEERING -645.001 14.06579983 14

29. PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 17/02/20 36.950.000
ENGINEERING -645.001 14.06579984 14

30. PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 18/02/20 36.875.000
ENGINEERING -645.001 14.06579985 14

31. PT.PAS ADITAMA | 02.602.790.4 | 010.001- 19/02/20 23.009.500
-407.000 14.06579986 14

32. PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 21/02/20 38.375.000
ENGINEERING -645.001 14.06579988 14

32. PT.PAS ADITAMA | 02.602.790.4 | 010.001- 22/02/20 22.250.000
-407.000 14.06579989 14

50 PT.THAHA 02.635.858.0 | 010.001- 24/02/20 28.525.000
ENGINEERING -645.001 14.06579990 14

33. PT.PAS ADITAMA | 02.602.790.4 | 010.001- 24/02/20 22.403.400
-407.000 14.06579991 14

JUMLAH 3.010.758.829

-Bahwa saksi pernah melakukan visit ke alamat Wajib Pajak di RUKAN
FATMAWATI Festifal Blok C-4 Lt 2 JL RS Fatmawati No 56 Cilandak Jakarta
Selatan. Tetapi berdasarkan keterangan dari pengelola gedung yaitu RUDY S
ternyata pada Rukan Fatmawati tersebut hanya ada rukan No C-1 sd C-3
saja dan tidak ada Rukan nomor C-4 sehingga dipastikan bahwa alamat
kantor tersebut tidak benar/fiktif, selain itu telah dilakukan kegiatan oleh AR
sebelumnya vyaitu : klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak SPT Masa PPN
dengan surat S-4564/WPJ.04/KP.09/2014 tanggal 6 Juni 2014 tetapi tidak

ada respon;
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-Bahwa saksi pernah melakukan visit ke alamat Wajib Pajak di RUKAN
FATMAWATI Festifal Blok C-4 Lt 2 JL RS Fatmawati No 56 Cilandak Jakarta
Selatan. Tetapi berdasarkan keterangan dari pengeloka gedung yaitu RUDY
S ternyata pada Rukan Fatmawati tersebut hanya ada rukan No C-1 sd C-3
saja dan tidak ada Rukan nomor C-4 sehingga dipastikan bahwa alamat
kantor tersebut tidak benar/Fiktif ;

- Bahwa selain itu Kegiatan visit telah dilakukan oleh AR sebelumnya ke
alamat Wajib Pajak di Rukan Fatmawati Blok C-4 Lt 2 JI. RS Fatmawati No
56 Cilandak Jakarta Selatan, pada saat itu Wajib Pajak tidak ditemukan,
berdasarkan informasi dari pengelola rukan diketahui bahwa wajib pajak tidak
pernah diketahui dan alamat yang benar adalah JI RS Fatmawati No 50 serta
di Rukan Fatmawati Festival tidak ada Blok C-4 Karena Blok C hanya sampai
C-3. Selain itu visit dilakukan ke alamat penanggung jawab yaitu SUHENDAR
LASMANA yang beralamat di Lingkungan Harum Manis RT 02 RW 02
Cibinong, Bogor. Berdasarkan keterangan dari pengurus RT diketahui bahwa
tidak pernah ada warga yang bernama SUHENDAR LASMANA di
Lingkungan Harum Manis RT 02 RW 02 Cirimekar, Cibinong, Bogor

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi INDRIANA PALUPI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai
saksi sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
yang dilakukan oleh Terdakwa ARIS SUDIRMAN melalui PT KARYA INTI
PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000, PT PANCA INPORA BERSAMA,
NPWP 03.259.319.6-016.000, dan PT. MILKA INDAH PERSADA, NPWP
03.259.327.9-016.000 ;
- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Duren Sawit, PT BINTANG SEWU SEJAHTERA NPWP
02.359.797.4-008.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sejak
tanggal 20 Januari 2009 dengan NPWP 02.359.797.4-008.000 dengan
klasifikasi Lapangan Usaha 41015 Kontruksi Gedung Kesehatan.
Penanggung jawab Wajib Pajak adalah SUSWANTO NUGROHO. Alamat
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Wajib Pajak adalah di JI. Pahlawan Revolusi No 007 RT 004 RW 005 Duren
Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta;

- Bahwa daftar susunan pengurus PT BINTANG SEWU SEJAHTERA
NPWP 02.359.797.4-008.000 sesuai dengan data akta pendirian dan

administrasi perpajakan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit adalah sebagai

berikut:
a. Pemegang saham
No Nama Jumlah Perse
Modal n
Disetor
1 SARJONO 475.000.0 | 47,5%
SETIADI 00
NPWP
24.645.304.7-
432.000
2 SISWANTO 525.000.0 | 52,5%
NUGROHO 00
NPWP
17.924.241.7-
008.000
b. Pengurus
No Nama Jabatan
1 SARJONO Direktur
SETIADI
NPWP
24.645.304.7-
432.000
2 SISWANTO Direktur Utama
NUGROHO
NPWP
17.924.241.7-
008.000

- Bahwa Berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada
pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, kewaijban perpajakan yang telah
dilaksanakan oleh PT BINTANG SEWU SEJAHTERA NPWP 02.359.797.4-
008.000 Masa Pajak Januari s/d Desember 2013 dan Masa Pajak Januari
s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tahun 2013
No | Mas | Tahu | Pembetula BPS Nilai Tanggal Tanggal | Asal
. a n n Pelaporan Lapor Bayar
1 1- 2013 | Normal S- 93,502,97 | 17-04- 15-03- ESP
Jan 01031186/PPN1 | 3.00 IDR | 2013 2013 T
111/WPJ.20/KP.
0903/2013
2 2- 2013 Normal S- (54,836.4 | 2/4/2013 ESP
Feb 01026140/PPN1 | 7 T
111/WPJ.20/KP. | 7.00) IDR
0903/2013
3 3- 2013 | Normal S- 97,234,52 | 28-05- 24-05- ESP
Mar 01042858/PPN1 | 1.00 IDR | 2013 2013 T
111/WPJ.20/KP.
0903/2013
4 3- 2013 | Pembetula | S- (61,957,9 | 6/12/2013 ESP
Mar n 01093115/PPN1 | 2 T
Ke-1 111/WPJ.20/KP. | 0.00 IDR
0903/2013
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5 3- 2013 | Pembetula | S- (8,500,24 | 6/12/2013 ESP
Mar n 01093117/PPN1 | 5 T
Ke-2 111/WPJ.20/KP. | 0.00 IDR
0903/2013
6 3- 2013 | Pembetula | S- 280,122,1 | 2/6/2014 2/6/2014 | ESP
Mar n 01039865/PPN1 | 54.00 IDR T
Ke-3 111/WPJ.20/KP.
0903/2013
7 4- 2013 | Normal S- 3,022,620 | 19-06- 11/6/201 | ESP
Apr 01049285/PPN1 | 00 IDR 2013 3 T
111/WPJ.20/KP.
0903/2013
8 4- 2013 | Pembetula | S- (14,220,2 | 6/12/2013 ESP
Apr n 01093119/PPN1 | 2 T
Ke-1 111/WPJ.20/KP. | 5.00 IDR
0903/2013
9 4- 2013 | Pembetula | S- 252,106,2 | 1/6/2014 2/6/2014 | ESP
Apr n 01039864/PPN1 | 65.00 IDR T
Ke-2 111/WPJ.20/KP.
0903/2014
10 | 5- 2013 | Normal S- Nihil 1/7/2013 ESP
May 01051877/PPN1 T
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
11 | 5- 2013 | Pembetula | S- 40,065,79 | 12/7/2013 | 1/7/2013 | ESP
May n 01054498/PPN1 | 3.00 IDR T
Ke-1 111/WPJ.20/KP.
0903/2014
12 | 5- 2013 | Pembetula | S- (71,641,9 | 6/12/2013 ESP
May n 01093114/PPN1 | 7 T
Ke-2 111/WPJ.20/KP. | 7.00) IDR
0903/2014
13 | 5- 2013 | Pembetula | S- 605,946,8 | 11/7/2014 | 10/7/201 | ESP
May n 01050088/PPN1 | 60.00 IDR 4 T
Ke-3 111/WPJ.20/KP.
0903/2014
14 | 6- 2013 | Normal S- (167,799, | 26-07- ESP
Jun 01058845/PPN1 | 5 2013 T
111/WPJ.20/KP. | 07.00)IDR
0903/2013
15 | 6- 2013 | Pembetula | S- (62,099,2 | 11/10/210 ESP
Jun n 01078148/PPN1 | 6 3 T
Ke-1 111/WPJ.20/KP. | 7.00)IDR
0903/2013
16 | 6- 2013 | Pembetula | S- (75,758,4 | 6/12/2103 ESP
Jun n 01093116/PPN1 | 4 T
Ke-2 111/WPJ.20/KP. | 0.00)IDR
0903/2013
17 | 6- 2013 | Pembetula | S- (38,136,3 | 19-02- ESP
Jun n 01011657/PPN1 | 6 2014 T
Ke-3 111/WPJ.20/KP. | 5.00)IDR
0903/2014
18 | 6- 2013 | Pembetula | S- 172,843,9 | 3/10/2014 | 24-09- ESP
Jun n 01071517/PPN1 | 64.00 IDR 2014 T
Ke-4 111/WPJ.20/KP.
0903/2014
19 | 6- 2013 | Pembetula | S- 582,098,5 | 27-11- 27-11- ESP
Jun n 01086547/PPN1 | 18.00 IDR | 2014 2014 T
Ke-5 111/WPJ.20/KP.
0903/2014
20 | 6- 2013 | Pembetula | S- 100,254,0 | 23-12- 19-12- ESP
Jun n 01094273/PPN1 | 00.00 IDR | 2014 2014 T
Ke-6 111/WPJ.20/KP.
0903/2014
21 | 7-Jul | 2013 | Normal S- (29,440,1 | 29-08- ESP
01066667/PPN1 | 5 2013 T
111/WPJ.20/KP. | 0.00) IDR
0903/2013
22 | 7-Jul | 2013 | Pembetula | S- (62,099,2 | 11/10/201 ESP
n 01078149/PPN1 | 6 3 T
Ke-1 111/WPJ.20/KP. | 7.00) IDR
0903/2013
23 | 7-Jul | 2013 | Pembetula | S- 53,420,86 | 6/12/2013 | 5/12/201 | ESP
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n 01093122/PPN1 | 8.00 IDR 3 T
Ke-2 111/WPJ.20/KP.
0903/2013
24 | 7-Jul | 2013 | Pembetula | S- 189,487,0 | 22-01- 24- ESP
n 01006333/PPN1 | 0.00 IDR | 2015 12/2014 | T
Ke-3 111/WPJ.20/KP.
0903/2015
25 | 7-Jul | 2013 | Pembetula | S- 245,196,5 | 20-03- 12/2/201 | ESP
n 01022992/PPN1 | 00.00 IDR | 2015 5 T
Ke-4 111/WPJ.20/KP.
0903/2015
26 | 8- 2013 | Normal S- 6,562,024 | 11/10/201 | 1/10/201 | ESP
Aug 010078150/PPN | 00 IDR 3 3 T
1
111/WPJ.20/KP.
0903/2013
27 | 8- 2013 | Pembetula | S- 36,935,50 | 20-3-2015 | 13-02- ESP
Aug n 01022994/PPN1 | 00 IDR 2015 T
Ke-1 111/WPJ.20/KP.
0903/2015
28 | 9- 2013 | Normal S- 2,069,399 | 30-10- 30-12- ESP
Sep 01083259/PPN1 | 00 IDR 2013 2013 T
111/WPJ.20/KP.
0903/2013
29 | 9- 2013 | Pembetula | S- (348,209, | 29-11- ESP
Sep n 01091925/PPN1 | O 2015 T
Ke-1 111/WPJ.20/KP. | 0) IDR
0903/2013
30 | 10- 2013 | Normal S- 64,645,46 | 29-11- 29-11- ESP
Oct 01091924/PPN1 | 8,00 IDR | 2013 2013 T
111/WPJ.20/KP.
0903/2013
31 | 10- 2013 | Pembetula | S- Nihil 9/11/2015 ESP
Oct n 01083872/PPN1 T
Ke-1 111/WPJ.20/KP.
0903/2015
32 | 11- 2013 | Normal S- 23,391,22 | 30-12- 30-12- ESP
Nov 01099995/PPN1 | 6.00 IDR | 2013 2013 T
111/WPJ.20/KP.
0903/2013
33 | 12- 2013 | Normal S- Nihil 3/2/2014 ESP
Des 010907330/PPN T
1
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
34 | 12- 2013 | Pembetula | S- 63,342,23 | 7/2/2014 4/2/2104 | ESP
Des n 01014667/PPN1 | 1.00 IDR T
Ke-1l 111/WPJ.20/KP.
0903/2014
Tahun 2014
No | Masa | Tahun | Pembetulan BPS Nilai Tanggal Tanggal Asa
. Pelaporan Lapor Bayar
1 1-Jan | 2014 | Normal S- 15,976,85 | 27-02- 27-02- ESPT
01014677/PPN1 | 3.00 IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
2 1-Jan | 2013 | Pembetulan | S- (12,471,4 | 26-05- ESPT
Ke-1 010038989/PPN1 | 9 2014
111/WPJ.20/KP. 1.00) IDR
0903/2014
3 1-Jan | 2013 | Pembetulan | S- 722,080,0 | 2/6/2014 2/6/2014 | ESPT
Ke-2 01039863/PPN1 | O IDR
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
4 1-Jan | 2013 | Pembetulan | S- (84,750,0 | 23-07- ESPT
Ke-3 01054736/PPN1 | O 2014
111/WPJ.20/KP. 0.00) IDR
0903/2014
5 2-Feb | 2013 | Normal S- Nihil 1/4/2014 ESPT
01023674/PPN1
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111/WPJ.20/KP.
0903/2014
6 2-Feb | 2013 | Pembetulan | S- (161,812, | 26-05- ESPT
Ke-1 01038988/PPN1 | 9 2014
111/WPJ.20/KP. 46.00)IDR
0903/2013
7 2-Feb | 2013 Pembetulan | S- (89,454,0 | 23-07- ESPT
Ke-2 01054737/PPN1 | O 2013
111/WPJ.20/KP. 0,00) IDR
0903/2014
8 3-Mar | 2013 | Normal S- Nihil 26-05- ESPT
01038986/PPN1 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
9 3-Mar | 2013 | Pembetulan | S- 33,234,54 | 26-05- 26-05- ESPT
Ke-1 01038987/PPN1 | 1.00 IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
10 | 4-Apr | 2013 | Normal S- Nihil 30-05- ESPT
01039543/PPN1 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
11 | 4-Apr | 2013 | Pembetulan | S- 757,447,0 | 23-07- ESPT
Ke-1 01054738/PPN1 | 03.00 IDR | 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
12 | 4-Apr | 2013 | Pembetulan | S- (5,919,45 | 29-08- ESPT
Ke-2 01062797/PPN1 4 2014
111/WPJ.20/KP. .00) IDR
0903/2014
13 | 5-May | 2013 | Normal S-0107761/PPN1 | (107,900, | 30-06- ESPT
111/WPJ.20/KP. 2 2014
0903/2014 13.00)IDR
14 | 5-May | 2013 Pembetulan | S- (114,454, 23-07- ESPT
Ke-1 01054739/PPN1 1 2014
111/WPJ.20/KP. 61.00)IDR
0903/2014
15 | 5-May | 2013 | Pembetulan | S- (638,181, | 27-11- ESPT
Ke-2 01086546/PPN1 | O 2014
111/WPJ.20/KP. 0) IDR
0903/2013
16 | 5-May | 2013 | Pembetulan | S- (1,039,59 | 20-03- ESPT
Ke-3 01022991/PPN1 | 6 2014
111/WPJ.20/KP. 0.00)IDR
0903/2013
17 | 6-Jun | 2013 | Normal S- 722,118,8 | 23-07- ESPT
01054740/PPN1 | 58.00 IDR | 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
18 | 6-Jun | 2013 | Pembetulan | S- (212,500, | 29-05- ESPT
Ke-1 01033263/PPN1 | O 2015
111/WPJ.20/KP. 0) IDR
0903/2015
19 | 7-dul 2013 | Normal S- 91,064,16 | 29-08- 25-08- ESPT
01062795/PPN1 | 2.00 IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
20 | 8-Aug | 2013 | Normal S- 8,156,912 | 30-09- 30-09- ESPT
01070997/PPN1 | 00 IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
21 | 8-Aug | 2013 Pembetulan | S- (29,237,9 | 29-04- ESPT
Ke-1 01033268/PPN1 | 5 2015
111/WPJ.20/KP. 4.00) IDR
0903/2015
22 | 9-Sep | 2013 | Normal S- 45,471,72 | 30-10- 29-10- ESPT
01078798/PPN1 | 6.00) IDR | 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2014
23 | 9-Sep | 2013 Pembetulan | S- (21,185,7 | 29-04- ESPT
Ke-1 01033267/PPN1 2 2015
111/WPJ.20/KP. 0.00) IDR
0903/2015
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24 10- 2013 Normal S- 2,160,055 | 27-11- 27-11- ESPT
Oct 01086545/PPN1 | 00 IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2015
25 | 10- 2013 Pembetulan | S- 1,610,000 | 30-01- 29-01- ESPT
Oct Ke-1 01008143/PPN1 | 00 IDR 2015 2015
111/WPJ.20/KP.
0903/2015
26 | 10- 2013 | Pembetulan | S- (22,340,7 | 29-04- ESPT
Oct Ke-2 01033265/PPN1 | 2 2015
111/WPJ.20/KP. 00) IDR
0903/2015
27 | 11- 2013 Normal S- 562,389,8 | 30-12- 30-12- ESPT
Nov 01095338/PPN1 | 34,00 IDR | 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0903/2015
28 | 12- 2013 Normal S- 1,171,429 | 30-01- 29-01- ESPT
Des 01008150/PPN1 | 00 IDR 2015 2015
111/WPJ.20/KP.
0903/2015
29 | 12- 2013 Pembetulan | S- (58,963,3 29-04- ESPT
Des Ke-1 01033270/PPN1 | 5 2015
111/WPJ.20/KP. 8.00) IDR
0903/2013

- Bahwa PT BINTANG SEWU SEJAHTERA NPWP 02.359.797.4-008.000
pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT PANCA INPORA BERSAMA
NPWP 03.259.319.6-016.000 dengan rincian sebagai berikut:

No
No Nama NPWP Faktur Tanggal DPP PPN
PT PANCA | 03.259.3 | 010.001 | 03/02/2014 | 310.000.000 | 31.000.
INPORA 19.6- 14.0657 000

1 BERSAMA 016.000 | 9994
PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 04/02/2014 | 310.000.000 | 31.000.
INPORA 19.6- 14.0657 000

2 BERSAMA 016.000 9994
PT PANCA | 03.259.3 | 010.001 | 07/02/2014 | 510.000.000 | 51.000.
INPORA 19.6- 14.0657 000

3 BERSAMA 016.000 9994
PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 10/02/2014 | 658.125.000 | 65.812.
INPORA 19.6- 14.0657 500

4 BERSAMA 016.000 9994
PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 12/02/2014 | 402.795.000 | 40.279.
INPORA 19.6- 14.0657 500

5 BERSAMA 016.000 9994
PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 13/02/2014 | 402.795.000 | 40.279.
INPORA 19.6- 14.0657 500

6 BERSAMA 016.000 9994
PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 15/02/2014 | 361.375.000 | 36.137.
INPORA 19.6- 14.0657 500

7 BERSAMA 016.000 9994
8 PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 17/02/2014 | 361.375.000 | 36.137.
INPORA 19.6- 14.0657 500
BERSAMA 016.000 | 9994
9 PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 18/02/2014 | 425.000.000 | 42.500.
INPORA 19.6- 14.0657 000
BERSAMA 016.000 | 9994
10 | PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 19/02/2014 | 425.000.000 | 42/.500.
INPORA 19.6- 14.0657 000
BERSAMA 016.000 | 9994
11 | PT PANCA 03.259.3 | 010.001 | 22/02/2014 | 474.000.000 | 47.400.
INPORA 19.6- 14.0657 000
BERSAMA 016.000 | 9994
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- Bahwa PT BINTANG SEWU SEJAHTERA NPWP 02.359.797.4-008.000
pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT MILKA INDAH PERSADA NPWP
03.259.327.9-016.000 dengan rincian sebagai berikut:

No
No Nama NPWP Faktur Tanggal DPP PPN

PT  MILKA | 03.259.3 | 010000 | 03-May-13 | 298.500.000 | 29.850.
INDAH 27.9- 130000 000

1. PERSADA 016.000 | 0048
PT  MILKA | 03.259.3 | 010000 | 18-May-13 | 352.852.000 | 35.285.
INDAH 27.9- 130000 200

2. PERSADA 016.000 | 0051
PT  MILKA | 03.259.3 | 010000 | 22-May-13 | 316.000.000 | 31.600.
INDAH 27.9- 130000 000

3. PERSADA 016.000 | 0052
PT  MILKA | 03.259.3 | 010000 | 23-May-13 | 1.234.100.00 | 123.410
INDAH 27.9- 130000 0 .000

4. PERSADA 016.000 | 0053
PT  MILKA | 03.259.3 | 010000 | 23-May-13 | 237.100.000 | 23.710.
INDAH 27.9- 130000 000

5. PERSADA 016.000 | 0054
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 01-Jul-13 183.000.000 | 18.300.
INDAH 27.9- 139447 000

6. PERSADA 016.000 | 22542
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 11-Jul-13 257.500.000 | 25.750.
INDAH 27.9- 139447 000

7. PERSADA 016.000 | 22550
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 01-Jul-13 585.075.000 | 58.075.
INDAH 27.9- 139447 500

8. PERSADA 016.000 | 22560
PT MILKA | 03.259.3 | 010901 | 22-Jul-13 891.000.000 | 89.100.
INDAH 27.9- 139447 000

9. PERSADA 016.000 | 22561
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 23-Jul-13 352.600.000 | 35.260.
INDAH 27.9- 139447 000
10. | PERSADA 016.000 | 22562
PT MILKA | 03.259.3 | 010901 | 23-Jul-13 357.850.000 | 35.785.
INDAH 27.9- 139447 000
11. | PERSADA 016.000 | 22563
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 24-Jul-13 366.775.000 | 36.677.
INDAH 27.9- 139447 500
12. | PERSADA 016.000 | 22564
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 24-Jul-13 153.300.000 15.330.
INDAH 27.9- 139447 000
13. | PERSADA 016.000 | 22565
PT MILKA | 03.259.3 | 010901 | 251-Jul-13 | 392.500.000 | 39.250.
INDAH 27.9- 139447 000
14. | PERSADA 016.000 | 22566
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 26-Jul-13 773.272.500 77.327.
INDAH 27.9- 139447 250
15. | PERSADA 016.000 | 22567
PT MILKA | 03.259.3 | 010901 | 26-Jul-13 93.600.000 93.600.
INDAH 27.9- 139447 000
16. | PERSADA 016.000 | 22569
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 27-Jul-13 560.480.000 | 56.048.
INDAH 27.9- 139447 000
17. | PERSADA 016.000 | 22571
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 29-Jul-13 667.665.000 66.766.
INDAH 27.9- 139447 500
18. | PERSADA 016.000 | 22572
PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 29-Jul-13 165.000.000 16.500.
INDAH 27.9- 139447 000
19. | PERSADA 016.000 | 22573
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PT MILKA | 03.259.3 | 010901 | 30-Jul-13 315.000.000 31.500.

INDAH 27.9- 139447 000
20. | PERSADA 016.000 | 22574

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 31-Jul-13 280.500.000 28.050.

INDAH 27.9- 139447 000
21. | PERSADA 016.000 | 22576

PT MILKA | 03.259.3 | 010901 | 31-Jul-13 105.000.000 | 10.5000

INDAH 27.9- 139447 .000
22. | PERSADA 016.000 | 22577

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 04-Nov-13 | 563.800.000 56.380.

INDAH 27.9- 139423 000
23. | PERSADA 016.000 | 7972

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 06-Nov-13 | 481.800.000 48.180.

INDAH 27.9- 139423 000
24. | PERSADA 016.000 | 7973

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 11-Nov-13 | 652.200.000 65.220.

INDAH 27.9- 139423 000
25. | PERSADA 016.000 | 7976

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 12-Nov-13 | 507.100.000 50.710.

INDAH 27.9- 139423 000
26. | PERSADA 016.000 | 7977

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 18-Nov-13 | 450.225.000 45.022.

INDAH 27.9- 139423 500
27. | PERSADA 016.000 | 7980

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 19-Nov-13 | 450.225.000 45.022.

INDAH 27.9- 139423 500
28. | PERSADA 016.000 | 7981

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 20-Nov-13 | 433.850.000 43.385.

INDAH 27.9- 139423 000
29. | PERSADA 016.000 | 7982

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 04-Dec-13 | 362.557.500 36.257.

INDAH 27.9- 139423 500
30. | PERSADA 016.000 | 7988

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 05-Dec-13 | 341.000.000 34.100.

INDAH 27.9- 139423 000
31. | PERSADA 016.000 | 7989

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 09-Dec-13 | 360.860.500 36.086.

INDAH 27.9- 139423 050
32. | PERSADA 016.000 | 7990

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 11-Dec-13 | 412.412.000 41.241.

INDAH 27.9- 139423 200
33. | PERSADA 016.000 | 7993

PT MILKA | 03.259.3 | 010901 | 12-Dec-13 | 311.577.000 31.157.

INDAH 27.9- 139423 700
34. | PERSADA 016.000 | 7994

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 16-Dec-13 | 356.088.000 35.608.

INDAH 27.9- 139423 800
35. | PERSADA 016.000 | 7996

PT  MILKA | 03.259.3 | 010901 | 17-Dec-13 | 560.480.000 56.048.

INDAH 27.9- 139423 000
36. | PERSADA 016.000 | 7997

PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 01-Feb-14 | 362.500.000 36.250.

INDAH 27.9- 142839 000
37. | PERSADA 016.000 | 0477

PT MILKA | 03.259.3 | 010001 | 03-Feb-14 | 562.500.000 56.250.

INDAH 27.9- 142839 000
38. | PERSADA 016.000 | 0478

PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 04-Feb-14 | 400.750.000 40.075.

INDAH 27.9- 142839 000
39. | PERSADA 016.000 | 0479

PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 08-Feb-14 | 400.750.000 40.075.

INDAH 27.9- 142839 000
40. | PERSADA 016.000 | 0482
41. | PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 12-Feb-14 | 562.500.000 56.250.

INDAH 27.9- 142839 000
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PERSADA 016.000 | 0485
PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 19-Feb-14 | 562.500.000 | 56.250.

INDAH 27.9- 142839 000
42. | PERSADA 016.000 | 0489
43 PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 24-Feb-14 | 595.000.000 59.500.
INDAH 27.9- 142839 000
PERSADA 016.000 | 0491
44 PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 25-Feb-14 | 558.750.000 55.875.
INDAH 27.9- 142839 000

PERSADA 016.000 | 0494
45. | PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 26-Feb-14 | 558.750.000 55.875.

INDAH 27.9- 142839 000
PERSADA 016.000 | 0495

46 PT MILKA 03.259.3 | 010001 | 27-Feb-14 | 513.500.000 51.350.
INDAH 27.9- 142839 000

PERSADA 016.000 | 096
- Bahwa PT BINTANG SEWU SEJAHTERA NPWP 02.359.797.4-008.000

belum melakukan pembetulan SPT Masa PPN terkait faktur pajak masukan
dari PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000;

- Bahwa PT BINTANG SEWU SEJAHTERA NPWP 02.359.797.4-008.000
belum melakukan pembetulan SPT Masa PPN terkait faktur pajak masukan
dari PT MILKA INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-016.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ALKHAYATUN WIDIASTUTI, di bawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan terdakwa ARIS SUDIRMAN ;
- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, terdapat Wajib Pajak dengan nama PT PANCA
INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000 yang terdaftar di KPP
Pratama Jakarta Cilandak sejak tanggal 11 Oktober 2012 dengan NPWP
03.259.319.6-016.000 ;
- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, saat ini PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP
03.259.319.6-016.000 tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun pernah
dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 18 Oktober 2012 kemudian dicabut
pada tanggal 13 Juli 2015 ;
- Bahwa Dokumen yang disampaikan oleh PT PANCA INPORA
BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000 untuk mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP dan pengukuhan PKP adalah:
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a. Fotocopy Akta Pendirian PT PANCA INPORA BERSAMA Nomor
251 tanggal 25 September 2012 notaris Netty Maria Machdar, SH;

b. Fotocopy Surat Kuasa dari Suhendar Lesmana kepada Endi
Rohaendi;

C. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor
1587/1.824.1/X/2012;

d. Fotocopy NPWP nomor 36.178.331.9-403.000 atas nama

SUHENDAR LASMANA; fotocopy KTP atas nama SUHENDAR
LASMANA; Fotocopy KTP atas nama DENNY SAPUTRA;

e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Panca Inpora
Bersama nomor TDP 09.03.1.46.52292;
f. Fotocopy SIUP atas nama PT PANCA INPORA BERSAMA

nomor 06350-04/PM/P/1.824.271,
- Bahwa Daftar susunan pemegang saham dan pengurus PT PANCA
INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000 sesuai dengan data akte
notaris Netty Maria Machdar, SH Nomor 251 tanggal 25 September 2012
yang ada di administrasi perpajakan KPP Pratama Jakarta Cilandak yaitu

sebagai berikut:

a. Pemegang saham

No Nama Jumlah Modal Lembar
Disetor
1 | SUHENDAR LASMANA Rp 3.000.000.000 30.000
2 | DENNY SAPUTRA Rp 2.000.000.000 20.000
b. Pengurus
No Nama Jabatan
1 SUHENDAR Direktur
LASMANA
2 DENNY Komisaris
SAPUTRA

Direktur atau penanggungjawab Wajib Pajak tersebut adalah
SUHENDAR LASMANA
Bahwa Surat kuasa yang disampaikan oleh PT PANCA INPORA
BERSAMA pada saat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah
surat kuasa dari Direktur PT PANCA INPORA BERSAMA yang bernama
SUHENDAR LASMANA kepada ENDI ROHAENDI untuk menjadi kuasa
perusahaan dalam pengurusan NPWP PT PANCA INPORA BERSAMA ;
Bahwa Dokumen kependudukan yang disampaikan oleh PT PANCA
INPORA BERSAMA pada saat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

adalah:
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a. Fotokopi KTP dan NPWP atas hama SUHENDAR LASMANA NIK
3204251205750093 selaku Direktur PT PANCA INPORA BERSAMA,;

b. Fotokopi KTP atas nama DENNY SAPUTRA NIK
32031523078006574.

Bahwa yang menandatangani formulir pendaftaran NPWP dan
permohonan pengukuhan PKP yang disampaikan oleh PT PANCA INPORA
BERSAMA adalah Suhendar Lesmana ;

Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, kegiatan usaha atau jenis usaha wajib pajak
tersebut adalah KLU 46599 yaitu perdagangan besar mesin, peralatan dan
perlengkapan lainnya ;

Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada pada
KPP Pratama Jakarta Cilandak, lokasi atau alamat kegiatan usaha wajib
pajak tersebut adalah di Rukan Fatmawati Festifal Blok C-4 Lt.2,
JL.RS.Fatmawati No0.56 Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan DKI
Jakarta — 12430 ;

Bahwa Hak dan kewajiban dari PT PANCA INPORA BERSAMA yang
telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu:

Hak Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
adalah:
a. Mengkreditkan Faktur Pajak Masukan atas transaksi pembelian
yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan
b. Berkonsultasi dengan Account Representative terkait dengan
peraturan setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak
Sedangkan Kewajibannya:
a. Menerbitkan Faktur Pajak Keluaran untuk setiap transaksi
penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
b. Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemenuhan hak
kewajiban perpajakan oleh Wajb Pajak Badan diwakili oleh direktur atau
pengurus dari perusahaan tersebut termasuk diantaranya untuk
menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, SPT
Masa Pajak Pertambahan Nilai dan SPT Masa perpajakan yang lain. Selain

itu dapat juga dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan Permenkeu
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No. 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 (sebelum diganti dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.03/2014) ;

Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada pada
KPP Pratama Jakarta Cilandak, kewaijban perpajakan yang telah
dilaksanakan PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000
pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Nilai Tanggal Tanggal
Pelaporan Lapor Bayar

2,468,994 | 04/03/2014 04/03/2014

No. Masa Pembetulan BPS

S-01012750/PPN1111/
WPJ.04/KP.0903/2014
Pembetulan S-01018161/PPN1111/
Ke-1 WPJ.04/KP.0903/2014

S-01018345/PPN1111/
3. | 02-Feb | Normal WPJ.04/KP.0903/2014
Pembetulan S-01019756/PPN1111/
Ke-1 WPJ.04/KP.0903/2014
S-01032698/PPN1111/
WPJ.04/KP.0903/2014
S-01032699/PPN1111/
WPJ.04/KP.0903/2014
S-01038992/PPN1111/ N
7. | 05-May | Normal WPJ.04/KP.0903/2014 Nihil 01/07/2014
S-01038993/PPN1111/
WPJ.04/KP.0903/2014

1. | 01-Jan | Normal

2. | 01-Jan 2,446,100 | 24/03/2014 17/03/2014

3,043,554 | 25/03/2014 24/03/2014

4. | 02-Feb 1,344,900 | 03/04/2014 03/04/2014

5. | 03-Mar | Normal 2,843,015 | 02/06/2014 02/06/2014

6. | 04-Apr | Normal 2,320,500 | 02/06/2014 02/06/2014

8. | 06-Jun | Normal Nihil 01/07/2014

Bahwa PT PANCA INPORA BERSAMA pernah melakukan permohonan
untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak dengan rincian sebagai berikut:
a. Tanggal 1 Juli 2014 meminta nomor 100 faktur pajak diberikan

75 nomor faktur pajak.

b. Tanggal 26 Februari 2014 meminta nomor 100 faktur pajak

diberikan 72 nomor faktur pajak.

C. Tanggal 27 November 2013 meminta nomor 100 faktur pajak
diberikan 90 nomor faktur pajak.
d. Tanggal 1 Agustus 2013 meminta nomor 75 faktur pajak
diberikan 75 nomor faktur pajak.
- Bahwa ARIS SUDIRMAN tidak menjadi salah satu pengurus
perusahaan PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000 ;

Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, terdapat Wajib Pajak dengan nama PT KARYA
INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000 yang terdaftar di KPP Pratama
Jakarta Cilandak sejak tanggal 30 Januari 2014 dengan NPWP
66.209.153.7-016.000 ;

Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, saat ini PT KARYA INTI PERSADA NPWP
66.209.153.7-016.000 tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun pernah
dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 05 Maret 2014 kemudian dicabut
pada tanggal 14 Mei 2018 ;
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Bahwa Dokumen yang disampaikan oleh PT KARYA INTI PERSADA
untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan PKP
adalah:

a. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan PT KARYA INTI PERSADA

nomor 228 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat di Kantor Notaris Netty

Maria Machdar,SH

b. Fotokopi formulir permohonan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
PT KARYA INTI PERSADA

C. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT
KARYA INTI PERSADA

d. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor:
151/1.824.511/X11/2013

e. Fotokopi SIUP Menengah nomor 12574-04/PM/1.824.271

f. Fotokopi KTP atas nama DAMAN SAPUTRA NIK
3201011903700008

g. Fotokopi KTP atas nama IWAN LASTIAN NIK
3603340705690023

h. Fotokopi NPWP 36.445.269.8-403.000 atas nama DAMAN
SAPUTRA

i. Fotokopi NPWP 54.439.756.5-411.000 atas nama IWAN
LASTIAN

Bahwa Daftar susunan pengurus PT KARYA INTI PERSADA
NPWP 66.209.153.7-016.000 sesuai dengan data akte pendirian PT KARYA
INTI PERSADA dengan akte notaris Netty Maria Machdar, SH nomor 228
tanggal 23 Oktober 2013 dan administrasi perpajakan KPP Pratama Jakarta

Cilandak adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham
No Nama Jumlah Lem
Modal bar
Disetor
1 DAMAN Rp 15.000
SAPUTRA 1.500.000.000
2 IWAN Rp 10.000
LASTIAN 1.000.000.000
b. Pengurus
No Nama Jabatan
1 DAMAN Direktur
SAPUTRA
2 IWAN Komisaris
LASTIAN

direktur atau penanggungjawab Wajib Pajak tersebut adalah
DAMAN SAPUTRA
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Bahwa kependudukan yang disampaikan oleh PT KARYA INTI PERSADA

pada saat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

a. Fotokopi KTP NIK 3201011903700008 dan NPWP atas nama
DAMAN SAPUTRA selaku Direktur PT KARYA INTI PERSADA,;

b. Fotokopi KTP atas nama IWAN LASTIAN NIK
3603340705690023.

Bahwa benar yang menandatangani formulir pendaftaran NPWP dan
permohonan pengukuhan PKP yang disampaikan oleh PT KARYA INTI
PERSADA adalah Daman Saputra ;

Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, kegiatan usaha atau jenis usaha wajib pajak
tersebut adalah 43291 INSTALASI MEKANIKAL ;

Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada pada
KPP Pratama Jakarta Cilandak, lokasi atau alamat kegiatan usaha wajib
pajak tersebut adalah di JI. Margasatwa Raya No 27-B RT 004 RW 001,
Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta — 12450 ;

Bahwa Hak dan kewajiban dari PT KARYA INTI PERSADA yang telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu:

Hak Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
adalah:

a. Mengkreditkan Faktur Pajak Masukan atas transaksi pembelian

yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan

b. Berkonsultasi dengan Account Representative terkait dengan

peraturan setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak
Kewajibannya:

a. Menerbitkan Faktur Pajak Keluaran untuk setiap transaksi

penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

b. Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemenuhan hak
kewajiban perpajakan oleh Wajb Pajak Badan diwakili oleh direktur atau
pengurus dari perusahaan tersebut termasuk diantaranya untuk
menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, SPT
Masa Pajak Pertambahan Nilai dan SPT Masa perpajakan yang lain. Selain

itu dapat juga dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan Permenkeu
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No. 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 (sebelum diganti dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.03/2014) ;

- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada
pada KPP Pratama Jakarta Cilandak, kewaijban perpajakan yang telah
dilaksanakan PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000

adalah sebagai berikut:

Tahun 2014
No Masa Pembetulan BPS Nilai Pelaporan Tanggal
Lapor
S
03- 01019868/PPN1111/
L| v | Normal WPJ.04/KP.0903/201 | 70500.00 IDR | 04/04/2014
4
S
04- 01033537/PPN1111/ | 1,372,213.00 |
2. ppr | Normal WPJ.04/KP.0903/201 DR | 09/06/2014
4
S
05- 01039270/PPN1111/ | 1,557,050.00 I
3.1 Mayq, Narmal WPJ.04/KP.0903/201 DR | 02/07/2014
4
S
05- | Pembetulan 01045798/PPN1111/ | 1,735,500.00 |
4| May | Kel WPJ.04/KP.0903/201 DR | 08/08/2014
4
S
06- 01051404/PPN1111/ .
5. Jun Normal WPJ.04/KP.0903/201 Nihil 29/08/2014
4
S
01051405/PPN1111/ .
6. | 07-Jul | Normal WPJ.04/KP.0903/201 Nihil 29/08/2014
4
S
Pembetulan 01052067/PPN1111/ | 1,495,600.00 |
7| O7-dul e WPJ.04/KP.0903/201 DR | 04/09/2014
4
S
08- 01007274/PPN1111/ .
8. Aug Normal WPJ.04/KP.0903/201 Nihil 06/02/2015
5
9. | 08 | Pembetulan S- 301,514.00 ID | 11/03/2015
Aug | Ke-1 01014843/PPN1111/ R
WPJ.04/KP.0903/201
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S-
10 09- Normal 01007275/PPN1111/
' Sep WPJ.04/KP.0903/201

5

Nihil 06/02/2015

S-
09- Pembetulan 01015442/PPN1111/ 281,463.00 ID
Sep Ke-1 WPJ.04/KP.0903/201 R
5

11. 12/03/2015

s-
10- 01007276/PPN1111/
121 o | Normal WPJ.04/KP.0903/201

5

Nihil 06/02/2015

S-
10- Pembetulan 01015441/PPN1111/ 267,742.00 ID
Oct Ke-1 WPJ.04/KP.0903/201 R
5

13. 12/03/2015

S-
11- 01007277/PPN1111/ -
14. Nov Normal WPJ.04/KP.0903/201 Nihil 06/02/2015

5

S-
11- Pembetulan 01015440/PPN1111/ 297,413.00 ID
Nov Ke-1 WPJ.04/KP.0903/201 R
5

15. 12/03/2015

S-
16 12- Normal 01006951/PPN1111/
' Dec WPJ.04/KP.0903/201

5

Nihil 04/02/2015

S-
12- Pembetulan 01015443/PPN1111/ 289,023.00 ID
Dec Ke-1 WPJ.04/KP.0903/201 R
5

17. 12/03/2015

Tahun 2015

Tanggal

Masa Pembetulan BPS Nilai Pelaporan Lapor

S-
01-Jan Normal 01006950/PPN1111/ Nihil
WPJ.04/KP.0903/2015
S-

02-Feb Normal 01024212/PPN1111/
WPJ.04/KP.0903/2015
S-

03-Mar Normal 01029871/PPN1111/ Nihil
WPJ.04/KP.0903/2015
S-

04-Apr Normal 01029869/PPN1111/ Nihil
WPJ.04/KP.0903/2015

S-
Ezfr]\-betulan 01044531/PPN1111/ 224,432.00 Ig 14/2;/20
WPJ.04/KP.0903/2015

04/02/20
15

3,273,644.00 | | 17/04/20
DR 15

15/05/20
15

15/05/20
15

04-Apr
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s

05-May Normal 01041013/PPNLLLY | 3402086001 01/07/20
WPJ.04/KP.0903/2015
s

05-May qubetulan 01067677/PPN1111/ 466,580.00Ig 27/12/20
WPJ.30/KP.0803/2015
S

06-Jun Normal 0104g580/PPNLLLY | 1310000001 12/08/20
WPJ.04/KP.0903/2015

Bahwa PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000
pernah melakukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur
Pajak dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 15 Juli 2015 meminta nomor 30 faktur pajak diberikan
30 nomor faktur pajak.

b. Tanggal 15 Mei 2015 meminta nomor 30 faktur pajak diberikan
30 nomor faktur pajak.

C. Tanggal 6 Februari 2015 meminta nomor 30 faktur pajak
diberikan 30 nomor faktur pajak.

d. Tanggal 1 September 2014 meminta nomor 20 faktur pajak
diberikan 20 nomor faktur pajak.

e. Tanggal 18 Maret 2014 meminta nomor 10 faktur pajak
diberikan 10 nomor faktur pajak.

Bahwa ARIS SUDIRMAN tidak menjadi salah satu pengurus
perusahaan PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000 ;

Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, terdapat Wajib Pajak dengan nama PT MILKA
INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-016.000 yang terdaftar di KPP
Pratama Jakarta Cilandak sejak tanggal 16 Oktober 2012 dengan NPWP
03.259.327.9-016.000 ;

Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Cilandak, saat ini PT MILKA INDAH PERSADA NPWP
03.259.327.9-016.000 tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun pernah
dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 23 Oktober 2012 kemudian dicabut
pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Bahwa Dokumen yang disampaikan oleh PT MILKA INDAH PERSADA
untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan PKP

adalah:
a. Fotocopy Akta Pendirian PT MILKA INDAH PERSADA Nomor
250 tanggal 25 September 2012 notaris Netty Maria Machdar, SH;
b. Fotocopy Surat Kuasa
C. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan nomor

1586/1.824.1/X/2012;
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d. Fotokopi NPWP nomor 35.744.637.0-403.000 atas nama
GILANG ALDI PERMANA; fotocopy KTP atas nama GILANG ALDI
PERMANA NIK 3201011907800008; Fotocopy KTP atas nama USEP
PERMANA NIK 3201010505730008

e. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT MILKA
INDAH PERSADA nomor TDP 09.04.1.16.78259;
f. Fotokopi SIUP atas nama PT MILKA INDAH PERSADA nomor

08026-04/PM/P/1.824.271

Bahwa Daftar susunan pemegang saham dan pengurus PT MILKA
INDAH PERSADA, NPWP 03.259.327.9-016.000 sesuai dengan data akte
notaris Netty Maria Machdar, SH Nomor 250 tanggal 25 September 2012
yang ada di administrasi perpajakan KPP Pratama Jakarta Cilandak yaitu

sebagai berikut:

a. Pemegang saham
No Nama Jumlah Modal Persentase
Disetor
1 GILANG ALDI | Rp3.750.000.000, 75%
PERMANA -
2 USEP PERMANA Rp1.250.000.000, 25%
b. Pengurus
No Nama Jabatan
1 GILANG ALDI Direktur
PERMANA
2 USEP PERMANA Komisaris

direktur atau penanggungjawab Wajib Pajak tersebut adalah
GILANG ALDI PERMANA ;

Bahwa Surat kuasa yang disampaikan oleh PT MILKA INDAH PERSADA
pada saat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah surat kuasa
dari Direktur PT MILKA INDAH PERSADA yang bernama GILANG ALDI
PERMANA kepada ENDI ROHAENDI untuk menjadi kuasa perusahaan
dalam pengurusan NPWP PT MILKA INDAH PERSADA ;

Bahwa Dokumen kependudukan yang disampaikan oleh PT MILKA
INDAH PERSADA pada saat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
adalah:

a. Fotokopi KTP dan NPWP atas nama GILANG ALDI PERMANA

NIK 3201011907800008 selaku Direktur PT MILKA INDAH PERSADA;

b. Fotokopi KTP atas nama USEP PERMANA NIK

3201010505730008.

Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada pada

KPP Pratama Jakarta Cilandak, lokasi atau alamat kegiatan usaha waijib
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pajak tersebut adalah di Rukan Fatmwati Festival Blok C-4 Lantai 2, JI. RS
Fatmawati No. 50, Cilandak, Jakarta Selatan ;

Bahwa Hak dan kewajiban dari PT MILKA INDAH PERSADA yang telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu:

Hak Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak adalah:

a. Mengkreditkan Faktur Pajak Masukan atas transaksi pembelian
yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan

b. Berkonsultasi dengan Account Representative terkait dengan
peraturan setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak

Sedangkan Kewajibannya:

a. Menerbitkan Faktur Pajak Keluaran untuk setiap transaksi
penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
b. Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya

Bahwa Sesuai dengan berkas induk yang terdapat pada KPP Pratama
Jakarta Cilandak, data-data atau identitas yang dimiliki oleh PT MILKA INDAH
PERSADA NPWP. 03.259.327.9-016.000 dalam rangka mengajukan
permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan PKP adalah:

a. KTP dengan nomor identitas 3201011907800008, atas nama
GILANG ALDI PERMANA, alamat Lingkungan Harum Manis RT 05 RW
05 Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai
Direktur,

b. KTP dengan nomor identitas 3201010505730008, atas nama
USEP PERMANA, alamat Lingkungan Harum Manis RT 05 RW 05
Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai
Komisaris,

C. Salinan Akte nomor 250 tanggal 25 September 2012, yang
dikeluarkan oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH

d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor
1586/1.824.1/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada pada
KPP Pratama Jakarta Cilandak, kewaijban perpajakan yang telah
dilaksanakan oleh PT MILKA INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-
016.000 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2012
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Pembetul Nilai Tanggal
No. Masa BPS Jenis SPT Pelapor 99
an Lapor
an
S SPT Masa
1 11- Normal | Q1008431/PPH | SO0 Vasa 12 | 520201
Nov 2109/WPJ.04/ e 4,000 3
KP.0903/2013
S-
5 11- Normal | 01006430/PPN SPPPTN'V('E?]’" 643 | 5/2/201
Nov 1111/WPJ.04/ PPEM 2,000 3
KP.0903/2013
S_
11- 01006432/PPH | SPT Masa - 5/2/201
8 Nov | Nomal | o5nvpI.04/KP. | PPhPasal2s | N 3
0903/2013
b.  Tahun 2013
Nilai
Pembetula Pelapora | Tanggal
No. Masa n BPS Jenis SPT n Lapor
s-
1 1- Normal | 01013268/PPH gg; 2,":‘:; 124 | 5/3/201
Jan 2109/WPJ.04/K Wy, ,000 3
P.0903/2013
S-
5 1- Normal | 01013269/PPN SPPPTN'VC';?]’" 3,864 | 5/3/201
Jan 1111/WPJ.04/K PPnEM 450 3
P.0903/2013
S_
SPT Masa
1- 01013267/PPH o 5/3/201
3 Jan Normal 25/\WPJ.04/KP.0 Pthl;asal Nihil 3
903/2013
S_
= SPT Masa
2- 01022497/PPH 124 | 15.04-
4 Fel Normal | 57 0o/wPJ.04/K szhlfzfa' ,000 2013
P.0903/2013
S-
5 2- Normal | 01022498/PPN SPPPTN'VC'!ZT]’" 6,068 | 15-04-
Feb 1111/WPJ.04/K oPnEt 460 2013
P.0903/2013
S-
. 3- Normal | 01033365/pPH | SPTMasa 124 | 23-05-
Mar 2109/WPJ.04/K 1126 ,000 2013
P.0903/2013
S-
-y SPT Masa
3- 01033366/PPN 7,108 | 23-05-
7 Mar Normal | 3911 WpJ.0a/k pppp':']g;" ,890 2013
P.0903/2013
S-
oy SPT Masa
01047435/PPN - 29-07-
8 4-Apr Normal 1111/WPJ.04/K PPPPﬁgan Nihil 2013
P.0903/2013
S-
o 5- Normal | 01037570/pEN | SPT Masa 1,106 | 17-06-
May 1111/WPJ.04/K oot ,940 2013
P.0903/2013
S-
1 5. | Pembetula | 01040873/PPN SPPJN'VC'%?]’" 1,239 | 28-06-
May | nkKel | 1111/WPJ.04/K e 'Y 700 2013
P.0903/2013
S-
u 5- | Pembetuia | ol032872iPEN | SET Masa 210 | 4/6/201
May | nKe2 | 1111/WPJ.04/K b Wiy 539 4
P.0903/2014
S-
- SPT Masa
6- 01048216/PPN o 1/8/201
12 Jun Normal 1111/WP.J.04/K PPPP'\rIEI?/ln Nihil 3
P.0903/2013
S_
- SPT Masa
01052388/PPN 373 | 22-08-
13 7-ul | Normal 19409 vypg oajk PPPP'\:]S,E\"A" 016 2013
P.0903/2013
S-
" 7.3ul | Pembetula | 01052881/PPN SPPJN'V(';Sna 5035 | 27-08-
nkel | 1111/WPJ.04/K oot 122 2013
P.0903/2013
S-
15 ~3u | Pembetuia | o10s0037pPN | SPT Masa 2,294 | 20-09-
nke2 | 1111/WPJ.04/K PPEM 688 2013
P.0903/2013
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S_
S SPT Masa
8- 01060248/PPN 739 | 30-09-
16 aug | Mo gaanwesoak | RPN dan 306 2013
P.0903/2013
S
. o- Normal | 01066574/PPN SPPJN'\{';? 2,146 | 30-10-
Sep 1111/WPJ.04/K by 520 2013
P.0903/2013
S
15 9- | Pembetula | 01067469/PPN SPPPTN'V('ja:na 80 | 6/11/20
Sep | nKel | 1111/WPJ.04K o dar 685 13
P.0903/2013
S
1 10- | \omar | 01067468/PPN SPPJN'\’:;& 316 | 6/11/20
oct 1111/WPJ.04/K o S ,090 13
P.0903/2013
S
20 10- | Pembetula | 01067616/PPN | Si M2 316 | 7/11/20
oct | nKel | 1111/WPJ.04/K o dar ,090 13
P.0903/2013
S
0 10- | Pembetula | 01072758/PPN SPPPTN'VC';?]& 1613 | 27-11-
Oct | nKe2 | 1111/WPJ.04/K i ! 590 2013
P.0903/2013
S_
S SPT Masa
11- 01079415/PPN 2262 | 27-12-
22 Nov | Normal 1319 wp).0aK PPPP'\r']ng” 500 2013
P.0903/2013
S
- 12- | oo | 01006000/PPN SPPPTN'VC'%T]’" 3,159 | 3/2/201
Dec 1111/WPJ.04/K o dar 230 4
P.0903/2014
C. Tahun 2014
Nilai
No. Masa Remgefll BPS Jenis SPT Pelapora Tanggal
an n Lapor
S SPT Masa
1 01018100/PPN . 21-03-
1 gan | Nomal 110 wpg o4k F;,PP’\:IS,\""A" Nifil 2014
P.0903/2014
S_
T SPT Masa
2: 01018101/PPN . 21-03-
2 Feb | Nomal | 99990 0alk ';Ppﬂg:‘/l" Nihil 2014
P.0903/2014
S_
S SPT Masa
2- Pembetul | 01019755/PPN 2,51
8 Feb | anKe-l | 1111/WPJ.04/K 'TDPP’\:]S&" 5000 | 3/4/2014
P.0903/2014
S-
by SPT Masa
3 01032694/PPN 143
4 Mar | Nomal 191 wpa .04k PF,PP’\I‘EE" 9,000 | 2/6/2014
P.0903/2014
S
5 3- | Pembewl | 01035714/ppN | SATM3sa 51 | 17-06-
Mar | anKe-l | 1111/WPJ.04/K o dar 5,500 2014
P.0903/2014
S_
oy SPT Masa
01032696/PPN 1,40
6 4-Apr Normal 1111/WPJ.04/K F;:)Ppl\:lg'\aﬂn 3.990 2/6/2014
P.0903/2014
S
. anor | Pembetul | 01035715pPN | SET Masa 1,42 | 17-06-
Pl | “anKe-l | 1111/WPJ.04/K i My 8,500 2014
P.0903/2014

Berdasarkan data tersebut di atas, Wajib Pajak tidak patuh dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak tidak pernah
melaporkan SPT Tahunan PPh Badan selama tahun 2012 sampai
dengan 2014, bahkan untuk tahun pajak 2015 sampai sekarang
Wajib Pajak belum pernah melakukan pelaporan SPT baik SPT

Masa maupun SPT Tahunan ;
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- Bahwa PT MILKA INDAH PERSADA NPWP 03.259.327.9-016.000
pernah melakukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur
Pajak dengan perincian sebagai berikut:
a. Tanggal 21 Maret 2014 meminta nomor 50 faktur pajak
diberikan 50 nomor faktur pajak.
b. Tanggal 2 Desember 2013 meminta nomor 100 faktur pajak
diberikan 75 nomor faktur pajak.
C. Tanggal 1 Agustus 2013 meminta nomor 75 faktur pajak
diberikan 75 nomor faktur pajak.
- Bahwa benar ARIS SUDIRMAN tidak menjadi salah satu pengurus
perusahaan PT MILKA INDAH PERSADA, NPWP: 03.259.327.9-016.000.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Ir. M. HASYIR THAHA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan Tersangka ARIS SUDIRMAN ;
- Bahwa PT.THAHA ENGINEERING GROUP, NPWP: 02.635.858.0-
645.001 pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT PANCA INPORA
BERSAMA dengan rincian sebagai berikut:

No Nama NPWP No Faktur Tanggal DPP PPN
1 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 03/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579972 403.750.000 40.375.000
BERSAMA
2 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 06/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579974 394.750.000 39.475.000
BERSAMA
3 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 07/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579975 377.750.000 37.775.000
BERSAMA
4 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 10/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579979 423.347.300 42.334.730
BERSAMA
5 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 11/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579980 240.500.000 24.050.000
BERSAMA
6 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 15/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579983 350.848.640 35.084.864
BERSAMA
7 | PTPANCA 03.259.319. | 010.001- 17/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579984 369.500.000 36.950.000
BERSAMA
8 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 18/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579985 368.750.000 36.875.000
BERSAMA
9 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 21/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579988 383.750.000 38.375.000
BERSAMA
10 | PT PANCA 03.259.319. | 010.001- 24/02/2014
INPORA 6-016.000 14.06579990 285.250.000 28.525.000
BERSAMA
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11 [ PTPANCA | 03.259.319. | 010.001- 06/01/2014
INPORA 6-016.000 | 14.06579957 271.000.000 | 27.100.000
BERSAMA

12 [ PTPANCA | 03.259.319. | 010.001- 07/01/2014
INPORA 6-016.000 | 14.06579958 324.750.000 | 32.475.000
BERSAMA
13 | PTPANCA | 03.259.319. | 010.001- 09/01/2014
INPORA 6-016.000 | 14.06579959 164.250.000 | 16.425.000
BERSAMA
14 | PTPANCA | 03.259.319. | 010.001- 11/01/2014
INPORA 6-016.000 | 14.06579960 371.000.000 | 37.100.000
BERSAMA
15 | PTPANCA | 03.259.319. | 010.001- 13/01/2014
INPORA 6-016.000 | 14.06579961 375.000.000 | 37.500.000
BERSAMA
Bahwa PT.THAHA ENGINEERING GROUP, NPWP: 02.635.858.0-

645.001 tidak pernah bertransaksi dengan PT PANCA INPORA BERSAMA
NPWP 03.259.319.6-016.000 sesuai dengan Faktur Pajak tersebut diatas.
PT.THAHA ENGINEERING GROUP, NPWP: 02.635.858.0-645.001 tidak
pernah membeli barang atau jasa dari PT PANCA INPORA BERSAMA,
hanya mengkreditkan Faktur Pajak atas nama PT PANCA INPORA
BERSAMA ;

Bahwa Nilai pembayaran untuk memperoleh faktur pajak PT PANCA
INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000 adalah sebesar 20% dari
nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak PT PANCA INPORA BERSAMA
NPWP 03.259.319.6-016.000 ;

Bahwa Saksi tidak mengenal SUHENDAR LASMANA sebagai direktur
PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP 03.259.319.6-016.000 ;

Bahwa PT.THAHA ENGINEERING GROUP, NPWP: 02.635.858.0-
645.001 sudah melakukan pembetulan SPT masa PPN masa Januari sd
Desember 2014. pembetulan tersebut sesuai dengan berita acara yang
dibuat dihadapan satgas TBTS Kanwil DJP Jawa Timur Il dan ditanda
tangani oleh sdr MOCHTAR THAHA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi HENDRA KUSVIANDY alias HENDRA, di bawah Sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa PT.HANDAL KARYA ABADI, NPWP: 21.117.042.8-432.000
pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT PANCA INPORA BERSAMA pada
tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:
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No Nama NPWP No Faktur | Tanggal DPP PPN
1| PTPANCA | 03.259.319. | 010.001- 06/01/2014 | 329.600.000 32.960.000
INPORA 6-016.000 14.06579
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BERSAMA 962
2 | PTPANCA | 03.259.319. | 010.001- 08/01/2014 | 311.750.000 31.175.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 963
3 | PT PANCA | 03.259.319. | 010.001- 10/01/2014 | 299.150.000 29.915.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 964
4 | PT PANCA | 03.259.319. | 010.001- 11/02/2014 | 312.600.000 31.260.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 965
5| PT PANCA | 03.259.319. | 010.001- 14/01/2014 | 306.800.000 30.680.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 966
6 | PT PANCA | 03.259.319. | 010.001- 17/01/2014 | 291.900.000 29.190.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 967
7 | PT PANCA | 03.259.319. | 010.001- 20/01/2014 | 302.200.000 30.220.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 968
8 | PT PANCA | 03.259.319. | 010.001- 20/02/2014 | 227.000.000 22.700.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 969
9 | PT PANCA | 03.259.319. | 010.001- 25/02/2014 | 212.500.000 21.250.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 970
10 | PT PANCA | 03.259.319. | 010.001- 28/02/2014 | 206.500.000 20.650.000
INPORA 6-016.000 14.06579
BERSAMA 971
Jumlah | 2.800.000.000 280.000.000

- Bahwa PT.HANDAL KARYA ABADI, NPWP: 21.117.042.8-432.000 tidak
pernah bertransaksi dengan PT PANCA INPORA BERSAMA, sehingga tidak
ada pengiriman barang maupun jasa yang terjadi;

- Bahwa PT.HANDAL KARYA ABADI, NPWP: 21.117.042.8-432.000
pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT MILKA INDAH PERSADA pada
tahun 2014;

- Bahwa Proses perolehan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT MILKA
INDAH PERSADA juga sama dengan PT PANCA INPORA BERSAMA, faktur
pajak tersebut saya peroleh dari Muhammad Ikhwan dengan membayar 25%
dari nilai PPN ;

- Bahwa Saksi mengenal Muhammad lkhwan karena dulu sama-sama
bekerja di PT SETIA MAKMUR CEMERLANG;

- Bahwa PT HANDAL KARYA ABADI telah melakukan pembetulan atas
pengkreditan faktur pajak tersebut dan PT HANDAL KARYA ABADI juga telah
mengikuti program Tax Amnesty dengan surat keterangan nomor KEP-
765/PP/WPJ.33/2017 tanggal 5 Januari 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ERIEK TRIWIJAYANTO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:
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- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai
saksi sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
yang dilakukan oleh Terdakwa ARIS SUDIRMAN melalui PT KARYA INTI
PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000, PT PANCA INPORA BERSAMA,
NPWP 03.259.319.6-016.000, dan PT. MILKA INDAH PERSADA, NPWP
03.259.327.9-016.000 ;

- Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Kebayoran Lama, PT PLAMMEKA TEKNIK UTAMA NPWP
21.068.711.7-013.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
sejak tanggal 20 Januari 2009 dengan NPWP 21.068.711.7-013.000 dengan
klasifikasi Lapangan Usaha 410195 Kontruksi Gedung Lainnya. Penanggung
jawab Wajib Pajak adalah YUSUF BIN NATAMIJAYA, NPWP 17.616.108.1-
035.000 sebagai Direktur Alamat Wajib Pajak adalah di JI. Raya Kebayoran
Lama No.16-E RT.004 RW.001 Kebayoran Lama Jakarta Selatan DKI
Jakarta;

- Bahwa berdasarkan data profil SIDJP pemegang saham dan susunan
PT PLAMMEKA TEKNIK UTAMA NPWP 21.068.711.7-013.000 adalah
sebagai berikut:

a. Pemegang saham
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No Nama Jumlah Perse
Modal n
Disetor

1 YUSUF 792.780.0 | 60%
NATAMIYAYA 00
NPWP
17.616.108.1-
035.000

2 RIKI INDRA | 528.520.0 | 40%
KUSUMA 00
NPWP
88.900.591.4-
035.000

b. Pengurus

No Nama Jabatan

1 YUSUF Direktur
NATAMIYAYA Utama
NPWP
17.616.108.1-
035.000

2 RIKI INDRA | Wakil Direktur
KUSUMA
NPWP
88.900.591.4-
035.000
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- Bahwa Berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada
pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, kewaijban perpajakan yang
oleh PT PLAMMEKA TEKNIK UTAMA NPWP
21.068.711.7-013.000 Masa Pajak Januari s/d Desember 2013 dan Masa

telah dilaksanakan

Disclaimer

Pajak Januari s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tahun 2013
No. | Masa | Tahun | Pembetula BPS Nilai Tanggal | Tanggal | Asal
n Pelaporan Lapor Bayar
7-Jul | 2013 Normal S- (1,078,374,00 | 29-08- 15-03- ESPT
01099383/PPN1 | )IDR 2013 2013
111/WPJ.04/KP.
0603/2013
8- 2013 Normal S- (17,014,708,0 | 19-09- ESPT
Aug 011107021/PPN1 | ) IDR 2013
111/WPJ.04/KP.
0603/2013
9- 2013 Normal S- (17,014,708,0 | 22-10- ESPT
Sep 01120655/PPN1 | ) IDR 2013
111/WPJ.04/KP.
0603/2013
10- 2013 Normal S- 1,468,920,00 28-11- 28-11- ESPT
Oct 01134150/PPN1 | IDR 2013 2013
111/WPJ.04/KP.
0603/2013
11- 2013 Normal S- 400,739,99 24-12- 19-12- ESPT
Nov 01144989/PPN1 | IDR 2013 2013
111/WPJ.20/KP.
0603/2013
12- 2013 Normal S- 4,179,625,00 13-02- 13-02- ESPT
Dec 01013025/PPN1 IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0603/2014
Tahun 2014
No | Masa | Tahun | Pembetulan BPS Nilai Pelaporan | Tanggal | Tanggal | Asal
Lapor Bayar
1- 2014 | Normal S- (13,899,530,00 | 5/3/2014 ESPT
Jan 01022651/PPN1 | ) IDR
111/WPJ.20/KP.
0603/2014
2- 2014 | Normal S- 4,927,308,00 29-04- 27-04- ESPT
Feb 01044983/PPN1 | IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0603/2014
3- 2014 | Normal S- 9,362,471,00 22-05- 21-05- ESPT
Mar 01055185/PPN1 | IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0603/2014
4-Apr | 2014 | Normal S- (13,008,813,00 | 14-05- ESPT
01050068/PPN1 | ) IDR 2014
111/WPJ.20/KP.
0603/2014
5- 2014 | Normal S- 12,300,231,00 26-09- 26-09- ESPT
May 01101171/PPN1 | IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0603/2014
6- 2014 | Normal S- 11,500,894,00 | 26-09- 26-09- ESPT
Jun 01101173/PPN1 | IDR 2014 2014
111/WPJ.20/KP.
0603/2014
7-Jul | 2014 Normal S- (8,741,165,00) 26-09- ESPT
01101175/PPN1 | IDR 2014
111/WPJ.20/KP.
0603/2014
8- 2014 | Normal S- (14,261,152,00 | 26-09- ESPT
Aug 01101177/PPN1 | ) IDR 2014
111/WPJ.20/KP.

Halaman 68 dari 159 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0603/2014
9 9- 2014 Normal Sq (16,053,375,00 | 22-04- ESPT
Sep 01047336/PPN1 | ) IDR 2015
111/WPJ.20/KP.
0603/2015
10 | 10- 2014 Normal S- 11,813,501,00 22-04- ESPT
Oct 01047437/PPN1 | IDR 2015
111/WPJ.20/KP.
0603/2015
11 | 11- 2014 Normal S- (13,159,673,00 | 22-04- ESPT
Nov 01047339/PPN1 | ) IDR 2015
111/WPJ.20/KP.
0603/2015
12 | 12- 2014 Normal S- 10,987,891,00 23-04- ESPT
Dec 01047638/PPN1 | IDR 2015
111/WPJ.20/KP.
0603/2015

- Bahwa PT PLAMMEKA TEKNIK UTAMA NPWP 21.068.711.7-013.000
pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT KARYA INTI PERSADA NPWP
66.209.153.7-016.000 dengan rincian sebagai berikut:

No
No Nama NPWP Faktur Tanggal DPP PPN
PT KARYA | 66.209.1 | 010.003- 07/10/2014 | 224.727.280 | 22.472.
INTI 53.7- 14.07408 728

1 PERSADA 016.000 | 933
PT KARYA | 66.209.1 | 010.003- 13/10/2014 | 378.123.590 | 37.812.
INTI 53.7- 14.07408 359

2 PERSADA 016.000 | 933

- Bahwa PT PLAMMEKA TEKNIK UTAMA NPWP 21.068.711.7-013.000
pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT MILKA INDAH PERSADA NPWP
03.259.327.9-016.000dengan rincian sebagai berikut:

No
No Nama NPWP | Faktur | Tanggal DPP PPN
03.259 | 01090 | 15-Jul-13 | 267,006,5 | 26,700
PT MILKA | .327.9- | 11309 93 ,659
INDAH 016.00 | 44725
1 PERSADA | 0 5

- Bahwa PT PLAMMEKA TEKNIK UTAMA NPWP 21.068.711.7-013.000
belum melakukan pembetulan SPT Masa PPN terkait faktur pajak masukan
dari PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000, PT
PLAMMEKA TEKNIK UTAMA NPWP 21.068.711.7-013.000 mengikuti
program pengampunan pajak (tax amnesty);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi EKA PUTRIYANA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan keterangan
saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan
sampai saat ini ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai
saksi sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
yang dilakukan oleh Terdakwa ARIS SUDIRMAN melalui PT KARYA INTI
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PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000, PT PANCA INPORA BERSAMA,
NPWP 03.259.319.6-016.000, dan PT. MILKA INDAH PERSADA, NPWP
03.259.327.9-016.000 ;

- Bahwa Berdasarkan administrasi perpajakan yang ada pada KPP
Pratama Jakarta Kebayoran Lama, PT SEMIOTICA INDONESIA NPWP
03.027.792.5-016.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak sejak
tanggal 06 maret 2012dengan NPWP 03.027.792.5-016.000 dengan
klasifikasi Lapangan Usaha 82302 Jasa Event Organizer. Penanggung jawab
Wajib Pajak adalah DANIEL IRWANSYAH NPWP 68.955.263.6-009.000
sebagai Direktur Alamat Wajib Pajak adalah Perkantoran Blok C/12 JI. RS.
Fatmawati No 15 RT 002 RW 001 Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta;

- Bahwa berdasarkan data profil SIDJP pemegang saham dan susunan
PT SEMIOTICA INDONESIA NPWP 03.027.792.5-016.000 adalah sebagai

berikut:
a. Pemegang saham
No Nama Jumlah Persen
Modal
Disetor
1 SUSILOWATI 173.400.00 | 34%
NPWP 0
49.658.440.0-
013.000
2 AYU 68.300.000 | 13,392
2%
3 DANIEL 268.300.00 | 52.607
IRWANSYAH 0 8%
NPWP
68.955.263.6-
009.000
b. Pengurus
No Nama Jabatan
1 SUSILOWATI Komisaris
NPWP
49.658.440.0-
013.000
2 AYU Komisaris
3 DANIEL Direktur
IRWANSYAH
NPWP
68.955.263.6-
009.000

- Bahwa Berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada
pada KPP Pratama Jakarta CilandaK, kewaijban perpajakan yang telah
dilaksanakan oleh PT SEMIOTICA INDONESIA NPWP 03.027.792.5-016.000

Masa Pajak Januari s/d Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tahun 2013
No. | Masa | Tahun | Pembetula BPS Nilai Tanggal Tanggal Asal
n Pelaporan Lapor Bayar
1 1- 2015 Normal S- (102,311, 17-02- ESPT
Jan 01009471/PPN1 | 436,00) 2015
111/WPJ.04/KP. IDR
0903/2015
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2 1- 2015 Pembetula | S- (25,811, 6/11/2015 ESPT
Jan n Ke-1 01069591/PPN1 | 436,00)
111/WPJ.30/KP. IDR
0803/2015
3 2- 2015 Normal S- (90,660,1 | 12/3/2015 ESPT
Feb 010153071/PPNL1 | 36,00)
111/WPJ.04/KP. IDR
0903/2015
4 2- 2015 Pembetula | S- (14,160,1 | 6/11/2015 ESPT
Feb n Ke-1 01069592/PPN1 | 36,00)
111/WPJ.30/KP. IDR
0803/2015
5 3- 2015 Normal S- 162,870,9 | 14-04- 9/4/2015 | ESPT
Mar 01022185/PPN1 | 10,00 IDR | 20145
111/WPJ.04/KP.
0903/2015
6 3- 2015 Pembetula | S- 239,370,9 | 6/11/2015 | 29-10- ESPT
Mar n Ke-1 01069593/PPN1 | 10,00 IDR 2015
111/WPJ.30/KP.
0803/2015
7 4-Apr | 2015 Normal S- (18,180,4 | 20-05- ESPT
01032250/PPN1 | 53.00) 2015
111/WPJ.04/KP. IDR
0903/2015
8 4-Apr | 2015 Pembetula | S- (33,089,5 | 6/8/2015 ESPT
n Ke-1 01047425/PPN1 | 43.00)
111/WPJ.04/KP. IDR
0903/2015
9 5- 2015 Normal S- (164,545, 10/6/2015 ESPT
May 01035405/PPN1 | 7
111/WPJ.04/KP. 98.00)
0903/2015 IDR
10 | 5- 2015 Pembetula | S- (166,195, 18-09- ESPT
May n Ke-1 01058731/PPN1 | 7 2015
111/WPJ.04/KP. 97.00)
0903/2015 IDR
11 | 6- 2015 Normal S- 308,497,5 | 29-09- 28-09- ESPT
Jun 01065254/PPN1 | 75.00 IDR | 2016 2016
111/WPJ.30/KP.
0803/2015
12 | 7-dul | 2015 Normal S- 33,852,22 | 21-10- ESPT

01066755/PPN1 5,00 IDR 2015
111/WPJ.30/KP.
0803/2015

13 | 7-Jul | 2015 Pembetula | S- Nihil 6/11/2015 | 21-10- ESPT
n Ke-1 01069590/PPN1 2015
111/WPJ.30/KP.
0803/2015

14 | 8- 2015 Normal S- (4,152,95 21-10- ESPT
Aug 01066756/PPN1 0.00) IDR 2015
111/WPJ.30/KP.
0803/2015

15 9- 2015 Normal S- 22,294,90 | 21-10- 21-10- ESPT
Sep 01066757/PPN1 0.00 IDR 2015 2015
111/WPJ.30/KP.
0803/2015

16 10- 2015 Normal S- 15,901,46 | 6/11/2015 4/11/201 ESPT
Oct 01069589/PPN1 3,00 IDR 5
111/WPJ.30/KP.
0803/2015

17 11- 2015 Normal S- 11,895,81 | 10/12/201 4/12/201 ESPT
Nov 01077449/PPN1 3.00 IDR 5 5
111/WPJ.30/KP.
0803/2015

18 12- 2015 Normal S- (42,900,0 13-01- ESPT
Dec 01002101/PPN1 0) IDR 2016
111/WPJ.30/KP.
0803/2016
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- Bahwa PT SEMIOTICA INDONESIA NPWP 03.027.792.5-016.000
pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT KARYA INTI PERSADA NPWP
66.209.153.7-016.000 dengan rincian sebagai berikut:

No
No Nama NPWP Faktur Tanggal DPP PPN
PT KARYA | 66.209.1 | 010.002- | 22/05/2015 | 39.177.273 3.917.7
INTI 53.7- 15.28160 27

1 PERSADA 016.000 | 475
PT KARYA | 66.209.1 | 010.002- | 22/05/2015 | 63.636/364 6.3636.
INTI 53.7- 15.28160 636

2 PERSADA 016.000 | 476

- Bahwa PT SEMIOTICA INDONESIA NPWP 03.027.792.5-016.000
belum melakukan pembetulan SPT Masa PPN terkait faktur pajak masukan
dari PT KARYA INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000;
- Bahwa PT SEMIOTICA INDONESIA NPWP 03.027.792.5-016.000
mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Wahyudi,
Ak., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Perpajakan dan pendapat Ahli
yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih Ahli pertahankan sampai
saat ini ;
- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini
yaitu :
a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 28 tahun 2007. (UU KUP)
b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 38 tahun 2000. (UU PPh)
c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 tahun 2000. (UU PPN)
d. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
tahun 1994. (UU PBB)
e. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000. (UU PPHTB)
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f. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.
(UU Bea Materai)
g. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 19 Th 2000. (UU Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa)
h. Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak
atas konsumsi di dalam Daerah Pabean Indonesia, baik konsumsi barang
maupun konsumsi jasa. Konsumsi barang dan jasa dapat dilakukan oleh
orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud, yang
menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak
bergerak dan barang tidak berwujud ( Pasal 1 angka 2 UU PPN).
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak adalah barang
sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN
(Pasal 1 angk 3 UU PPN).
- Bahwa yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu
barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,
termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan
atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1
angka 5 UU PPN).
- Bahwa yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak adalah jasa
sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN
(Pasal 1 angka 6 UU PPN).
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha adalah orang pribadi atau
badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 anga
14 UU PPN).
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan
atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya.
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- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya.

- Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur
produksi dan distribusi dan tarip PPN adalah 10%, sedangkan untuk ekspor
BKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN).

- Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,
Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keptusan
Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang
terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).

- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP
yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 1 angka 23
UU PPN).

- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan
formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam
Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 42 Tahun
2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak
dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara

materiil.

- Bahwa Faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila
diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 42
Tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan
keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling

sedikit memuat :

a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
C. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian,

dan potongan harga.

d. PPN yang dipungut.
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
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g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur
Pajak.

- Bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi

keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP
dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP. Artinya persyaratan material dari
suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum
dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang
sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan.

- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek
pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 10 UU
KUP).

- Bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang
digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran PPN untuk masa yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo.
Keputusan Menteri Keuangan No0.534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat
Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang harus dilampirkan).

- Bahwa modus operandi terkait pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan
adalah dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak
Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke
Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh
restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar).
Yang paling berbahaya adalah bahwa SPT Masa yang seharusnya dilaporkan
kurang bayar, justru dilaporkan menjadi lebih bayar melalui rekayasa tersebut.

- Bahwa ketentuan pasal pidana di bidang perpajakan yang berlaku di
Indonesia yaitu diatur dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A UU KUP.

- Bahwa ketentuan pasal 39A menyatakan bahwa “Setiap orang yang
dengan sengaja : a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan
faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam
faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti

setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur
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pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak.”
- Bahwa ketentuan pasal 43 menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa,
pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang
turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan ;
- Bahwa benar menurut pengetahuan ahli perbuatan terdakwa ARIS
SUDIRMAN tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu cara unsur
kesengajaan untuk menguasai dan memanfaatkan perusahaan yang telah
didirikan atau dibuat guna menerbitkan Faktur Pajak TBTS dimana terdakwa
ARIS SUDIRMAN tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkan
NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas perusahaan tersebut.
Perbuatan tersangka tersebut merupakan salah satu modus operandi yang
sering dilakukan untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan
Transaksi Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS), modus operandi tersebut
merupakan modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak dengan
mendirikan beberapa perusahaan-perusahaan dengan menggunakan
identitas pengurus dan pemegang saham serta alamat yang tidak benar,
kemudian :

- Menguasai dan memanfaatkan perusahaan tersebut

-Meminta untuk mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- Membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai

penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan

didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak

terdaftar, dan yang bersangkutan tidak memiliki hak dan kewenangan

atas perusahaan tersebut

- Perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat

Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual

Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib

Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu

dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan para saksi adalah
benar maka perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menerbitkan
faktur pajak, dan/atau menyampaikan surat pemberitahuan masa Pajak

Pertambahan Nilai dari suatu perusahaan dimana seseorang atau
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sekelompok orang itu bukan merupakan pemilik/pemegang saham dan atau
pengurus dari perusahaan penerbit faktur pajak tersebut adalah tindak
pidana di bidang perpajakan. Atas peristiwa ini, masing-masing diancam
sesuai ketentuan pidana di bidang perpajakan sebagai berikut:
-dengan sengaja_menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak,
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan / atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,
dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak
dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam
faktur pajak.”
- Pasal 39 ayat (1) huruf b KUP vyaitu “Menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak “sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara.dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar”

Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan diketahui bahwa perusahaan
pengguna Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa ARIS SUDIRMAN
melalui PT KARYA INTI PERSADA, PT PANCA INPORA BERSAMA dan PT
MILKA INDAH PERSADA dalam kurun waktu 2013 sd 2014 hanya
melakukan pembayaran sebesar 25% sd 50% dari nilai PPN yang tercantum
dalam Faktur Pajak serta tidak terdapat penyerahan barang/jasa atas
transaksi tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan tersebut, maka perbuatan
Terdakwa ARIS SUDIRMAN merupakan salah satu tindak pidana di bidang
perpajakan karena yang bersangkutan dalam melakukan transaksi jual bel
sebagaimana disyaratkan dalam UU Perpajakan yakni tidak memenuhi
keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13, Pasal 1 angka
4, dan Pasal 1A UU PPN dengan indikator-indikatornya yang tidak harus
bersifat kumulatif, seperti:

a. Pihak Penjual bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Syarat transaksi jual beli adanya pihak penjual dan pihak pembeli yang
keduanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
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b. Tidak ada “transfer barang/jasa” dari PKP Penjual kepada PKP
Pembeli.

Syarat transaksi jual beli adanya Barang atau Jasa yang dimiliki Penjual
yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan
merupakan jenis barang atau jasa yang dikenakan PPN (Barang Kena
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang kemudian BKP/JKP
tersebut diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli, dalam bahasa lain:
adanya “transfer barang” dari PKP Penjual kepada PKP Pembeli.

C. Tidak ada pembayaran atas harga barang/jasa dan PPN 10%-
nya dari Pembeli kepada Penjual, dalam bahasa lain: tidak “pembayaran
uang” dari PKP Pembeli kepada PKP Penjual.

Syarat transaksi jual beli adanya pembayaran atas harga barang/jasa
dan PPN 10%-nya dari Pembeli kepada Penjual, dalam bahasa lain:
adanya “pembayaran uang” dari PKP Pembeli kepada PKP Penjual

d. Identitas PKP pemilik barang yang menjual tidak sama dengan
identitas PKP Penerbit Faktur Pajak, dan/atau identitas PKP yang
menerima barang dan kemudian membayar tidak sama dengan identitas
PKP Pembeli dalam Faktur Pajaknya

Dalam hal ini identitas PKP pemilik barang yang menjual harus sama
dengan identitas PKP Penerbit Faktur Pajak, dan identitas PKP yang
menerima barang dan kemudian membayar yang harus sama dengan
identitas PKP Pembeli dalam Faktur Pajaknya.

Adapun pasal yang dapat disangkakan kepada yang bersangkutan yakni
menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan / atau bukti setoran
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagai
mana diatur dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009,dan atau “menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak” sebagaimana
diatur dalam Pasal 39 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,
sehingga Faktur Pajak yang diterbitkannya adalah tidak sah ;

Bahwa seperti telah Saya sampaikan, bahwa pemerintah kehilangan

pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam FP tidak sah maka
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nilai kerugian pada pendapatan negara dihitung sesuai dengan jumlah
PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah. Untuk mendapatkan
jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah tersebut dapat
dilakukan dengan:
- Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan
diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau
- Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP)

Bahwa terkait dengan pembetulan SPT yang telah dilakukan oleh
pengguna Faktur TBTS dan pengguna Faktur Pajak yang telah mengikuti
program Tax Amnesty, tidak akan mempengaruhi perbuatan hukum yang
telah dilakukan oleh Penerbit TBTS dan dampak hukum yang timbul atas
perbuatan hukum atas penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut ;

Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat penjualan faktur pajak
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh
Terdakwa ARIS SUDIRMAN melalui PT KARYA INTI PERSADA, PT PANCA
INPORA BERSAMA dan PT MILKA INDAH PERSADA dalam kurun waktu
2013 sd 2014 sesuai Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
adalah sebesar nilai faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa ARIS
SUDIRMAN sebesar Rp Rp 2.936.516.050,- (dua milyar Sembilan ratus tiga
puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima puluh rupiah) atau sejumlah
nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diperjual belikan
yang kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengguna.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan
didepan penyidik Pajak dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam kasus tindak
pidana perpajakan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang PT PANCA INPORA BERSAMA
NPWP 03.259.319.6-016.000, PT MILKA INDAH PERSADA, dan PT KARYA
INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000. Seingat terdakwa kalau
pengurusnya menggunakan nama IWAN LASTIAN kemungkinan yang
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menyuruh adalah Saudara ENDANG SUPRIATNA dan yang disuruh adalah
Sdr ENDI ROHAENDI ;

- Bahwa terdakwa menghubungi ENDI dan tahu bahwa ENDI bisa
membantu pengurusan akte pendirian perusahaan lebih cepat tanpa harus
menghadapkan pengurus ke notaris dan tanpa bukti setoran modal. Setahu
terdakwa ENDI menggunakan biro jasa ROSIDAH dan jasa Notaris yang
bernama NETTY yang kantornya di Jl. Kunir, Kota, Jakarta Utara. Selain itu
tersangka juga sering menyuruh sdr ENDI ROHAENDI untuk mengurus akta
pendirian perusahaan atau ke Kantor Pajak mengurus NPWP dan PKP ;

- Bahwa seingat terdakwa 2 (dua) kali dan tidak ingat lagi nama
perusahaannya. Terdakwa meminta tolong ENDI itu sekitar tahun 2017.
Biayanya 3 juta rupiah untuk 2 akte tersebut. Pada waktu pembuatan itu
terdakwa menggunakan fotokopi KTP yang diperoleh dari ENDANG
SUPRIYATNA, adik terdakwa. Selain itu, terdakwa pernah beberapa kali
meminta tolong ENDI ROHAENDI untuk mengurus akte perusahaan yang
disuruh oleh Almarhun ENDANG ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pengurus dari PT PANCA INPORA
BERSAMA. terdakwa juga tidak mengenal SUHENDAR LASMANA NIK
3204251205750093 dan DENNY SAPUTRA NIK 32031523078006574 yang
dijadikan pengurus PT PANCA INPORA BERSAMA ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pengurus dari PT KARYA INTI
PERSADA, terdakwa tidak mengenal DAMAN SAPUTRA NIK
3201011903700008 dan IWAN LASTIAN NIK 3603340705690023 yang
dijadikan pengurus PT KARYA INTI PERSADA ;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal GILANG ALDI PERMANA dan USEP
PERMANA, Pengurus PT MILKA INDAH PERSADA. Terdakwa tahunya orang
yang bernama ASEP PERMANA yang merupakan adik terdakwa yang
beralamat di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang turut serta dan berperan
dalam transaksi jual beli Faktur Pajak PT PANCA INPORA BERSAMA dan PT
KARYA INTI PERSADA kepada para pengguna Faktur Pajak tersebut diatas
yang telah ditunjukkan, namun pada saat itu yang lebih tahu tentang komputer
adalah saudara JAJANG dan saudara ENDANG SUPRIATNA, sehingga
mereka berdua berperan aktif dalam transaksi jual beli Faktur Pajak tersebut
kepada para pengguna Faktur Pajak ;

- Bahwa setahu terdakwa saat itu yang lebih tahu tentang komputer adalah
saudara JAJANG dan saudara ENDANG SUPRIATNA, sehingga mereka
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berdua berperan aktif dalam transaksi jual beli Faktur Pajak tersebut kepada
para pengguna Faktur Pajak ;

Bahwa terdakwa kenal dengan sdr NURSYAHBANA alias CACAY,
terdakwa pernah bertemu sebanyak dua kali dalam rentang waktu sebulan
atau dua bulan, untuk pertemuan yang pertama terdakwa bertemu di daerah
Gramedia matraman, di halte busway depan Gramedia. Untuk pertemuan
yang kedua terdakwa bertemu di daerah Bendungan Hilir dekat dengan
lapangan bola. Kedua pertemuan itu dalam rangka untuk menyampaikan
dokumen Fotocopy PKP yang terdakwa miliki. Terdakwa memberikan
dokumen tersebut dengan imbalan sebesar 2-3 jutaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:
No. Nama Barang Bukti Disita dari
1. Fotokopi SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 atas nama PT | Winarti
BITOP JAYA ABADI
2. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Mei 2014 atas | Winarti
nama PT BITOP JAYA ABADI
3. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Mei 2014 atas | Winarti
nama PT BITOP JAYA ABADI
4. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 3 Masa Mei 2014 atas | Winarti
nama PT BITOP JAYA ABADI
5. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 4 Masa Mei 2014 atas | Winarti
nama PT BITOP JAYA ABADI
6. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Januari 2014 dari S| | Ade M
DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
7. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Januari 2014 | Ade M
dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
8. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Februari 2014 dari Sl | Ade M
DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
9. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Maret 2014 dari SI DJP | Ade M
atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
10. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Maret 2014 | Ade M
dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
11. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa April 2014 dari SI DJP | Ade M
atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
12. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa April 2014 | Ade M
dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
13. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) Masa April 2014 | Ade M
dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
14. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Mei 2014 dari SI DJP | Ade M
atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
15. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Mei 2014 dari | Ade M
S| DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
16. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) Masa Mei 2014 dari | Ade M
S| DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
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17. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-3) Masa Mei 2014 dari | Ade M
S| DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
18. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-4) Masa Mei 2014 | Ade M
dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
19. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juni 2014 dari SI DJP | Ade M
atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
20. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Juni 2014 dari | Ade M
S| DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
21. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juli 2014 dari SI DJP | Ade M
atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
22. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Juli 2014 dari | Ade M
S| DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
23. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Agustus 2014 dari Sl | Ade M
DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
24. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa September 2014 dari SI | Ade M
DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
25. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Oktober 2014 dari Sl | Ade M
DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
26. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Oktober 2014 | Ade M
dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
27. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Nopember 2014 dari S| | Ade M
DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
28. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Nopember | Ade M
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
29. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Desember 2014 dari SI | Ade M
DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
30. Print Out Profil PT BITOP JAYA ABADI Ade M
Setiawan
31. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Januari 2014 dari Sl | Muamar
DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
32. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Februari 2014 dari SI | Muamar
DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
33. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Maret 2014 dari SI DJP | Muamar
atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
34. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Maret 2014 | Muamar
dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
35. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa April 2014 dari SI DJP | Muamar
atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
36. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Mei 2014 dari SI DJP | Muamar
atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
37. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Mei 2014 dari | Muamar
S| DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
38. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) Masa Mei 2014 dari | Muamar
S| DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
39. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juni 2014 dari SI DJP | Muamar
atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
40. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juli 2014 dari SI DJP | Muamar
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atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
41. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Juli 2014 dari | Muamar
S| DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
42. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Agustus 2014 dari SI | Muamar
DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
43. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa Agustus 2014 | Muamar
dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
44, Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa September 2014 dari SI | Muamar
DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
45, Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa September | Muamar
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
46. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Oktober 2014 dari SI | Muamar
DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
47. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Nopember 2014 dari SI | Muamar
DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
48. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Desember 2014 dari SI | Muamar
DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
49, Profil PT BITOP JAYA LESTARI Muamar
Kubes
50. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 dari SI DJP | Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
51. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
52. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Januari 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
53. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 dari SI DJP | Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
54. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari 2013 | Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
55. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Februari 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
56. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Februari 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
57. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Masa Februari 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
58. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 dari SI DJP Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
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59. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret 2013 dari | Anggiat Asi

S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
60. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret 2013 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
61. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Maret 2013 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
62. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 dari SI DJP Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
63. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April 2013 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
64. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa April 2013 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
65. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 dari SI DJP Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
66. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2013 dari Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
67. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Mei 2013 dari Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
68. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 dari SI DJP Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
69. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juni 2013 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
70. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 dari SI DJP atas | Anggiat Asi
nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
71. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli 2013 dari Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
72. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli2013 dari S| | Anggiat Asi
DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
73. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 dari SI DJP | Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
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Togatorop
74. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Agustus 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
75. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Agustus 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
76. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 dari Sl Anggiat Asi
DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
77. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa September Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
78. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa September Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
79. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa September Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
80. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober2 013 dari SI DJP | Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
81. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
82. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Oktober 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
83. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 dari Sl Anggiat Asi
DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
84. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa November Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
85. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa November Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
86. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 dari SI Anggiat Asi
DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
87. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Desember Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
88. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Desember Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
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Togatorop
89. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 dari SI DJP | Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
90. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
91. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 dari S| DJP | Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
92. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
93. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Februari 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
94. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari SI DJP Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
95. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret 2014 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
96. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
97. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
98. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April 2014 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
99. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari SI DJP Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
100. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2014 dari Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
101. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 dari SI DJP Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
102. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juni 2014 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop

103. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juni 2014 dari | Anggiat Asi

S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
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Togatorop
104. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari SI DJP atas | Anggiat Asi
nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
105. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli 2014 dari Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
106. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli 2014 dari Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
107. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 dari SI DJP | Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
108. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Agustus 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
109. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Agustus 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
110. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 dari Sl Anggiat Asi
DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
111. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa September Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
112. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 dari SI DJP | Anggiat Asi
atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
113. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
114. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 dari S Anggiat Asi
DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
115. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa November Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
116. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 dari Sl Anggiat Asi
DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop

117. | SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 atas nama PT | Irmawati

Omah Arta Pratama
118. | SPT Masa PPN7 Pembetulan Ke-1 Masa September 2013 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama
119. | SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 dari SI DJP atas | Irmawati
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nama PT Omah Arta Pratama
120. | SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober 2013 atas nama | Irmawati

PT Omah Arta Pratama
121. | SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 atas nama PT | Irmawati

Omah Arta Pratama
122. | SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 atas nama PT | Irmawati

Omah Arta Pratama
123. | SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Desember 2013 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama
124. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Desember | Irmawati

2013 dari SI DJP atas nama PT Omah Arta Pratama
125. | SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 atas nama PT Omah | Irmawati

Arta Pratama
126. | SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2014 atas nama | Irmawati

PT Omah Arta Pratama
127. | SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 atas nama PT Omah | Irmawati

Arta Pratama
128. | SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari 2014 atas nama | Irmawati

PT Omah Arta Pratama
129. | SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Februari 2014 atas nama | Irmawati

PT Omah Arta Pratama
130. | SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 atas nama PT Omah | Irmawati

Arta Pratama
131. | SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret 2014 atas nama | Irmawati

PT Omah Arta Pratama
132. | SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret 2014 atas nama | Irmawati

PT Omah Arta Pratama
133. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP | Irmawati

atas nama PT Omah Arta Pratama
134. | SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 atas nama PT Omah Arta | Irmawati

Pratama
135. | SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 atas nama PT Omah | Irmawati

Arta Pratama
136. | SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 atas nama PT Omah Arta | Irmawati

Pratama
137. | SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 atas nama PT Omah | Irmawati

Arta Pratama
138. | SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 atas nama PT | Irmawati

Omah Arta Pratama
139. | SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 atas nama PT Omah | Irmawati

Arta Pratama
140. | SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 atas nama PT | Irmawati

Omah Arta Pratama
141. | SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 atas nama PT | Irmawati

Omah Arta Pratama
142. | Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LAP- | Irmawati

060/WPJ.30/KP.0209/2020 tanggal 21 September 2020
143. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 dari SI DJP Akmal
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atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

144. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

145. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Januari 2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

146. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari2013 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

147. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari 2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

148. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Februari 2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

149. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret2013 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

150. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

151. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

152. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Maret2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

153. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April2013 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

154. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

155. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei2013 dari SI DJP atas Akmal
nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

156. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei2013 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

157. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Mei2013 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

158. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni2013 dari SI DJP atas Akmal
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nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

159. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juni2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

160. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juni2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

161. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli2013 dari SI DJP atas Akmal
nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

162. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus2013 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

163. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Agustus2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

164. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Agustus2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

165. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September2013 dari SI Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

166. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
September2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

167. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
September2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

168. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober2013 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

169. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

170. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November2013 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

171. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa November2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

172. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa November2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

173. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember2013 dari Sl Akmal
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DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

174. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Desember2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

175. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari2014 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

176. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

177. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari2014 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

178. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

179. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret2014 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

180. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret2014 dari Akmal
SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

181. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret2014 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

182. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Maret2014 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

183. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April2014 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

184. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April2014 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

185. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa April2014 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

186. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei2014 dari SI DJP atas Akmal
nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

187. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei2014 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

188. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Mei2014 dari Sl Akmal

Halaman 91 dari 159 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

189. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Mei2014 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

190. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Masa Mei2014 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

191. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni2014 dari SI DJP atas Akmal
nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

192. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juni2014 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

193. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juni2014 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

194. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli2014 dari SI DJP atas Akmal
nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

195. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli2014 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

196. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli2014 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

197. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus2014 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

198. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Agustus2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

199. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September2014 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

200. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
September2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

201. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
September2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

202. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober2014 dari SI DJP Akmal
atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

203. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober2014 Akmal
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dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
204. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November2014 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
205. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa November2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
206. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember2014 dari Sl Akmal
DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
207. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 dari S| DJP atas | Eriek
nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
208. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 dari SI DJP | Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
209. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 dari SI Eriek
DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
210. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 dari SI DJP | Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
211. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 dari Sl Eriek
DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
212. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 dari S| Eriek
DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
213. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 dari SI DJP | Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
214. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 dari SI DJP | Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
215. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari SI DJP Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
216. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
217. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari SI DJP Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
218. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 dari SI DJP Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
219. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari SI DJP atas | Eriek
nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
220. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 dari SI DJP | Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
221. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 dari S Eriek
DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
222. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 dari SI DJP | Eriek
atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
223. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 dari SI Eriek
DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
224. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 dari S| Eriek
DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
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225. | Profil atas nama PT Plammeka Teknik Utama Eriek
Triwijayanto
226. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
227. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
228. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
229. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
230. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
231. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Maret 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
232. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
233. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
234. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa April 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
235. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
236. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
237. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Mei 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
238. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Mei 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
239. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
240. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juni 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
241. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juni 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
242. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Juni 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
243. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Masa Juni 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
244, | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-5 Masa Juni 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
245. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-6 Masa Juni 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
246. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 dari SI DJP atas Indriana
nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
247. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
248. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli 2013 dari Indriana
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S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
249. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Juli 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
250. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Masa Juli 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
251. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
252. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Agustus 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
253. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 dari Sl Indriana
DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
254. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa September Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
255. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
256. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
257. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 dari Sl Indriana
DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
258. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 dari Sl Indriana
DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
259. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Desember Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
260. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
261. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
262. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Januari 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
263. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Januari 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
264. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
265. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
266. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Februari 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
267. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
268. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
269. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
270. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
271. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa April 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
272. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari S| DJP Indriana
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atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

273. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

274. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Mei 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

275. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Mei 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

276. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

277. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juni 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

278. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari S| DJP atas Indriana
nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

279. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

280. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Agustus 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

281. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 dari SI Indriana
DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

282. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa September Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

283. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 dari SI DJP Indriana
atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

284. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

285. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Oktober 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

286. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 dari S| Indriana
DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

287. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 dari SI Indriana
DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

288. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Desember Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

289. | Print Out Profil PT Bintang Sewu Sejahtera Indriana
Palupi

290. | Fotocopy Akta Pendirian PT PANCA INPORA BERSAMA Nomor | Alkhayatun
251 tanggal 25 September 2012 notaris Netty Maria Machdar, SH | Widiastuti

291. | Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- Alkhayatun
05080/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Widiastuti

292. | Fotocopy Surat Kuasa dari suhendar lesmana kepada endi Alkhayatun
rohaendi untuk mengurus NPWP dan SKT Widiastuti

293. | Fotocopy Formulir permohonan pendaftaran wajib pajak Alkhayatun
Widiastuti

294. | Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor Alkhayatun
1587/1.824.1/X/2012 Widiastuti

295. | Fotocopy NPWP nomor 36.178.331.9-403.000 atas nhama Alkhayatun

SUHENDAR LASMANA,; fotocopy KTP atas nhama SUHENDAR Widiastuti
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LASMANA;Fotocopy KTP atas nama DENNY SAPUTRA
296. | Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT PANCA | Alkhayatun

INPORA BERSAMA tanggal 18 Oktober 2012 Widiastuti
297. | Fotocopy Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Alkhayatun
Widiastuti
298. | Fotocopy Tanda terima sementara pendaftaran PKP PT Panca Alkhayatun
Inpora Bersama Widiastuti
299. | Fotocopy Surat Kuasa dari Suhendar Lesmana kepada Endi Alkhayatun
Rohaendi untuk mengurus pembuatan Nomor Pengusaha Kena Widiastuti
Pajak
300. | Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- Alkhayatun
05080/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Widiastuti
NPWP 03.259.319.6-016.000 atas nama PT Panca Inpora
Bersama

301. | Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Panca Inpora | Alkhayatun
Bersama nomor TDP 09.03.1.46.52292 tanggal 17 Oktober 2012 | Widiastuti

atas nama PT Panca Inpora Bersama
302. | Fotocopy Surat I1zin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP) atas | Alkhayatun

nama PT PANCA INPORA BERSAMA nomor 06350- Widiastuti
04/PM/P/1.824.271
303. | Fotocopy Surat Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak nomor S- Alkhayatun
19CBT/WPJ.04/KP.0903/2015 tanggal 13 Juli 2015 Widiastuti
304. | Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam rangka pencabutan Alkhayatun

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan nomor LAP- | Widiastuti

08/WPJ.04/KP.0909/2015
305. | Fotocopy LAP-02/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 09 Juni 2014 Alkhayatun

Widiastuti

306. | Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-1023/WPJ.04/KP.09/2014 Alkhayatun
Widiastuti

307. | Fotocopy LAP-03/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 20 Juni 2014 Alkhayatun
Widiastuti

308. | Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-1104/WPJ.04/KP.09/2014 Alkhayatun
Widiastuti

309. | Print Out dari SI DJP Profil PT Panca Inpora Bersama Alkhayatun
Widiastuti

310. | Fotokopi Akta Pendirian perusahaan PT KARYA INTI PERSADA Alkhayatun
Widiastuti

311. | Fotokopi formulir permohonan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT | Alkhayatun
KARYA INTI PERSADA Widiastuti

312. | Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor | Alkhayatun
PEM-00405/WPJ.04/KP.00903/2014 tanggal 05 Maret 2014 Widiastuti

313. | Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor S- Alkhayatun
381R/WPJ.04/KP.0903/2014 tanggal 30 Januari 2014 Widiastuti

314. | Fotokopi NPWP 66.209.153.7-016.000 atas nama PT KARYA Alkhayatun
INTI PERSADA Widiastuti

315. | Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT Alkhayatun
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KARYA INTI PERSADA Widiastuti
316. | Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor Alkhayatun
151/1.824.511/X11/2013 Widiastuti
317. | Fotokopi SIUP Menengah nomor 12574-04/PM/1.824.271 Alkhayatun
Widiastuti
318. | Fotokopi KTP atas nama DAMAN SAPUTRA NIK Alkhayatun
3201011903700008 Widiastuti
319. | Fotokopi KTP atas nama IWAN LASTIAN NIK Alkhayatun
3603340705690023 Widiastuti
320. | Fotokopi NPWP 36.445.269.8-403.000 atas nama DAMAN Alkhayatun
SAPUTRA Widiastuti
321. | Fotokopi NPWP 54.439.756.5-411.000 atas nama IWAN Alkhayatun
LASTIAN Widiastuti
322. | Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Dalam rangka pengukuran Alkhayatun
Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Widiastuti
Nomor LAP-077/WPJ.04/KP.0903/2013
323. | Bukti Penerimaan Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Alkhayatun
PT Karya Inti Persada Widiastuti
324. | Fotocopy Laporan Pelaksanaan Visit Nomor LAP- Alkhayatun
117/WPJ.30/KP.08/2018 tanggal 8 November 2018 Widiastuti
325. | Fotocopy Laporan Pelaksanaan Visit Nomor LAP- Alkhayatun
125/WPJ.30/KP.0806/2018 tanggal 20 Desember 2018 Widiastuti
326. | Fotocopy Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | Alkhayatun
Nomor S-18CBT/WPJ.04/KP.0903/2015 Widiastuti
327. | Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam rangka pencabutan Alkhayatun
pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan nomor LAP- Widiastuti

07/WPJ.04/KP.0909/2015 tanggal 9 Juli 2015
328. | Fotocopy LAP-03/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 20 Juni 2014 Alkhayatun

Widiastuti
329. | Fotocopy LAP-01/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 09 Juni 2014 Alkhayatun
Widiastuti
330. | Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP Alkhayatun
09.04.1.46.78259 atas nama PT MILKA INDAH PERSADA Widiastuti
331. | Fotocopy Permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak Alkhayatun
Widiastuti
332. | Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM- | Alkhayatun
05264/WPJ.04/KP.0903/2012 Widiastuti
333. | Fotocopy KTP Gilang Aldi Permana, NPWP 35.744.697.0- Alkhayatun
403.000 atas nama Gilang Aldi Permana, Fotocopy KTP Usep Widiastuti
Permana
334. | Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- Alkhayatun
05153/WPJ.04/KP.0903/2012 Widiastuti
335. | Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Alkhayatun
Nomor08026-04/PM/1.824.271 atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada
336. | Fotocopy Surat Keterangan Domisili perusahaan Nomor Alkhayatun
1586/1.824.1/X/2012 Widiastuti
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337. | Fotocopy Surat Kuasa dari Gilang Aldi Permana ke Endi Alkhayatun
Rohaendi Widiastuti
338. | Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT MILKA INDAH Alkhayatun
PERSADA Nomor 250 tanggal 25 September 2012 Widiastuti
339. | Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2015Normaldari SI DJP Alkhayatun
Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
340. | Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2015 Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
341. | Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2015 Normal dari SI DJP | Alkhayatun
Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
342. | Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2015 Pembetulan Ke-1d | Alkhayatun
ari SI DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
343. | Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2015 Normal dari SI DJP Alkhayatun
Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
344. | Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2015 Pembetulan Ke-1 dari | Alkhayatun
S| DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
345. | Print Out SPT Masa PPN Masa April 2015 Normal dari SI DJP Alkhayatun
Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
346. | Print Out SPT Masa PPN Masa April 2015 Pembetulan Ke-1dari Alkhayatun
S| DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
347. | Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2015 Normal dari SI DJP Alkhayatun
Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
348. | Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2015 Pembetulan Ke-1dari Sl | Alkhayatun
DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
349. | Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2015 Normal dari SI DJP Alkhayatun
Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
350. | Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2015 Normal dari SI DJP Atas | Alkhayatun
nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
351. | Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2015 Pembetulan Ke-1 dari Alkhayatun
S| DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
352. | Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2015 Normal dari SI DJP | Alkhayatun
Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
353. | Print Out SPT Masa PPN Masa September 2015 Normal dari S Alkhayatun
DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
354. | Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2015 Normal dari SI DJP | Alkhayatun
Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
355. | Print Out SPT Masa PPN Masa November 2015 Normal dari S| Alkhayatun
DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
356. | Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2015 Normaldari S Alkhayatun
DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti
357. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
358. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
359. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
360. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari 2014 Alkhayatun
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dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
361. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
362. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
363. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
364. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
365. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Juli 2014 dari Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
366. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
367. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 dari SI Alkhayatun
DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
368. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
369. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 dari SI Alkhayatun
DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
370. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 dari S| Alkhayatun
DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
371. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
372. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
373. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
374. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2014 dari Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
375. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
376. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari SI DJP atas | Alkhayatun
nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
377. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli 2014 dari Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
378. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
379. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Agustus 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
380. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 dari Sl Alkhayatun
DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
381. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa September Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
382. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
383. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
384. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 dari S| Alkhayatun
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DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
385. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa November Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
386. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 dari S| Alkhayatun
DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
387. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Desember Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
388. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2015 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
389. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2015 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
390. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2015 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
391. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2015 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
392. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April 2015 dari | Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
393. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2015 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
394. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2015 dari Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
395. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2015 dari S| DJP Alkhayatun
atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
396. | Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa November 2012 atas Alkhayatun
nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
397. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
398. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
399. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
400. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
401. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
402. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2013 dari Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
403. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Mei 2013 dari Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
404. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 dari S| DJP Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
405. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 dari SI DJP atas | Alkhayatun
nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
406. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli 2013 dari Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
407. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli 2013 dari Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
408. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 dari SI DJP | Alkhayatun
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atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
409. | Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 atas Alkhayatun
nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
410. | Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa September Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
411. | Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 atas nama | Alkhayatun
PT Milka Indah Persada Widiastuti
412. | Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober 2013 | Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
413. | Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Oktober 2013 | Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
414. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 dari S| Alkhayatun
DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
415. | Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 atas Alkhayatun
nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
416. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
417. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 dari SI DJP | Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
418. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
419. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari S| DJP Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
420. | Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret 2014 Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
421. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP Alkhayatun
atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
422. | Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April 2014 atas | Alkhayatun
nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
423. | Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak PT Panca | Alkhayatun
Inpora Bersama Widiastuti
424. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
23/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
425. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
969/NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
426. | Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak PT Karya | Alkhayatun
Inti Persada Widiastuti
427. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
1864/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2015 Widiastuti
428. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
796/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2015 Widiastuti
429. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
403/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
430. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
1169/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
431. | Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak PT Milka Alkhayatun
Indah Persada Widiastuti
432. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
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1223/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
433. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
3504/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2013 Widiastuti
434. | Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor S- Alkhayatun
2618/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2013 Widiastuti
435. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 dari SI DJP | Anastasia
atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
436. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2014 | Anastasia
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
437. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 dari S| DJP | Anastasia
atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
w
438. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari 2014 | Anastasia
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
439. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari SI DJP | Anastasia
atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
440. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP | Anastasia
atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
w
441. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari SI DJP | Anastasia
atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
442. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2014 dari | Anastasia
S| DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
443. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 dari SI DJP | Anastasia
atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
w
444. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juni 2014 dari | Anastasia
S| DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
445. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari SI DJP atas | Anastasia
nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
446. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 dari SI DJP | Anastasia
atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
w
447. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Agustus2014 | Anastasia
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
448. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 dari S| | Anastasia
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DJP atas nama PT Handal Karya Abadi

Rahayu Tri
W

449.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 dari S| DJP

atas nama PT Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

450.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 dari Sl
DJP atas nama PT Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

451.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 dari Sl
DJP atas nama PT Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

452,

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 atas hama
PT Thaha Engineering Group NPWP 02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

453.

Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Januari 2014 atas
nama PT Thaha Engineering Group NPWP 02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

454.

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 atas nama
PT Panca Inpora Bersama NPWP 03.259.319.6-016.000

PT Thaha

Engineering

455.

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 atas nama
PT Thaha Engineering Group NPWP 02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

456.

Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Februari 2014 atas
nama PT Thaha Engineering Group NPWP 02.635.8580-645.001

PT Thaha
Engineering

457.

Print out email dari Muhammad Ikhwan
(Muhammad_ikhwan@smcholding.com) kepada Cynthia tanggal
13 Maret 2014 dengan Subject HKA Prd Jan 2014.pdf

Handal
Karya Abadi

458.

Print out email dari Muhammad Ikhwan
(Muhammad_ikhwan@smcholding.com) kepada Cynthia tanggal

13 Maret 2014 dengan Subject HKA Prd Jan 2014.pdf

Handal
Karya Abadi

4509.

Print out email dari Cynthia Atika (Cynthia_handal@yahoo.com)

Ikhwan
26 Februari

kepada Muhammad
(Muhammad_ikhwan@smcholding.com)

2014

tanggal

Handal
Karya Abadi

460.

Print Out Purchase Order No

02/01/2014

003/HKA/PL/PO/01/14 tanggal

Handal
Karya Abadi

461.

Print Out Purchase Order No

03/01/2014

005/HKA/PL/PO/01/14 tanggal

Handal
Karya Abadi

462.

Print Out Purchase Order No

06/01/2014

006/HKA/PL/PO/01/14 tanggal

Handal
Karya Abadi

463.

Print Out Purchase Order No

08/01/2014

009/HKA/PL/PO/01/14 tanggal

Handal
Karya Abadi

464.

Print Out Purchase Order No 0011/HKA/PL/PO/01/14 tanggal
10/01/2014

Handal
Karya Abadi

465.

Print Out Purchase Order No 0013/HKA/PL/PO/01/14 tanggal
13/01/2014

Handal
Karya Abadi

46p6.

Print Out Purchase Order No 0016/HKA/PL/PO/01/14 tanggal
15/01/2014

Handal
Karya Abadi

46(7.

Print Out Purchase Order No 0020/HKA/PL/PO/01/14 tanggal

Handal
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17/01/2014 Karya Abadi
468. | Print Out Purchase Order No 0021/HKA/PL/PO/01/14 tanggal | Handal
20/01/2014 Karya Abadi
469. | Print Out Purchase Order No 0023/HKA/PL/PO/01/14 tanggal | Handal
24/01/2014 Karya Abadi
470. | Print out aplikasi setoran kepada Muhammad Ikhwan nomor | Handal
rekening 125.000.564.8993 tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp | Karya Abadi
70.000.000
471. | Print Out SPT masa PPN Masa Januari 2014 atas nama PT | Handal
Handal Karya Abadi Karya Abadi
472. | Piagam apresiasi dan pengghargaan kepada PT Handal Karya | Handal
Abadi atas kontribusi terhadap program amnesti pajak Karya Abadi
473. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 dari SI DJP | Rika
atas nama PT Bragasindo Mandala Putra Hafidha
Rahmasoph
a
474. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari SI DJP | Rika
atas nama PT Bragasindo Mandala Putra Hafidha
Rahmasoph
a
475. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret 2014 dari | Rika
S| DJP atas nama PT Bragasindo Mandala Putra Hafidha
Rahmasoph
a
476. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret 2014 dari | Rika
S| DJP atas nama PT Bragasindo Mandala Putra Hafidha
Rahmasoph
a
477. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 dari SI DJP | Rika
atas nama PT Bragasindo Mandala Putra Hafidha
Rahmasoph
a
478. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa April 2014 dari | Rika
S| DJP atas nama PT Bragasindo Mandala Putra Hafidha
Rahmasoph
a
479. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa April 2014 dari | Rika
S| DJP atas nama PT Bragasindo Mandala Putra Hafidha
Rahmasoph
a
480. | Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Rika
Hafidha
Rahmasoph
a
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481. | Fotocopy Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Rika
Hafidha
Rahmasoph
a
482. | Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0091/- | Rika
1.824.1/2012 Hafidha
Rahmasoph
a
483. | Fotocopy Akta pendirian perusahaan nomor 1 tanggal 05 Januari | Rika
2012 Hafidha
Rahmasoph
a
484. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari SI DJP | Ira Herawati
atas nama PT Aditama Kota Makmur
485. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Mei 2014 dari | Ira Herawati
S| DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
486. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 dari SI DJP | Ira Herawati
atas nama PT Aditama Kota Makmur
487. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juni 2014 dari | Ira Herawati
S| DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
488. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juni 2014 dari | Ira Herawati
S| DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
489. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Juni 2014 dari | Ira Herawati
S| DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
490. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari S| DJP atas | Ira Herawati
nama PT Aditama Kota Makmur
491. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli 2014 dari | Ira Herawati
S| DJP atas nhama PT Aditama Kota Makmur
492. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli 2014 dari | Ira Herawati
S| DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
493. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Juli 2014 dari | Ira Herawati
S| DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
494. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 dari SI DJP | Ira Herawati
atas nama PT Aditama Kota Makmur
495. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 dari Sl | Ira Herawati
DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
496. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 dari SI DJP | Ira Herawati
atas nama PT Aditama Kota Makmur
497. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 dari Sl | Ira Herawati
DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
498. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 dari Sl | Ira Herawati
DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
490, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 dari SI DJP | Riska
atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani
500. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 dari Sl | Riska
DJP atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani
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501. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 dari Sl | Riska
DJP atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani
502. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2015 dari S| DJP | Riska
atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani
503. | Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2015 | Riska
dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani
504. | Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2015 dari SI DJP | Riska
atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang PT PANCA INPORA BERSAMA
NPWP 03.259.319.6-016.000, PT MILKA INDAH PERSADA, dan PT KARYA
INTI PERSADA NPWP 66.209.153.7-016.000. Seingat terdakwa kalau
pengurusnya menggunakan nama IWAN LASTIAN kemungkinan yang
menyuruh adalah Saudara ENDANG SUPRIATNA dan yang disuruh adalah
Sdr ENDI ROHAENDI ;
- Bahwa terdakwa menghubungi ENDI dan tahu bahwa ENDI bisa
membantu pengurusan akte pendirian perusahaan lebih cepat tanpa harus
menghadapkan pengurus ke notaris dan tanpa bukti setoran modal. Setahu
terdakwa ENDI menggunakan biro jasa ROSIDAH dan jasa Notaris yang
bernama NETTY yang kantornya di JI. Kunir, Kota, Jakarta Utara. Selain itu
tersangka juga sering menyuruh sdr ENDI ROHAENDI untuk mengurus akta
pendirian perusahaan atau ke Kantor Pajak mengurus NPWP dan PKP ;
- Bahwa seingat terdakwa 2 (dua) kali dan tidak ingat lagi nama
perusahaannya. Terdakwa meminta tolong ENDI itu sekitar tahun 2017.
Biayanya 3 juta rupiah untuk 2 akte tersebut. Pada waktu pembuatan itu
terdakwa menggunakan fotokopi KTP yang diperoleh dari ENDANG
SUPRIYATNA, adik terdakwa. Selain itu, terdakwa pernah beberapa kali
meminta tolong ENDI ROHAENDI untuk mengurus akte perusahaan yang
disuruh oleh Almarhun ENDANG ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pengurus dari PT PANCA INPORA
BERSAMA. terdakwa juga tidak mengenal SUHENDAR LASMANA NIK
3204251205750093 dan DENNY SAPUTRA NIK 32031523078006574 yang
dijadikan pengurus PT PANCA INPORA BERSAMA ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pengurus dari PT KARYA INTI
PERSADA, terdakwa tidak mengenal DAMAN SAPUTRA NIK
3201011903700008 dan IWAN LASTIAN NIK 3603340705690023 yang
dijadikan pengurus PT KARYA INTI PERSADA ;
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- Bahwa terdakwa tidak mengenal GILANG ALDI PERMANA dan USEP
PERMANA, Pengurus PT MILKA INDAH PERSADA. Terdakwa tahunya
orang yang bernama ASEP PERMANA yang merupakan adik terdakwa
yang beralamat di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang turut serta dan berperan
dalam transaksi jual beli Faktur Pajak PT PANCA INPORA BERSAMA dan
PT KARYA INTI PERSADA kepada para pengguna Faktur Pajak tersebut
diatas yang telah ditunjukkan, namun pada saat itu yang lebih tahu tentang
komputer adalah saudara JAJANG dan saudara ENDANG SUPRIATNA,
sehingga mereka berdua berperan aktif dalam transaksi jual beli Faktur
Pajak tersebut kepada para pengguna Faktur Pajak ;

- Bahwa setahu terdakwa saat itu yang lebih tahu tentang komputer
adalah saudara JAJANG dan saudara ENDANG SUPRIATNA, sehingga
mereka berdua berperan aktif dalam transaksi jual beli Faktur Pajak tersebut
kepada para pengguna Faktur Pajak ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr NURSYAHBANA alias CACAY,
terdakwa pernah bertemu sebanyak dua kali dalam rentang waktu sebulan
atau dua bulan, untuk pertemuan yang pertama terdakwa bertemu di daerah
Gramedia matraman, di halte busway depan Gramedia. Untuk pertemuan
yang kedua terdakwa bertemu di daerah Bendungan Hilir dekat dengan
lapangan bola. Kedua pertemuan itu dalam rangka untuk menyampaikan
dokumen Fotocopy PKP yang terdakwa miliki. Terdakwa memberikan
dokumen tersebut dengan imbalan sebesar 2-3 jutaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
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2. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan,
atau yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan;

3. Dengan sengaja, menerbitkan dan / atau menggunakan faktur
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

4, Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah
menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana
dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
mengajukan Terdakwa Aris Sudirman yang identitasnya sama dengan yang
tecantum dalam surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya
adanya kesalahan subyek hukum (error in persona), sehingga unsur ini telah

terpenuhi;

Ad.2. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau
yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Wahyudi, Ak memberikan pendapat
bahwa Bahwa ketentuan pasal 39A menyatakan bahwa “Setiap orang yang
dengan sengaja : a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak
tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun
serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan
paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan

pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”
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Menimbang, bahwa menurut pengetahuan ahli perbuatan terdakwa
ARIS SUDIRMAN tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu cara unsur
kesengajaan untuk menguasai dan memanfaatkan perusahaan yang telah
didirikan atau dibuat guna menerbitkan Faktur Pajak TBTS dimana terdakwa
ARIS SUDIRMAN tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkan
NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas perusahaan tersebut.
Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu modus operandi yang
sering dilakukan untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi
Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS), modus operandi tersebut merupakan modus
operandi terkait manipulasi Faktur Pajak dengan mendirikan beberapa
perusahaan-perusahaan dengan menggunakan identitas pengurus dan
pemegang saham serta alamat yang tidak benar, kemudian :

- Menguasai dan memanfaatkan perusahaan tersebut;

-Meminta untuk mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- Membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai
penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan
didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak
terdaftar, dan yang bersangkutan tidak memiliki hak dan kewenangan
atas perusahaan tersebut;

- Perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat Faktur
Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual Faktur
Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak
diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perpajakan yang
diberikan dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan
keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa dengan meminta
bantuan kepada saksi Endi Rohaendi untuk mendirikan 3 (tiga) perusahaan,
yaitu :

1. PT. Panca Inpora Bersama, berdasarkan Akta Notaris No. 251 tanggal
25 September 2012, dengan Direktur bernama Suhendar Lasmana, NPWP
: 03.259.319.6-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 18 Oktober 2012;

2. PT. Karya Inti Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 23
Oktober 2013, dengan Direktur bernama Daman Saputra, NPWP
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66.209.153.7-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 5 Maret 2014;

3. PT. Milka Indah Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 250 tanggal 25
September 2012, dengan Direktur bernama Gilang Aldi Permana, NPWP :
03.259.327.9-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa saksi Endi Rohaendi setelah berhasil mendirikan
ketiga perusahaan tersebut, selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen-
dokumen perusahaan kepada Terdakwa tetapi perusahaan-perusahaan tersebut
tidak pernah beroperasi melakukan usaha apapun dan oleh Terdakwa dan
ENDANG SUPRIYATNA (Almarhum) dipergunakan untuk melakukan penerbitan
faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas
nama PT. Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah
Persada di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak atau di JI. Anggur
V No. 81 Cipete Selatan Jakarta Selatan, sejak Tahun 2013 sampai dengan
tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013- 2014 terdakwa menerima
permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dari PT. Pas Aditama, melalui saksi Ikhsan Haras
selaku karyawan freelance perusahaan untuk membuat faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah Persada dengan
kesepakatan harga sebesar 30% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian

sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tol NPWP Nama
1. 010.001-14.23892199 | 09-05- 66.209.153.7- PT. Karya Inti | 45.603.100
2014 016.000 Persada
2. 010.001-14.23892201 | 15-05- 66.209.153.7- PT. Karya Inti | 36.523.450
2014 016.000 Persada
3. 010.001-14.23892203 | 20-02- 66.209.153.7- PT. Karya Inti | 40.186.700
2014 016.000 Persada
4, 010.001-14.07408909 | 08-07- 66.209.153.7- PT. Karya Inti | 37.434.800
2014 016.000 Persada
5. 010.001-14.07408911 | 11-07- 66.209.153.7- PT. Karya Inti | 37.017.600
2014 016.000 Persada
6. 010.001-14.06579941 | 02-01- 03.259.319.6- PT.Panca 22.225.000
2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001-14.06579942 | 03-01- 03.259.319.6- PT.Panca 23.544.150
2014 016.000 Inpora
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Bersama
8. 010.001-14.06579943 | 06-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 21.100.000
2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001-14.06579948 | 16-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 20.700.150
Inpora
2014 016.000 Boranta
10. 010.001-14.06579949 | 17-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 20.850.600
2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 010.001-14.06579951 | 20-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.000.100
2014 016.000 Inpora
Bersama
12. 010.001-14.06579976 | 07-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.507.100
Inpora
2014 016.000 s, U
13. 010.001-14.06579986 | 19-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.009.500
2014 016.000 Inpora
Bersama
14. 010.001-14.06579989 | 22-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.250.000
2014 016.000 Inpora
Bersama
15. 010.001-14.06579991 | 24-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.403.400
2014 016.000 Inpora
Bersama
16. 109011394472543 02-07- 03.259.327.9- | PT.Milka 59.976.400
2013 016.000 Indah
Persada
17. 109011394472556 17-07- 03.259.327.9- | PT.Milka 56.357.902
2013 016.000 Indah
Persada
18. 109011394472594 21-08- 03.259.327.9- | PT.Milka 38.865.400
2013 016.000 Indah
Persada
19. 109011394472598 23-08- 03.259.327.9- | PT.Milka 37.990.600
Indah
2013 016.000 Porsada
20. 109011394472608 19-09- 03.259.327.9- | PT.Milka 25.059.000
2013 016.000 Indah
Persada
21. 109021394237970 01-11- 03.259.327.9- | PT.Milka 38.865.400
2013 016.000 Indah
Persada
22. 109021394237979 15-11- 03.259.327.9- | PT.Milka 33.985.400
Indah
2013 016.000 Porsnda
23. 109021394237985 02-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 22.741.000
2013 016.000 Indg
Persada
24. 10921394237991 09-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.757.950
2013 016.000 Indah
Persada
25. 100011428390453 10-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 22.257.950
2014 016.000 Indah
Persada
26. 100011428390498 03-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.816.000
2014 016.000 Indah
Persada
27. 100011428390500 07-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.386.050
2014 016.000 Indah
Persada
28. 100011428390512 07-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.821.800
2014 016.000 Indah
Persada
29. 100011428390515 10-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.487.250
Indah
2014 016.000 Porsada
30. 100011428390519 17-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.067.950
2014 016.000 Indah
Persada
3L 109021394237987 04-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 26.046.050
2013 016.000 Indah
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Persada
Total 945.837.75.

Menimbang, bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2013-2014
terdakwa menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Pas Aditama, melalui
saksi lkhsan Haras selaku karyawan freelance perusahaan untuk membuat
faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT.
Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah
Persada dengan kesepakatan harga sebesar 30% dari nilai Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2014
menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Bitop Jaya Abadi dan PT.
Bitop Jaya Lestari melalui saksi Nur Syahbana Als Cacay selaku karyawan
freelance kedua perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk
membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas
nama PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah Persada dengan
kesepakatan harga sebesar 50% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian

sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 05-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 29.645.0(
14.23892195 2014 016.000 Persada
2. 010.001- 08-05- 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 33.687.5(
14.23892195 2014 016.000 Persada
3. 0100011428390481 | 07-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 14.140.0C
2014 016.000 Indah
Persada
4, 0100011428390484 11-02- 03.259.327.9- PT.Milka 12.600.0C
2014 016.000 Indah
Persada
5. 0100011428390487 | 17-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 16.968.0C
2014 016.000 Indah
Persada
6. 0100011428390490 | 22-02- 03.259.327.9- | PT.Milka 16.292.0C
2014 016.000 Indah
Persada
Jumlah 123.332.f

Menimbang, bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2014
terdakwa menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang

tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Thaha Engenering
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group, melalui saksi Agus Setiawan selaku karyawan freelance perusahaan

tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang tidak

berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama

dengan kesepakatan harga sebesar 20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan

perincian sebagai berikut :
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Faktur Pajak Penerbit
No. PP
Nomor Tyl NPWP Nama
1. 010.001- 03-02- 03.259.319.6- PT.Panca 40.375.
14.06579972 2014 016.000 Inpora
Bersama
2. 010.001- 06-02- 03.259.319.6- PT.Panca 39.475.
Inpora
14.06579974 2014 016.000 Bersama
3. 010.001- 07-02- 03.259.319.6- PT.Panca 37.775.
14.06579975 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
4. 010.001- 10-02- 03.259.319.6- PT.Panca 42.334.
14.06579979 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
5. 010.001- 11-02- 03.259.319.6- PT.Panca 24.050.
14.06579980 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
6. 010.001- 15-02- 03.259.319.6- PT.Panca 35.084.
14.06579983 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 17-02- 03.259.319.6- PT.Panca 36.950.
14.06579984 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 18-02- 03.259.319.6- PT.Panca 36.875.
14.06579985 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 21-02- 03.259.319.6- PT.Panca 38.375.
14.06579988 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 24-02- 03.259.319.6- PT.Panca 28.525.
14.06579990 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- PT.Panca 27.100.
14.06579957 2014 016.000 Inpora
Bersama
12. 010.001- 07-01- 03.259.319.6- PT.Panca 32.475.
14.06579958 2014 016.000 Inpora
Bersama
13. 010.001- 09-01- 03.259.319.6- PT.Panca 16.425.
14.06579959 2014 016.000 Inpora
Bersama
14. 010.001- 11-01- 03.259.319.6- PT.Panca 37.100.
14.06579960 2014 016.000 Inpora
Bersama
15. 010.001- 13-01- 03.259.319.6- PT.Panca 37.500.
14.06579961 2014 016.000 Inpora
Bersama
Total 510.41¢

Menimbang, bahwa

berdasarkan data

terdakwa menerima permintaan untuk membuat

tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa

SIDJP, pada tahun 2014

faktur pajak masukan yang

menerima

permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan

transaksi yang sebenarnya dari PT. Handal Karya Abadi, melalui saksi
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Muhammad Ikhwan selaku karyawan freelance perusahaan tersebut dan
Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama dan PT.
Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga sebesar 25% dari nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh

Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tyl NPWP Nama
1. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 32.960.000
14.06579962 2014 016.000 Inpora
Bersama
2. 010.001- 08-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 31.175.000
14.06579963 2014 016.000 Inpora
Bersama
3. 010.001- 10-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 29.915.000
14.06579964 2014 016.000 Inpora
Bersama
4, 010.001- 11-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 31.260.000
14.06579965 2014 016.000 Inpora
Bersama
5. 010.001- 14-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 30.680.000
14.06579966 2014 016.000 Inpora
Bersama
6. 010.001- 17-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 29.190.000
14.06579967 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 30.220.000
14.06579968 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 22.700.000
14.06579969 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 25-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 21.250.000
14.06579970 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 28-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 20.650.000
14.06579971 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 0100011428390480 | 03-02- 03.259.327.9- PT.Milka 29.235.000
2014 016.000 laggh
Persada
12. 0100011428390481 | 07-02- 03.259.327.9- PT.Milka 31.150.000
2014 016.000 Ao
Persada
13. 0100011428390483 | 10-02- 03.259.327.9- PT.Milka 30.810.000
Indah
2014 016.000 Persada
14. 0100011428390486 | 15-02- 03.259.327.9- PT.Milka 27.915.600
2014 016.000 Indah
Persada
15. 0100011428390488 | 18-02- 03.259.327.9- PT.Milka 30.425.000
Indah
2014 016.000 Persada
16. 0100011428390490 | 20-02- 03.259.327.9- PT.Milka 28.130.000
2014 016.000 Indah
Persada
17. 0100011428390492 | 24-02- 03.259.327.9- PT.Milka 31.140.000
2014 016.000 Indan
Persada
18. 0100011428390493 | 25-02- 03.259.327.9- PT.Milka 29.365.000
2014 016.000 Indah
Persada
19. 0100011428390495 | 27-02- 03.259.327.9- PT.Milka 30.250.000
2014 016.000 Indah
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Persada
20. 0100011428390497 28-02- 03.259.327.9- PT.Milka 31.580.000
2014 016.000 Indah
Persada
21. 0100011428390495 06-03- 03.259.327.9- PT.Milka 43.700.000
Indah
2014 016.000 Persada
22. 0100011428390497 07-03- 03.259.327.9- PT.Milka 45.700.000
2014 016.000 Indah
Persada
23. 0100011428390499 13-03- 03.259.327.9- PT.Milka 45.300.000
2014 016.000 Indal)
Persada
24. 100011428390503 17-03- 03.259.327.9- PT.Milka 45.650.000
Indah
2014 016.000 Persada
34. 100011428390505 20-03- 03.259.327.9- PT.Milka 45.675.000
2014 016.000 Indah
Persada
25. 100011428390506 24-12- 03.259.327.9- PT.Milka 43.975.000
2014 016.000 Indah
Persada
26. 100011428390516 11-04- 03.259.327.9- PT.Milka 42,050.000
2014 016.000 Indah
Persada
27. 100011428390520 19-04- 03.259.327.9- PT.Milka 42.100.000
2014 016.000 Indah
Persada
28. 100011428390521 26-04- 03.259.327.9- PT.Milka 41.550.000
2014 016.000 Indah
Persada
29. 100011428390522 28-04- 03.259.327.9- PT.Milka 42.000.000
2014 016.000 Indah
Persada
30. 100011428390506 30-04- 03.259.327.9- PT.Milka 32.300.000
2014 016.000 Indah
Persada
TOTAL 1.050.000.00(

Menimbang, bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2014
terdakwa menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa menerima
permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa selanjutnya menerima permintaan
untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya dari PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi, melalui saksi Nunik
selaku  karyawan freelance  perusahaan tersebut dan Terdakwa
menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada dengan kesepakatan
harga sebesar 20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum

dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut

Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 04-04- 66.209.153.7- PT.Karya Inti | 52.500.00
14.23892198 2014 016.000 Persada
2. 010.001- 09-04- 66.209.153.7- PT.Karya Inti | 55.120.00
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14.23892199 2014 016.000 Persada
3. 010.001- 14-04- 66.209.153.7- PT.Karya Inti 52.780.48
14.23892200 2014 016.000 Persada
4, 010.001- 05-05- 66.209.153.7- PT.Karya Inti 49.250.00
14.23892194 016.000 Persada
2014
5. 010.001- 09-05- 66.209.153.7- PT.Karya Inti 47.500.00
14.23892195 016.000 Persada
2014
6. 010.001- 13-05- 66.209.153.7- PT.Karya Inti 49.775.71
14.23892196 016.000 Persada
2014
Jumlah 306.926.2

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, “unsur sebagai
“Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh
melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang

membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja, menerbitkan dan / atau menggunakan faktur
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti setoran
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam KUH
Pidana tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk
mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (Memorie van Toelichting),
yaitu “Pidana pada hakekatnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan
perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian
ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan
mengetahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu
tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan
tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti
menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan
perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu
mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang
akan timbul daripadanya;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke
dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan
sebagai berikut :
1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini
pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan
berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu

keharusan mencapai tujuan;
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3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan
tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;
Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa
yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya
kehendak terdakwa “menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak,
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” merupakan unsur
Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa apabila dikaji Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana, bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk itu, faktur pajak harus memenuhi
persyaratan formal dan material.

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang benar secara formal apabila
telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu
harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa
Kena Pajak;

2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima
Jasa Kena Pajak;

3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan
potongan harga;

4. PPN yang dipungut;

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;

6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur

Pajak
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Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang benar secara material apabila
keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang
sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor
Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang
Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang dapat diungkap

berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan adanya

barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa dengan
meminta bantuan kepada saksi Endi Rohaendi untuk mendirikan 3 (tiga)
perusahaan, yaitu :
1. PT. Panca Inpora Bersama, berdasarkan Akta Notaris No. 251
tanggal 25 September 2012, dengan Direktur bernama Suhendar
Lasmana, NPWP : 03.259.319.6-016.000 dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 18 Oktober 2012;
2. PT. Karya Inti Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 228
tanggal 23 Oktober 2013, dengan Direktur bernama Daman Saputra,
NPWP : 66.209.153.7-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP) pada tanggal 5 Maret 2014;
3. PT. Milka Indah Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 250
tanggal 25 September 2012, dengan Direktur bernama Gilang Aldi
Permana, NPWP : 03.259.327.9-016.000 dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Oktober 2012;

Bahwa saksi Endi Rohaendi setelah berhasil mendirikan ketiga
perusahaan tersebut, selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen-
dokumen perusahaan kepada Terdakwa tetapi perusahaan-perusahaan
tersebut tidak pernah beroperasi melakukan usaha apapun dan oleh
Terdakwa dan ENDANG SUPRIYATNA (Almarhum) dipergunakan untuk
melakukan penerbitan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti
Persada dan PT. Milka Indah Persada di kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Cilandak atau di Jl. Anggur V No. 81 Cipete Selatan Jakarta
Selatan, sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ;

Bahwa pada tahun 2013- 2014 terdakwa menerima permintaan untuk

membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang
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sebenarnya dari PT. Pas Aditama, melalui saksi lkhsan Haras selaku
karyawan freelance perusahaan untuk membuat faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah Persada dengan
kesepakatan harga sebesar 30% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan

perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tol NPWP Nama
1 010.001-14.23892199 | 09-05- 66.209.153.7- | PT. Karya Inti | 45.603.100
2014 016.000 Persada
2. 010.001-14.23892201 | 15-05- 66.209.153.7- | PT. Karya Inti | 36.523.450
2014 016.000 Persada
3. 010.001-14.23892203 | 20-02- 66.209.153.7- | PT. Karya Inti | 40.186.700
2014 016.000 Persada
4. 010.001-14.07408909 | 08-07- 66.200.153.7- | PT. Karya Inti | 37.434.800
2014 016.000 Persada
5. 010.001-14.07408911 | 11-07- 66.209.153.7- | PT. Karya Inti | 37.017.600
2014 016.000 Persada
6. 010.001-14.06579941 | 02-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.225.000
2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001-14.06579942 | 03-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.544.150
2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001-14.06579943 | 06-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 21.100.000
2014 016.000 Inpora
Bersama
0. 010.001-14.06579948 | 16-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 20.700.150
2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001-14.06579949 | 17-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 20.850.600
2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 010.001-14.06579951 | 20-01- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.000.100
2014 016.000 Inpgfa
Bersama
12. 010.001-14.06579976 | 07-02- 03.259.3190.6- | PT.Panca 22.507.100
2014 016.000 PR
Bersama
13. 010.001-14.06579986 | 19-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 23.009.500
2014 016.000 Inpora
Bersama
14. 010.001-14.06579989 | 22-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.250.000
2014 016.000 Inpora
Bersama
15. 010.001-14.06579991 | 24-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 22.403.400
2014 016.000 Inpora
Bersama
16. 109011394472543 02-07- 03.259.327.9- | PT.Milka 59.976.400
2013 016.000 Indah
Persada
17. 109011394472556 17-07- 03.259.327.9- | PT.Milka 56.357.902
2013 016.000 Indah
Persada
18. 109011394472594 21-08- 03.259.327.9- | PT.Milka 38.865.400
2013 016.000 Indah
Persada
10. 109011394472598 23-08- 03.259.327.9- | PT.Milka 37.990.600
Indah
2013 016.000 Persada
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20. 109011394472608 19-09- 03.259.327.9- | PT.Mikka 25.059.000
2013 016.000 Indah
Persada
21. 109021394237970 01-11- 03.259.327.9- | PT.Milka 38.865.400
2013 016.000 Indah
Persada
22. 109021394237979 15-11- 03.259.327.9- | PT.Milka 33.985.400
Indah
2013 016.000 Peranda
23. 109021394237985 02-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 22.741.000
2013 016.000 Indah
Persada
24. 10921394237991 09-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.757.950
2013 016.000 Ingah
Persada
25. 100011428390453 10-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 22.257.950
2014 016.000 Indah
Persada
26. 100011428390498 03-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.816.000
2014 016.000 Indah
Persada
27. 100011428390500 07-03- 03.259.327.9- | PT.Milka 24.386.050
2014 016.000 Indah
Persada
28. 100011428390512 07-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.821.800
2014 016.000 Indah
Persada
29. 100011428390515 10-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.487.250
2014 016.000 Indah
Persada
30. 100011428390519 17-04- 03.259.327.9- | PT.Milka 30.067.950
2014 016.000 Indah
Persada
3L 109021394237987 04-12- 03.259.327.9- | PT.Milka 26.046.050
2013 016.000 Indah
Persada
Total 945.837.75

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2013-2014 terdakwa
menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Pas Aditama, melalui
saksi lkhsan Haras selaku karyawan freelance perusahaan untuk
membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atas nama PT. Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT.
Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga sebesar 30% dari nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang
dibuat oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2014 menerima
permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dari PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya
Lestari melalui saksi Nur Syahbana Als Cacay selaku karyawan freelance
kedua perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk
membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atas nama PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah Persada dengan

kesepakatan harga sebesar 50% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
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Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tol NPWP Nama
1. 010.001- 05-05- | 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 29.645.0C
14.23892195 2014 016.000 Persada
2. 010.001- 08-05- | 66.209.153.7- | PT.Karya Inti | 33.687.5
14.23892195 2014 016.000 Persada
3. 0100011428390481 | 07-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka 14.140.0C
2014 016.000 Indah
Persada
4, 0100011428390484 | 11-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka 12.600.0C
2014 016.000 Indah
Persada
5. 0100011428390487 | 17-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka 16.968.0C
2014 016.000 Indah
Persada
6. 0100011428390490 | 22-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka 16.292.0(C
2014 016.000 Indah
Persada
Jumlah 123.332.F
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2014 terdakwa menerima
permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dari PT. Thaha Engenering group, melalui
saksi Agus Setiawan selaku karyawan freelance perusahaan tersebut dan
Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama dengan kesepakatan harga sebesar 20% dari nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat
oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
Faktur Pajak Penerbit
No. PP
Nomor Tal NPWP Nama
1. 010.001- 03-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 40.375.
14.06579972 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
2. 010.001- 06-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 39.475.
14.06579974 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
3. 010.001- 07-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 37.775.
14.06579975 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
4. 010.001- 10-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 42.334.
14.06579979 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
5. 010.001- 11-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 24.050.
14.06579980 | 2014 016.000 Inpora
Bersama
6. 010.001- 15-02- 03.259.319.6- | PT.Panca 35.084.
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14.06579983 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 17-02- 03.259.319.6- PT.Panca 36.950.
14.06579984 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 18-02- 03.259.319.6- PT.Panca 36.875.
14.06579985 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 21-02- 03.259.319.6- PT.Panca 38.375.
14.06579988 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 24-02- 03.259.319.6- PT.Panca 28.525.
14.06579990 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- PT.Panca 27.100.
14.06579957 2014 016.000 Inpora
Bersama
12. 010.001- 07-01- 03.259.319.6- PT.Panca 32.475.
14.06579958 2014 016.000 Inpora
Bersama
13. 010.001- 09-01- 03.259.319.6- PT.Panca 16.425.
14.06579959 Inpora
2014 016.000 Bersama
14. 010.001- 11-01- 03.259.319.6- PT.Panca 37.100.
14.06579960 2014 016.000 Inpora
Bersama
15. 010.001- 13-01- 03.259.319.6- PT.Panca 37.500.
14.06579961 2014 016.000 Inpora
Bersama
Total 510.41¢

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2014 terdakwa menerima
permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa menerima permintaan untuk
membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya dari PT. Handal Karya Abadi, melalui saksi Muhammad
Ikhwan selaku karyawan freelance perusahaan tersebut dan Terdakwa
menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama dan
PT. Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga sebesar 25% dari
nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak

yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit

No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama

1. 010.001- 06-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 32.960.000
14.06579962 2014 016.000 Inpora
Bersama

2. 010.001- 08-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 31.175.000
14.06579963 Inpora
2014 016.000 Bersama

3. 010.001- 10-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 29.915.000
14.06579964 2014 016.000 Inpora
Bersama

4. 010.001- 11-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 31.260.000
14.06579965 2014 016.000 Inpora
Bersama

5. 010.001- 14-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 30.680.000
14.06579966 Inpora
2014 016.000 Bersama

6. 010.001- 17-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 29.190.000
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14.06579967 2014 016.000 Inpora
Bersama
7. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 30.220.000
14.06579968 2014 016.000 Inpora
Bersama
8. 010.001- 20-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 22.700.000
14.06579969 2014 016.000 Inpora
Bersama
9. 010.001- 25-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 21.250.000
14.06579970 2014 016.000 Inpora
Bersama
10. 010.001- 28-01- 03.259.319.6- PT.Panca | 20.650.000
14.06579971 2014 016.000 Inpora
Bersama
11. 0100011428390480 03-02- 03.259.327.9- PT.Milka 29.235.000
2014 016.000 |nden
Persada
12. 0100011428390481 07-02- 03.259.327.9- PT.Milka 31.150.000
2014 016.000 Indah
Persada
13. 0100011428390483 10-02- 03.259.327.9- PT.Milka 30.810.000
Indah
2014 016.000 Persada
14. 0100011428390486 15-02- 03.259.327.9- PT.Milka 27.915.600
2014 016.000 Indah
Persada
15. 0100011428390488 18-02- 03.259.327.9- PT.Milka 30.425.000
2014 016.000 Indah
Persada
16. 0100011428390490 20-02- 03.259.327.9- PT.Milka 28.130.000
2014 016.000 Indah
Persada
17. 0100011428390492 24-02- 03.259.327.9- PT.Milka 31.140.000
2014 016.000 Indah
Persada
18. 0100011428390493 25-02- 03.259.327.9- PT.Milka 29.365.000
2014 016.000 Indah
Persada
19. 0100011428390495 27-02- 03.259.327.9- PT.Milka 30.250.000
2014 016.000 Indah
Persada
20. 0100011428390497 28-02- 03.259.327.9- PT.Milka 31.580.000
2014 016.000 Indah
Persada
21. 0100011428390495 06-03- 03.259.327.9- PT.Milka 43.700.000
2014 016.000 Indah
Persada
22. 0100011428390497 07-03- 03.259.327.9- PT.Milka 45.700.000
2014 016.000 Gl
Persada
23. 0100011428390499 13-03- 03.259.327.9- PT.Milka 45.300.000
Indah
2014 016.000 Persada
24. 100011428390503 17-03- 03.259.327.9- PT.Milka 45.650.000
2014 016.000 Indah
Persada
34. 100011428390505 20-03- 03.259.327.9- PT.Milka 45.675.000
2014 016.000 Indah
Persada
25. 100011428390506 24-12- 03.259.327.9- PT.Milka 43.975.000
2014 016.000 Indah
Persada
26. 100011428390516 11-04- 03.259.327.9- PT.Milka 42,050.000
2014 016.000 Indah
Persada
27. 100011428390520 19-04- 03.259.327.9- PT.Milka 42.100.000
2014 016.000 Indah
Persada
28. 100011428390521 26-04- 03.259.327.9- PT.Milka 41.550.000
2014 016.000 Indah
Persada
29. 100011428390522 28-04- 03.259.327.9- PT.Milka 42.000.000
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2014 016.000 Indah
Persada
30. 100011428390506 30-04- 03.259.327.9- PT.Milka 32.300.000
2014 016.000 Indah
Persada
TOTAL 1.050.000.00!

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, pada tahun 2014 terdakwa menerima
permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa menerima permintaan untuk
membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya dari Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk
membuat faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya dari PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi, melalui saksi Nunik
Terdakwa

menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan

selaku karyawan freelance perusahaan tersebut dan

transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada dengan
kesepakatan harga sebesar 20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan

perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No. PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. 010.001- 04-04- 66.209.153.7- PT.Karya Inti | 52.500.00
14.23892198 2014 016.000 Persada
2. 010.001- 09-04- 66.209.153.7- PT.Karya Inti | 55.120.00
14.23892199 2014 016.000 Persada
3. 010.001- 14-04- 66.209.153.7- PT.Karya Inti 52.780.48
14.23892200 2014 016.000 Persada
4, 010.001- 05-05- 66.209.153.7- PT.Karya Inti 49.250.00
14.23892194 016.000 Persada
2014
5. 010.001- 09-05- 66.209.153.7- PT.Karya Inti 47.500.00
14.23892195 016.000 Persada
2014
6. 010.001- 13-05- 66.209.153.7- PT.Karya Inti 49.775.71
14.23892196 016.000 Persada
2014
Jumlah 306.926.2

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli
dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ARIS SUDIRMAN dalam kurun

waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja menggunakan
tanpa hak PT KARYA INTI PERSADA, PT PANCA INPORA BERSAMA dan PT
MILKA INDAH PERSADA, menerbitkan faktur pajak berdasarkan pesanan,

membuat surat jalan, membuat invoice, menerima fee atas penerbitan faktur

pajak sesuai pesanan tersebut, tidak melakukan penyerahan barang, dan

merekayasa dokumen berupa surat jalan, invoice dan kuitansi yang seolah-
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olah benar untuk mendukung perbuatan terdakwa yang tidak melakukan
transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dengan demikian unsur Dengan sengaja, menerbitkan dan / atau menggunakan
faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, telah

terpenuhi;

Ad.4 Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang dapat diungkap
berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan adanya
Barang Bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa dengan
meminta bantuan kepada saksi Endi Rohaendi untuk mendirikan 3 (tiga)
perusahaan, yaitu :

1. PT. Panca Inpora Bersama, berdasarkan Akta Notaris No. 251 tanggal
25 September 2012, dengan Direktur bernama Suhendar Lasmana, NPWP
: 03.259.319.6-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 18 Oktober 2012;

2. PT. Karya Inti Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 23
Oktober 2013, dengan Direktur bernama Daman Saputra, NPWP
66.209.153.7-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 5 Maret 2014;

3. PT. Milka Indah Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 250 tanggal 25
September 2012, dengan Direktur bernama Gilang Aldi Permana, NPWP
03.259.327.9-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 23 Oktober 2012;

selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen-dokumen perusahaan kepada
Terdakwa, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah beroperasi
melakukan usaha apapun, dan oleh Terdakwa dan ENDANG SUPRIYATNA
(Almarhum) dipergunakan untuk melakukan penerbitan faktur-faktur pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah Persada di kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak atau di JI. Anggur V No. 81 Cipete
Selatan Jakarta Selatan, sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 padahal

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang
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bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 39A huruf a jo
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa, yang memohon
berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa,
Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan
perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pemaaf yang
terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya,
karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan dihukum sesuai dengan
kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena ancaman pidana dalam
dakwaannya bersifat kumulatif, yakni disamping pidana penjara, juga diancam
dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhkan pidana
denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman
pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena selama pemeriksaan
perkara ini berstatus sebagai Napi, maka pengurangan masa penangkapan dan
penahanan tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa berstatus Napi,

maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
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Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam amar Putusan yang
telah disita dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, JI.Anggur V
No. 81 Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan, maka dikembalikan kepada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, Jl.Anggur V No. 81 Cipete
Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam

meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor
6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1)
KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa Aris Sudirman terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja “Turut serta
melakukan menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti setoran pajak
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara

berlanjut”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah 2 x Rp.
2.936.516.050,00 = Rp. 5.873.032.100,00 (lima milyar delapan ratus tujuh

puluh tiga juta tiga puluh dua ribu seratus rupiah), jika Terdakwa tidak
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membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman

pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Nama Barang Bukti Disita dari
1. Fotokopi SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 | Winarti

atas nama PT BITOP JAYA ABADI
2. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Mei | Winarti

2014 atas nama PT BITOP JAYA ABADI
3. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Mei | Winarti

2014 atas nama PT BITOP JAYA ABADI
4. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 3 Masa Mei | Winarti

2014 atas nama PT BITOP JAYA ABADI
5. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 4 Masa Mei | Winarti

2014 atas nama PT BITOP JAYA ABADI
6. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Januari | Ade M

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI | Setiawan
7. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Ade M

Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Setiawan

JAYA ABADI
8. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Februari | Ade M

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI | Setiawan
9. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Maret | Ade M

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI | Setiawan
10. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Ade M

Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan

ABADI
11. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa April 2014 | Ade M

dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
12. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Ade M

April 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan

ABADI
13. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) Masa | Ade M

April 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan

ABADI
14. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Mei 2014 | Ade M

dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
15. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Ade M

Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan
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ABADI
16. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) Masa | Ade M

Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan

ABADI
17. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-3) Masa | Ade M

Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan

ABADI
18. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-4) Masa | Ade M

Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan

ABADI
19. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juni 2014 | Ade M

dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
20. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Ade M

Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan

ABADI
21. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juli 2014 | Ade M

dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI Setiawan
22. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Ade M

Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan

ABADI
23. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Agustus | Ade M

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYAABADI | Setiawan
24. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa September | Ade M

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI | Setiawan
25. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Oktober | Ade M

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYAABADI | Setiawan
26. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Ade M

Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Setiawan

JAYA ABADI
27. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Nopember | Ade M

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI | Setiawan
28. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Ade M

Nopember 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Setiawan

JAYA ABADI
29. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Desember | Ade M

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA ABADI | Setiawan
30. Print Out Profil PT BITOP JAYA ABADI Ade M

Setiawan
31. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Januari | Muamar

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
32. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Februari | Muamar

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
33. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Maret 2014 | Muamar

dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
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34. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Muamar
Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
35. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa April 2014 | Muamar

dari SI DJP atas nhama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
36. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Mei 2014 | Muamar

dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
37. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Muamar

Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
38. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) Masa | Muamar

Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
39. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juni 2014 | Muamar

dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
40. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juli 2014 | Muamar

dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA LESTARI Kubes
41. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Muamar

Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
42. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Agustus | Muamar

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
43. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Muamar

Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Kubes

JAYA LESTARI
44, Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa September | Muamar

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
45. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) Masa | Muamar

September 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Kubes

JAYA LESTARI
46. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Oktober | Muamar

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
47. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Nopember | Muamar

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
48. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Desember | Muamar

2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes

LESTARI
49. Profil PT BITOP JAYA LESTARI Muamar

Kubes
50. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 | Anggiat Asi

dari S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
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Togatorop
51. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Januari 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa | Martua
Togatorop
52. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Januari 2013 dari S| DJP atas nama PT Pas Perkasa | Martua
Togatorop
53. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
54. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
55. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
56. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Anggiat Asi
Februari 2013 dari S| DJP atas nhama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
57. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Masa Anggiat Asi
Februari 2013 dari S| DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
58. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
59. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
60. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
61. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Anggiat Asi
Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
62. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
63. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
April 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
64. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
April 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
65. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
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Togatorop
66. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
67. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Mei 2013 dari S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
68. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
69. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
70. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
71. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli | Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
72. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Juli2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
73. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 | Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
74. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Agustus 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
75. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Agustus 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
76. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
77. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
September 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
78. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
September 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
79. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Anggiat Asi
September 2013 dari SI DJP atas hama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
80. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober2 013 | Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
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Togatorop
81. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Oktober 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
82. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Oktober 2013 dari SI DJP atas hama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
83. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
84. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
November 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
85. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
November 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
86. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
87. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
88. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
89. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 | Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
90. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Januari 2014 dari S| DJP atas nama PT Pas Perkasa | Martua
Togatorop
91. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
92. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Februari 2014 dari S| DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
93. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Februari 2014 dari S| DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
94. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
95. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Maret 2014 dari S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
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Togatorop
96. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa | Martua
Togatorop
97. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
98. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
April 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
99. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
100. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Mei 2014 dari S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
101. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
102. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
103. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
104. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari | Anggiat Asi
S| DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
105. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli | Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
106. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli | Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
107. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 | Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
108. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
109. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Anggiat Asi
Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
110. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
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Togatorop
111. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
September 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
112. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 | Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
113. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
114. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
115. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Anggiat Asi
November 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
116. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
117. SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
118. SPT Masa PPN7 Pembetulan Ke-1 Masa September | Irmawati
2013 atas nama PT Omah Arta Pratama
119. SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 dari Sl | Irmawati
DJP atas nama PT Omah Arta Pratama
120. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober | Irmawati
2013 atas nama PT Omah Arta Pratama
121. SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
122. SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
123. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Desember | Irmawati
2013 atas nama PT Omah Arta Pratama
124. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa | Irmawati
Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT Omah
Arta Pratama
125. SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
126. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari 2014 | Irmawati
atas nama PT Omah Arta Pratama
127. SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
128. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari | Irmawati
2014 atas nama PT Omah Arta Pratama
129. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Februari | Irmawati
2014 atas nama PT Omah Arta Pratama
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130. SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 atas nama | Irmawati
PT Omah Arta Pratama
131. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret 2014 | Irmawati
atas nama PT Omah Arta Pratama
132. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret 2014 | Irmawati
atas nama PT Omah Arta Pratama
133. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 | Irmawati
dari SI DJP atas nama PT Omah Arta Pratama
134. SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 atas nama | Irmawati
PT Omah Arta Pratama
135. SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 atas nama | Irmawati
PT Omah Arta Pratama
136. SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 atas nama | Irmawati
PT Omah Arta Pratama
137. SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
138. SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
139. SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
140. SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
141. SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 atas | Irmawati
nama PT Omah Arta Pratama
142. Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LAP- | Irmawati
060/WPJ.30/KP.0209/2020 tanggal 21 September
2020
143. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
144. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Januari 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
145. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Januari 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
146. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
147. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
148. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
149, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret2013 Akmal
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dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

150. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Maret2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

151. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Maret2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

152. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Akmal
Maret2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

153. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

154. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
April2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

155. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

156. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Mei2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

157. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Mei2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

158. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

159. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Juni2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

160. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Juni2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

161. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli2013 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

162. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

163. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Agustus2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

164. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
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Agustus2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar

Marpaung

165. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
September2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

166. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
September2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

167. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
September2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

168. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

169. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Oktober2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

170. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
November2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

171. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
November2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

172. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
November2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

173. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Desember2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

174. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Desember2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

175. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

176. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Januari2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

177. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

178. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Februari2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

179. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret2014 Akmal
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dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
180. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Maret2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
181. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Maret2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
182. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Akmal
Maret2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
183. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
184. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
April2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
185. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
April2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
186. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei2014 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
187. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Mei2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
188. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Mei2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
189. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Akmal
Mei2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
190. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Masa Akmal
Mei2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
191. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni2014 dari Akmal
S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
192. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Juni2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
193. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Juni2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
194, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli2014 dari Akmal
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S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
195. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Juli2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
196. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
Juli2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
197. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
198. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Agustus2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
199. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
September2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
200. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
September2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
201. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Akmal
September2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
202. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
203. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
Oktober2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
204. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
November2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
205. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Akmal
November2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
206. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Desember2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
207. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 dari | Eriek
S| DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
208. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 | Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
209. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September Eriek
2013 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama
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210. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 | Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
211. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Eriek
2013 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama
212. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember Eriek
2013 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama
213. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 | Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
214. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama
215. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
216. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
217. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari | Eriek
S| DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
218. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
219. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari | Eriek
S| DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
220. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 | Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
221. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama
222. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 | Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Utama Triwijayanto
223. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama
224. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama
225. Profil atas nama PT Plammeka Teknik Utama Eriek
Triwijayanto
226. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
227. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera
228. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi
229. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana

Disclaimer
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Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

230. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

231. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Indriana
Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

232. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

233. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
April 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

234. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
April 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

235. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

236. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

237. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
Mei 2013 dari SI DJP atas nhama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

238. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Indriana
Mei 2013 dari S| DJP atas nhama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

239. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

240. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

241. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

242. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Indriana
Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

243, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Masa Indriana
Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

244, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-5 Masa Indriana
Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

245. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-6 Masa Indriana
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Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

246. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

247. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

248. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

249. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Juli Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

250. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Masa Juli Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

251. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

252. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Agustus 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

253. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

254, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
September 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

255. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

256. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Oktober 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

257. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

258. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

259. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

260. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

261. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Januari 2014 dari S| DJP atas nama PT Bintang Palupi
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Sewu Sejahtera

262. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
Januari 2014 dari S| DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

263. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Indriana
Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

264. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

265. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

266. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

267. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

268. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Maret 2014 dari S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

269. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

270. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
April 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

271. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
April 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

272. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

273. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

274. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
Mei 2014 dari S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

275. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Indriana
Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

276. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 Indriana
dari SI DJP atas hama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

277. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera
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278. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari Indriana
S| DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

279. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

280. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

281. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

282. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
September 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

283. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Sejahtera Palupi

284. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

285. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Indriana
Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

286. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

287. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

288. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Indriana
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Palupi
Sewu Sejahtera

289. Print Out Profil PT Bintang Sewu Sejahtera Indriana

Palupi
290. Fotocopy Akta Pendirian PT PANCA INPORA Alkhayatun

BERSAMA Nomor 251 tanggal 25 September 2012 Widiastuti
notaris Netty Maria Machdar, SH

291. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- Alkhayatun
05080/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 11 Oktober Widiastuti
2012

292. Fotocopy Surat Kuasa dari suhendar lesmana Alkhayatun

kepada endi rohaendi untuk mengurus NPWP dan Widiastuti

SKT
293. Fotocopy Formulir permohonan pendaftaran wajib Alkhayatun
pajak Widiastuti
294, Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan Alkhayatun
nomor 1587/1.824.1/X/2012 Widiastuti
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295. Fotocopy NPWP nomor 36.178.331.9-403.000 atas Alkhayatun
nama SUHENDAR LASMANA,; fotocopy KTP atas Widiastuti
nama SUHENDAR LASMANA;Fotocopy KTP atas
nama DENNY SAPUTRA

296. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | Alkhayatun
PT PANCA INPORA BERSAMA tanggal 18 Oktober Widiastuti
2012

297. Fotocopy Permohonan Pengukuhan Pengusaha Alkhayatun
Kena Pajak Widiastuti

298. Fotocopy Tanda terima sementara pendaftaran PKP | Alkhayatun
PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

299. Fotocopy Surat Kuasa dari Suhendar Lesmana Alkhayatun

kepada Endi Rohaendi untuk mengurus pembuatan Widiastuti

Nomor Pengusaha Kena Pajak
300. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- Alkhayatun

05080/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 11 Oktober Widiastuti
2012 dan NPWP 03.259.319.6-016.000 atas nama

PT Panca Inpora Bersama
301. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Alkhayatun

Panca Inpora Bersama nomor TDP 09.03.1.46.52292 | Widiastuti
tanggal 17 Oktober 2012 atas nama PT Panca Inpora

Bersama
302. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah | Alkhayatun

(SIUP) atas nama PT PANCA INPORA BERSAMA Widiastulti
nomor 06350-04/PM/P/1.824.271

303. Fotocopy Surat Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak | Alkhayatun
nomor S-19CBT/WPJ.04/KP.0903/2015 tanggal 13 Widiastuti
Juli 2015

304. Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam rangka Alkhayatun
pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Widiastuti

secara Jabatan nomor LAP-
08/WPJ.04/KP.0909/2015

305. Fotocopy LAP-02/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 09 | Alkhayatun
Juni 2014 Widiastuti
306. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST- Alkhayatun
1023/WPJ.04/KP.09/2014 Widiastuti
307. Fotocopy LAP-03/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 20 | Alkhayatun
Juni 2014 Widiastuti
308. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST- Alkhayatun
1104/WPJ.04/KP.09/2014 Widiastuti
309. Print Out dari SI DJP Profil PT Panca Inpora Alkhayatun
Bersama Widiastuti
310. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan PT KARYA INTI | Alkhayatun
PERSADA Widiastuti
311. Fotokopi formulir permohonan Pengusaha Kena Alkhayatun

Halaman 147 dari 159 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (PKP) PT KARYA INTI PERSADA Widiastuti
312. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | Alkhayatun

(PKP) nomor PEM-00405/WPJ.04/KP.00903/2014 Widiastuti
tanggal 05 Maret 2014

313. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor S- Alkhayatun
381R/WPJ.04/KP.0903/2014 tanggal 30 Januari 2014 | Widiastuti
314. Fotokopi NPWP 66.209.153.7-016.000 atas nama PT | Alkhayatun
KARYA INTI PERSADA Widiastuti
315. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Alkhayatun
Pajak PT KARYA INTI PERSADA Widiastuti
316. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Alkhayatun
nomor 151/1.824.511/XI11/2013 Widiastuti
317. Fotokopi SIUP Menengah nomor 12574- Alkhayatun
04/PM/1.824.271 Widiastuti
318. Fotokopi KTP atas nama DAMAN SAPUTRA NIK Alkhayatun
3201011903700008 Widiastuti
319. Fotokopi KTP atas nama IWAN LASTIAN NIK Alkhayatun
3603340705690023 Widiastuti
320. Fotokopi NPWP 36.445.269.8-403.000 atas nama Alkhayatun
DAMAN SAPUTRA Widiastuti
321. Fotokopi NPWP 54.439.756.5-411.000 atas nama Alkhayatun
IWAN LASTIAN Widiastuti
322. Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Dalam rangka Alkhayatun
pengukuran Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Widiastuti

Permohonan Wajib Pajak Nomor LAP-
077/WPJ.04/KP.0903/2013

323. Bukti Penerimaan Surat Permohonan Pendaftaran Alkhayatun
Wajib Pajak PT Karya Inti Persada Widiastuti

324. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Visit Nomor LAP- Alkhayatun
117/WPJ.30/KP.08/2018 tanggal 8 November 2018 Widiastuti

325. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Visit Nomor LAP- Alkhayatun
125/WPJ.30/KP.0806/2018 tanggal 20 Desember Widiastuti
2018

326. Fotocopy Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha | Alkhayatun
Kena Pajak Nomor S-18CBT/WPJ.04/KP.0903/2015 | Widiastuti

327. Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam rangka Alkhayatun
pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak Widiastuti

secara jabatan nomor LAP-07/WPJ.04/KP.0909/2015
tanggal 9 Juli 2015

328. Fotocopy LAP-03/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 20 | Alkhayatun
Juni 2014 Widiastuti

329. Fotocopy LAP-01/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal 09 | Alkhayatun
Juni 2014 Widiastuti

330. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP Alkhayatun
09.04.1.46.78259 atas nama PT MILKA INDAH Widiastuti
PERSADA
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331. Fotocopy Permohonan pengukuhan pengusaha kena | Alkhayatun
pajak Widiastuti

332. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | Alkhayatun
nomor PEM-05264/WPJ.04/KP.0903/2012 Widiastuti

333. Fotocopy KTP Gilang Aldi Permana, NPWP Alkhayatun
35.744.697.0-403.000 atas nama Gilang Aldi Widiastuti
Permana, Fotocopy KTP Usep Permana

334. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- Alkhayatun
05153/WPJ.04/KP.0903/2012 Widiastuti

335. Fotocopy Surat I1zin Usaha Perdagangan (SIUP) Alkhayatun

Menengah Nomor08026-04/PM/1.824.271 atas nama | Widiastuti
PT Milka Indah Persada

336. Fotocopy Surat Keterangan Domisili perusahaan Alkhayatun
Nomor 1586/1.824.1/X/2012 Widiastuti

337. Fotocopy Surat Kuasa dari Gilang Aldi Permana ke Alkhayatun
Endi Rohaendi Widiastuti

338. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT MILKA Alkhayatun
INDAH PERSADA Nomor 250 tanggal 25 September | Widiastuti
2012

339. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari Alkhayatun
2015Normaldari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

340. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1 dari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

341. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

342. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1d ari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

343. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2015 Normal Alkhayatun
dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti

344. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1 dari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

345. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2015 Normal Alkhayatun
dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti

346. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1dari SI DJP Atas hama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

347. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2015 Normal dari | Alkhayatun
S| DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti

348. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1dari SI DJP Atas hama PT Widiastuti
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Semiotica Indonesia

349. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2015 Normal Alkhayatun
dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti

350. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2015 Normal dari | Alkhayatun
S| DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti

351. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1 dari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

352. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2015 Normal | Alkhayatun
dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti

353. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

354. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2015 Normal | Alkhayatun
dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti

355. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

356. Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2015 Alkhayatun
Normaldari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

357. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

358. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Widiastuti
Inpora Bersama

359. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

360. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Februari 2014 dari S| DJP atas nama PT Panca Widiastuti
Inpora Bersama

361. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

362. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

363. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari | Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

364. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

365. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Juli | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

366. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

367. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September Alkhayatun
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2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

368. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

369. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

370. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

371. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

372. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

373. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari | Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

374. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Mei 2014 dari S| DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

375. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

376. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari | Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

377. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

378. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

379. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

380. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastulti

381. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
September 2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti | Widiastuti
Persada

382. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

383. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

384. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti

385. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
November 2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti | Widiastuti
Persada

386. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember Alkhayatun
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2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
387. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti | Widiastuti
Persada
388. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2015 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
389. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Alkhayatun
2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
390. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2015 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
391. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2015 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
392. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
April 2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada
393. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2015 dari | Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
394. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Mei 2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada
395. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2015 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Persada Widiastuti
396. Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa November Alkhayatun
2012 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
397. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
398. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada | Widiastuti
399. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
400. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 Alkhayatun
dari S| DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
401. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 dari | Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
402. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Mei 2013 dari S| DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada
403. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Alkhayatun
Mei 2013 dari S| DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada
404. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
405. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 dari | Alkhayatun
S| DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
406. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli | Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada | Widiastuti
407. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli | Alkhayatun
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2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada | Widiastuti

408. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 | Alkhayatun
dari S| DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
409. Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa September Alkhayatun
2013 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
410. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
September 2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Widiastuti
Indah Persada
411. Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Alkhayatun
2013 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
412. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Oktober 2013 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
413. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Alkhayatun
Oktober 2013 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
414, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada | Widiastuti
415. Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Desember Alkhayatun
2013 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
416. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
417. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada | Widiastuti
418. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Februari 2014 dari S| DJP atas nama PT Milka Indah | Widiastuti
Persada
4109. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
420. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
Maret 2014 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
421. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
422. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Alkhayatun
April 2014 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti
423. Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Alkhayatun
Pajak PT Panca Inpora Bersama Widiastuti
424, Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-23/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
425. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-969/NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
426. Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Alkhayatun
Pajak PT Karya Inti Persada Widiastuti
427. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-1864/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2015 Widiastuti
428. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-796/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2015 Widiastuti
429. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-403/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
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430. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-1169/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
431. Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Alkhayatun
Pajak PT Milka Indah Persada Widiastuti
432. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-1223/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti
433. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-3504/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2013 Widiastuti
434. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nomor | Alkhayatun
S-2618/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2013 Widiastuti
435. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 | Anastasia
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
436. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Anastasia
Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT Handal | Rahayu Tri
Karya Abadi W
437. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Anastasia
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi | Rahayu Tri
w
438. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Anastasia
Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT Handal | Rahayu Tri
Karya Abadi W
439. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 | Anastasia
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
440. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014 | Anastasia
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
441. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari | Anastasia
S| DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
442, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Anastasia
Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya | Rahayu Tri
Abadi w
443, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 | Anastasia
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
w
444, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Anastasia
Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya | Rahayu Tri
Abadi w
445, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari | Anastasia
S| DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
W
446. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 | Anastasia
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi Rahayu Tri
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w

447.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa
Agustus2014 dari SI DJP atas nama PT Handal
Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

448.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

449.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

450.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

451.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

452.

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014
atas nama PT Thaha Engineering Group NPWP
02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

453.

Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa
Januari 2014 atas nama PT Thaha Engineering
Group NPWP 02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

454,

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014
atas nama PT Panca
03.259.319.6-016.000

Inpora Bersama NPWP

PT Thaha

Engineering

455.

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Februari
2014 atas nama PT Thaha Engineering Group NPWP
02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

456.

Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa
Februari 2014 atas nama PT Thaha Engineering
Group NPWP 02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

457.

Print  out email dari Muhammad Ikhwan
(Muhammad_ikhwan@smcholding.com)
Cynthia tanggal 13 Maret 2014 dengan Subject HKA

Prd Jan 2014.pdf

kepada

Handal
Karya Abadi

458.

Print out email dari Muhammad Ikhwan
(Muhammad_ikhwan@smcholding.com)
Cynthia tanggal 13 Maret 2014 dengan Subject HKA

Prd Jan 2014.pdf

kepada

Handal
Karya Abadi

4509.

Print out email dari Cynthia Atika

(Cynthia_handal@yahoo.com) kepada Muhammad

Ikhwan (Muhammad_ikhwan@smcholding.com)

tanggal 26 Februari 2014

Handal
Karya Abadi

460.

Print Out Purchase Order No 003/HKA/PL/PO/01/14

Handal
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tanggal 02/01/2014

Karya Abadi

461.

Print Out Purchase Order No 005/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 03/01/2014

Handal
Karya Abadi

462.

Print Out Purchase Order No 006/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 06/01/2014

Handal

Karya Abadi

463.

Print Out Purchase Order No 009/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 08/01/2014

Handal
Karya Abadi

464.

Print Out Purchase Order No 0011/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 10/01/2014

Handal
Karya Abadi

465.

Print Out Purchase Order No 0013/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 13/01/2014

Handal
Karya Abadi

466.

Print Out Purchase Order No 0016/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 15/01/2014

Handal
Karya Abadi

467.

Print Out Purchase Order No 0020/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 17/01/2014

Handal
Karya Abadi

468.

Print Out Purchase Order No 0021/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 20/01/2014

Handal
Karya Abadi

4609.

Print Out Purchase Order No 0023/HKA/PL/PO/01/14
tanggal 24/01/2014

Handal
Karya Abadi

470.

Print out aplikasi setoran kepada Muhammad Ikhwan
nomor rekening 125.000.564.8993 tanggal 07 Maret
2014 sebesar Rp 70.000.000

Handal
Karya Abadi

471.

Print Out SPT masa PPN Masa Januari 2014 atas
nama PT Handal Karya Abadi

Handal
Karya Abadi

472.

Piagam apresiasi dan pengghargaan kepada PT
Handal Karya Abadi atas kontribusi terhadap program

amnesti pajak

Handal
Karya Abadi

473.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari
2014 dari SI DJP atas nama PT Bragasindo Mandala
Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

474.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014

dari SI DJP atas nama PT Bragasindo Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

475.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa
Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT Bragasindo
Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

476.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa
Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT Bragasindo
Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph
a

477.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2014

Rika

Disclaimer
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dari SI DJP atas nama PT Bragasindo Mandala Putra | Hafidha
Rahmasoph
a
478. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Rika
April 2014 dari SI DJP atas nama PT Bragasindo | Hafidha
Mandala Putra Rahmasoph
a
479. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa | Rika
April 2014 dari SI DJP atas nama PT Bragasindo | Hafidha
Mandala Putra Rahmasoph
a
480. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Rika
Hafidha
Rahmasoph
a
481. Fotocopy Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Rika
Hafidha
Rahmasoph
a
482. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan | Rika
Nomor 0091/-1.824.1/2012 Hafidha
Rahmasoph
a
483. Fotocopy Akta pendirian perusahaan nomor 1 tanggal | Rika
05 Januari 2012 Hafidha
Rahmasoph
a
484, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 dari | Ira Herawati
S| DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
485. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Ira Herawati
Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur
486. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 | Ira Herawati
dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur
487. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Ira Herawati
Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur
488. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa | Ira Herawati
Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur
489. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa | Ira Herawati
Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur
490. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 dari | Ira Herawati
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S| DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur

491. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Juli | Ira Herawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur

492, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Juli | Ira Herawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur

493. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Masa Juli | Ira Herawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur

494, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 | Ira Herawati
dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur

495. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September | Ira Herawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur

496. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 | Ira Herawati
dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur

497. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November | Ira Herawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur

498. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember | Ira Herawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur

499, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 | Riska
dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani

500. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November | Riska
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya | Alfriani
Persada

501. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember | Riska
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya | Alfriani
Persada

502. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2015 | Riska
dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani

503. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Riska
Januari 2015 dari SI DJP atas nama PT Aditama | Alfriani
Jaya Persada

504. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2015 | Riska
dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya Persada Alfriani

dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak,
JI.Anggur V No. 81 Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 16 September
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2021, oleh kami, Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsoro Restu
Widodo, S.H., | Dewa Made Budi Watsara, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Poerwanto, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Magriba Jayantimala,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hapsoro Restu Widodo, S.H. Nazar Effriandi, S.H.

| Dewa Made Budi Watsara, S.H.
Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.
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